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KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 9/KEP/INSP/2025

TENTANG

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah
tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



10.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun
2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun
2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040
(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029;
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.



MEMUTUSKAN ;
Menetapkan

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk
periode 1 (satu) tahun terhitung sejak 01 Januari 2026 sampai
dengan 31 Desember 2026 dengan berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis
Inspektorat 2025-2029

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta sumber dana

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten
Padang Pariaman dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

KEEMPAT : Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektorat
Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini dan merupakan satu
kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 5 Juli 2025

INSPEKTUR
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KATA PENGANTAR
Pyji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat

dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan
dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi
berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak
terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan suatu perencanaan
tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang mengacu kepada sasaran strategis
dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi,
dan budaya di Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Melalui
pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat
untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa
dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang
dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan
yang dihadapi. Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip
transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan
telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan
sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap
rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan
pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dapat

bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Parit Malintang, 5 Juli 2025
INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pembina Tk. I NIP. 19820926 199912 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis
yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi
sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD
mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab
tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka.
Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan
program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol
yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai
target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD,
pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program
serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu,
penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk
memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi
pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang
mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan
yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan
yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan
kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga
menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai
1



acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang
telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari
siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk
mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan
tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan,
dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka
mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan
yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai
dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis
dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga
berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-
perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan
pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan
berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi
oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan
masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan
responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh
karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga
melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk
memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan
yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat
daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah
dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan

kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang



berorientasi pada hasil (result-based management), di mana efektivitas dan
efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah merupakan proses yang melibatkan
berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas
program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah
melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun
sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah.
Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah
perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun
berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan
sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini
mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan
pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial,
ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang
direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas
program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini
ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan
program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di
tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku
kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk
memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di
lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana
program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan
kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi
publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan

untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja



PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan
dengan baik.

Renja Inspektorat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai

dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah
satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan
tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk
memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah
mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.
Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk
periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi
yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan
yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD,
sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten
dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya
dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja
Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang
melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan
kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus
mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun
nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan
pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya
mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat
perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan
kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan

secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan



lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah
yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan
yang ada pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun

2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan
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Renja Inspektorat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai
dokumen

perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana
Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang
menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah
diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk
mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima
tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan
RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat
daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan
adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai
instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk
memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan

dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.



a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026-2029

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026-2029. RPJMD
menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja
Inspektorat Daerah Padang Pariaman merupakan salah satu instrumen
implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam
RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada
akhir periode lima tahun. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih
operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang
mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Inspektorat
Daerah Kabupaten Padang Pariaman dirancang untuk mendukung program
prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting
dalam keterkaitan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan
RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber
daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan
anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan
anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Inspektorat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman dapat berkontribusi secara efektif terhadap
pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang
digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang
Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara

menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas
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infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung
pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan
memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara
tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten
Padang Pariaman untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam
konteks ini, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman diarahkan
untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran
jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Inspektorat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil
yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD
memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan
mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan
kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan
prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-
program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah
daerah.

Dalam penyusunan Renja, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan
kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Inspektorat
Daerah Kabupaten Padang Pariaman didesain untuk mengoptimalkan anggaran
yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang
mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal
pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia
dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan
yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat

Kabupaten Padang Pariaman.



c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh
dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan
yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan
anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini
menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan
yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada
Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras
dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan
bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Inspekorat Daerah Padang
Pariaman tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung
terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten
Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi
pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari
penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja
jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan
demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi
pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat
menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang
diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk
memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan
dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga
setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap
pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman



Renja Inspektorat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen
perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD,
program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk
menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang
dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target
pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan
kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program

yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Inspekorat

Daerah Padang Pariaman yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang
Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 696868);

. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024
Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);

. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Padang Pariaman;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
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1.3

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024
Nomor 6);

u. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029;

v. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Inspekorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Inspekorat Daerah Kabupaten Padang

Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah,

sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur

penilaian kinerja Inspekorat Daerah Padang Pariaman untuk Tahun 2026 sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Inspekorat Daerah Padang Pariaman Adapun

tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1.

Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat,
tepat sasaran, dan berkesinambungan;

Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun
2026;

Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program
dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan
kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026; dan
Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
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1.4

Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun

2026 disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

BAB |. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan
Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra
OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Dasar Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB Il.LEVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-

1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;
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2.2

2.3

24

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan

dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan OPD;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi OPD;

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs
(Millenium Developmnet Goals);

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
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2.5

3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan
awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya
berbeda; dan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung

ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

3.2

3.3

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan
nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut
arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra OPD.

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan.
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2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara
lain meliputi:

a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.

b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar
ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau
kelompok masyarakat tertentu).

c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.

d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian memuat penjabaran rinci program, kegiatan, dan subkegiatan
yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama satu tahun anggaran,
beserta target kinerja, indikator, lokasi, kelompok sasaran, serta kebutuhan

pendanaan yang disusun secara terukur dan terarah.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.

2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.

3) Rencana tindak lanjut.
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah
mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah
ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program
berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala.
Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah
disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang
perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor
penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan
dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan
dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau
bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan
infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang
belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya.
Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk
memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan
rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis
data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem
monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan
demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah
di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan
pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) berdasarkan

target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :
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2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Prog;::;lsllllieglat Pencapaian Kinerja Angfara f:;;las:asrll
Kegiatan Target Realisasi % Satuan ( Rp) ( Rp) %
PROGRAM 100 100 Persenta 99
PENYELENGGA 100% se 406.946. | 404.262. | %
RAAN 60 24 Persenta 078 401
PENGAWASAN 40% se
100 100 Persenta
100% se
60 58,10 Persenta
97% se
100 100 Persenta
100% se
60 66,20 Persenta
110% se
100 13 Persenta
13% se
30 23,70 Persenta
79% se
100 100 Persenta
100% se
75 79,30 Persenta
106% se
100 100 Persenta
100% se
Penyelenggaraa 12 12 100% OPD 99
n Pengawasan 11 11 100% OPD 334.788. | 332.589. | %
Internal 11 11 100% OPD 603 401
103 8 8% Nagari
80 100 Rekome
125% ndasi
6 6 100% | Elemen
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1 1 Laporan 98
12.480.0 | 12.170.0 | %
Pengawasan 00 00
Kinerja
Pemerintah
Daerah 100%
2 2 Laporan 99
Reviu Laporan 42.480.0 | 42.150.0 | %
Kinerja 100% 00 00
3 3 Laporan 10
43.360.0 | 43.300.0| O
Reviu Laporan 00 00| %
Keuangan 100%
33 33 Kesepak 10
atan 125.708. | 125.232.| O
Kerja Sama 603 401 | %
Pengawasan
Internal 100%
4 4 100% | Dokume 99
n 40.260.0 | 39.902.0 | %
00 00
Monitoring dan
Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
BPK RI dan
Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan
APIP
Penyelenggaraa 3 S 167% | Probity 99
n Pengawasan 0 0 0 Temuan | 72.157.4 | 71.673.0 | %
dengan Tujuan 5 14 280% | Pengadu 75 00
Tertentu an
6 22 367% | Laporan 99
72.157.4 | 71.673.0 | %
Pengawasan 75 00
dengan Tujuan
Tertentu
PROGRAM 90 73,07 81% Nilai 87
PERUMUSAN 90 77,05 86% Nilai 65.430.0 | 57.047.7 | %
KEBIJAKAN, 100 100 100% | Persenta 00 00
PENDAMPINGA se
N DAN

ASISTENSI
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0 0 0% Perumus - - -
an
Perumusan
Kebijakan
Teknis di
Bidang
Pengawasan dan
Fasilitasi
Pengawasan
Pendampingan 2 2 100% | Monitori 87
dan Asistensi ng 65.430.0 | 57.047.7 | %
2 2 100% | Koordina 00 00
si
43 43 100% OPD
43 43 100% OPD
43 43 100% OPD - - -
Pendampingan
dan Asistensi
Urusan
Pemerintahan
Daerah
43 43 100% OPD - - -
Pendampingan,
Asistensi,
Verifikasi, dan
Penilaian
Reformasi
Birokrasi
2 2 100% | Kegiatan 97
10.230.0 | 9.947.70 | %
00 0
Koordinasi,

Monitoring dan
Evaluasi serta
Verifikasi
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi
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43 43 100% OPD 85
55.200.0 | 47.100.0 | %
00 00
Pendampingan,
Asistensi dan
Verifikasi
Penegakan
Integritas
PROGRAM S50 58,14 116% | Persenta 96
PENUNJANG se 6.343.88 | 6.079.53 | %
URUSAN 100 100 100% | Persenta 3.612 9.329
PEMERINTAHA se
N DAERAH 70 92,02 131% Nilai
KABUPATEN/K 100 100 100% | Persenta
OTA se
Perencanaan, 5 ) 100% | Dokume 99
Penganggaran, n 72.940.2 | 72.522.2 | %
dan Evaluasi 3 3 100% | Laporan 90 94
Kinerja
Perangkat
Daerah
3 3 100% | Dokume 99
n 51.900.1 | 51.595.5 | %
40 02
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
3 3 100% | Dokume 99
Evaluasi Kinerja n 21.040.1 20.926.7 | %
Perangkat 50 92
Daerah
S S 100% | Dokume - - -
n
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat

Daerah
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15 15 100% | Laporan 95
5.477.74 | 5.208.68 | %
Administrasi 1.529 7.645
Keuangan
Perangkat
Daerah
Penyediaan 12 12 100% | Dokume 10
Administrasi n 72.172.0 | 71.980.0| O
Pelaksanaan 00 00| %
Tugas ASN
Administrasi 10 8 80% Orang 10
Kepegawaian 36 18 50% Orang | 70.231.0 | 70.143.1| O
Perangkat 36 39 108% SKP 00 25| %
Daerah 36 39 108% | Orang
36 36 100% Orang 10
70.231.0 | 70.143.1| O
00 25| %
Pendidikan dan
Pelatihan
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi
Administrasi 800 670 84% Surat 10
Umum 60 96 160% | Pelayana | 360.833. | 367.826. | 2
Perangkat n 300 492 | %
Daerah
12 12 100% Paket 10
10.504.1 | 10.504.1| O
00 00 | %
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik /Penerang
an Bangunan
Kantor
12 12 100% Paket 10
12.954.1 | 12.953.1| O
Penyediaan 00 00| %
Peralatan

Rumah Tangga
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Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

12

12

100%

Laporan

60.140.0
00

60.890.5
00

10

%

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

12

12

100%

Laporan

277.235.
100

283.478.
792

10

%

Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

0%

Nilai

Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

12

12

100%

Jasa

12

12

100%

Jasa

276.571.
293

274.893.
723

99
Y%

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

12

12

100%

Laporan

44.534.6
13

44.350.9
50

10

%

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

12

12

100%

Laporan

75.922.1
20

75.742.7
73

10

%

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

19

0%

Objek

79027113
27

79027113
27

100%

Nilai

85.566.2
00

85.466.0
50

10

%
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2 2 100% | Kendaaa 10
n 47.126.2 | 47.112.2| O
00 00| %
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
16 16 100% | Sarana 99
dan 9.760.00 | 9.673.75 | %
Prasaran 0 0
a
Pemeliharaan/Re
habilitasi Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
32 32 100% | Sarana 10
dan 28.680.0 | 28.680.0| O
Prasaran 00 00| %
a
Pemeliharaan/Re

habilitasi Sarana
dan Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;
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2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini

disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a.

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran APIP untuk

mencapai target yang telah ditetapkan.

. Terlaksananya pemantauan terhadap capaian kinerja terhadap

program/kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan secara berkala yang
disupervisi pimpinan.

Kolaborasi seluruh pegawai untuk melaksanakan
program/kegiatan/sub kegiatan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan supervisi dari pihak eksternal untuk memantau capaian
kinerja di Inspektorat.

Pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan secara berkala untuk
pelaporan capaian kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan serta
penyelesaian hambatan-hambatan yang dihadapi tim dalam

pelaksanaan penuagasan.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala

dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja,

diantaranya :

a.

Terdapat kegiatan pengawasan yang mandatory yang belum tertampung

di dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

. Sarana penunjang kendaraan operasional belum memadai untuk

pelaksanaan pengawasan ke lapangan.

Jam Pelatihan minimum oleh APIP belum terpenuhi sesuai ketentuan
yaitu 120 jam pelatihan per tahun.

Masih terdapat SOP yang belum dilakukan pemutakhiran untuk

mendukung efektifitas pelaksanaan pengawasan.
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2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah;
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Inspektorat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja)
disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama,
keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki
arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas
dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah
ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi
dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan
awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun

2026:

a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sangat
bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam
menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di
tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang
signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian
target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat
menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang
direncanakan untuk tahun 2026 mungkin harus disesuaikan, baik dari
segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.

b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber
daya. Jika Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat
mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-
tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2026, akan ada tekanan yang
lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini
bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran
yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada

tahun 2026 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang
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dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak
optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.

c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak
dilakukan secara efektif, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan
melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat,
masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa
terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa
mengakibatkan target capaian di tahun 2026 menjadi tidak realistis,
karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak
diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.

d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan
ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam)
juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Inspektorat
Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026. Jika Dinas tidak siap
beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di
awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu,
fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan
penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program

Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus
Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi
yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator
kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026. Ini akan membantu
Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus
dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja.
Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala
potensial, serta mencakup  strategi mitigasi yang dapat
diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program
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Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang
terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak
mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada
program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target
Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap
program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program
tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal.
Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program
yang paling penting untuk mencapai target 2026.

. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan
untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan
mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih
intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem
pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah
lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif
segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada
pencapaian target tahun 2026. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan
adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program
sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah
melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang
kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya
harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan
mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran
yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap
penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari
pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan
memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat
mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas
SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung

pelaksanaan program.
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Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan
Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman s/d Triwulan III Tahun 2025

Kode | Urusan/Bidan Indikator Target | Realisas Target dan Realisasi Target Perkiraan Realisasi
g Urusan Kinerja Capaian | i Target Kinerja Program dan Program | Capaian Target Renstra
Pemerintahan Program Program | Kinerja | Kegiatan Tahun Lalu (n- dan Perangkat Daerah
Daerah dan (Outcome)/K ( Hasil 2) 2024 Kegiata Tahun s/d tahun
Program /Kegi egiatan Renstra | Program n (Renja berjalan (2025)
atan/Sub (Output)/Sub | Perangk dan Target | Realisas | Ting | Inspekt Realisasi Tingkat
Kegiatan Kegiatan at Keluara | Renja i Renja | kat orat Capaian Capaian
Daerah) n Inspekt | Inspekt | Reali | Daerah Program Realisasi
Tahun | Kegiata orat orat sasi | Tahun dan Target
2026 ns/d Daerah | Daerah | (%) (n-1) kegiatan Renstra
Tahun Tahun Tahun 2025 s/d Tahun (%)
(n-3) (n-2) (n-2) berjalan (n-
2023 2024 2024 1) s.d
Triwulan III
2025
8=(7
1 2 3 4 5 6 7 /6) 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
Persentase
PROGRAM rekomendasi 100%
PENUNJANG LHE SAKIP 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
URUSAN yang
PEMERINTAHA | ditindaklanjuti
N DAERAH Survet
6.1.1 KABUPATEN/ Kepuasan 105,2
KOTA Masyarakat 86 84 85 88,43 % 93 ) )
(SKM)
Persentase 100% 100% 100% 100% | 100% | 100% 100% 100%
temuan BPK
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yang ditindak

lanjuti
Administrasi Jumlah
6.1.1.2. | Keuangan laporan 15 15 15 15 o, | 15 o
2 Perangkat keuangan yang | Laporan Laporan Laporan Laporan 100% Laporan 11 Laporan | 73%
Daerah sesuai dengan
6.1.1.2. | Tenyediaan Gaji J:rrln lﬁleger?irr;ga
2'1' " | dan Tunjangan }(;ajigdan 39 Orang | 39 Orang | 39 Orang | 39 Orang | 100% | 39 Orang 39 Orang 100%
ASN Tunjangan ASN
Jumlah
Penyediaan Dokumen Hasil
6.1.1.2. | Administrasi Penyediaan 12 12 12 12 o, | 12 o
2.2 Pelaksanaan Administrasi Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen 100% Dokumen 9 Dokumen | 75%
Tugas ASN Pelaksanaan
Tugas ASN
Jumlah
dokumen
perencanaan 5 5 5 5 o | O o
sesuai aturan Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen 100% Dokumen 5 Dokumen | 100%
Perencanaan,
dan tepat
Penganggaran, Kkt
dan Evaluasi waxu
6.1.1.2. L Jumlah
Kinerja
1 laporan
Perangkat . L
Daerah capaian kinerja
dan ikhtisar 3 3 3 3 o, | 3 o
Lo 100% 1 Laporan 33%
realisasi Laporan Laporan | Laporan | Laporan Laporan
kinerja
perangkat
daerah
Koordinasi dan | Jumlah
6.1.1.2. | Penyusunan Laporan S S S S o, | O o
1.6 Laporan Capaian Laporan Laporan | Laporan | Laporan 100% Laporan 5 Laporan 100%

Capaian Kinerja

Kinerja dan
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dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

6.1.1.2.
1.7

Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah

Jumlah
Laporan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

1
Laporan

1
Laporan

1
Laporan

1
Laporan

100%

3
Laporan

1 Laporan

33%

6.1.1.2.

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

Jumlah ASN
yang
terfasilitasi
naik pangkat

10 Orang

10 Orang

10 Orang

NA

NA

10 Orang

3 Orang

30%

Jumlah ASN
yang
terfasilitasi gaji
berkala

39 Orang

39 Orang

39 Orang

NA

NA

39 Orang

10 Orang

25%

Jumlah SKP
ASN

39 Orang

39 Orang

39 Orang

39 Orang

100%

39 Orang

NA

NA

Jumlah ASN
terfasilitasi
pembayaran
TPP

39 Orang

39 Orang

39 Orang

39 Orang

100%

39 Orang

39 Orang

100%
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Jumlah

Pendidikan dan | Pegawai
Pelatihan Berdasarkan
6.1.1.2. | Pegawai Tugas dan o o
59 Berdasarkan Fungsi yang 39 Orang | 39 Orang | 39 Orang | 39 Orang | 100% | 39 Orang S5 Orang 12,82%
Tugas dan Mengikuti
Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Orang
Sosialisasi yang Mengikuti
6.1.1.2. | Peraturan Sosialisasi
510 Perundang- Peraturan 90 Orang | 70 Orang NA NA NA NA NA NA
Undangan Perundang-
Undangan
Jumlah surat
dinas yang
teradministrasi
Administrasi sesuai 200 700 800 368 52,57 900 530 Surat 58,8%
Surat Surat Surat Surat % Surat
6.1.1.2. | Umum ketentuan dan
6 Perangkat terdistribusi
Daerah sesuai tujuan
Jumlah 70 50 60 110 60
pelayanan yang | Pelayana | Pelayana | Pelayana | Pelayana | 220% | Pelayana | 54 Pelayanan | 90%
terfasilitasi n n n n n
. Jumlah Paket
Penyediaan
Komponen
Komponen .
Instalasi Listrik/ Instalasi
Listrik/Peneran | 12 Paket 12 Paket | 12 Paket | 12 Paket | 100% | 12 Paket 9 Paket 75%
Penerangan
gan Bangunan
Bangunan
Kantor Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket
Peralatan Peralatan 12 Paket 12 Paket | 12 Paket | 12 Paket | 100% | 12 Paket 9 Paket 75%
Rumah Tangga | Rumah Tangga
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yang

Disediakan
Jumlah
Fasilitasi Laporan
6.1.1.2. Kunjungan Fasilitasi 12 12 12 12 100% 12 9 Laporan 75%
5.9 . Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Tamu Kunjungan
Tamu
Jumlah
Penyelenggaraan | Laporan
Rapat Penyelenggaraa
Koordinasi dan | n Rapat ii oran La 1()2ran La 102ran La 1()2ran 100% Il,i oran 9 Laporan 75%
Konsultasi Koordinasi dan p p p p p
SKPD Konsultasi
SKPD
Pengadaan
Barang Milik
Daerah Jumlah
giol 2 Penunjang Penambahan 883'580' 31367050' 0 0 0% 388'720' 10.000.000 | 38,9%
’ Urusan Nilai Aset
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
Pengadaan
Sarana dan
Sarana dan
Prasarana
6.1.1.2 Prasarana Pendukung
7' 1'1 Pendukung Gedune Kantor 216 Unit 5 Unit 0 0 % 225 Unit 4 Unit 1,7%
) Gedung Kantor g
atau Bangunan
atau Bangunan .
Lainnya Lainnya yang
Disediakan
Penyediaan Jasa | Jumlah jasa
6.1.1.2 Penunjang penunjang
8. 7 | Urusan urusan 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan 9 Bulan 75%
Pemerintahan pemerintah
Daerah yang tersedia
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Jumlah jasa

penunjang
perkantoran 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan 9 Bulan 75%
yang
disediakan
Jumlah
. Laporan
g } 1 gi?ﬁf?\;[aeir;jf;ta Penyediaan Iflporan Lap102ran Lap102ran Laplozran 100% Il,azlporan 9 Laporan 5%
) Jasa Surat
Menyurat
Jumlah
Laporan
Penyediaan Jasa EZISIZ ediaan
6.1.1.2 Komunikasi, Komunikasi, 12 12 12 12 100% 12 9 Laporan 759
8.2 Sumber Daya Laporan Laporan | Laporan | Laporan Laporan
Air dan Listrik Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
Disediakan
Jumlah
Laporan
6.1.1.2. Penyediaan Jasa | Penyediaan 12 12 12 12 12
3.4 Pelayanan Jasa Pelayanan Laporan Laporan | Laporan | Laporan 100% Laporan 9 Laporan 75%
) Umum Kantor Umum Kantor
yang
Disediakan
Pemeliharaan Jumlah objek
Barang Milik aset yang 19 Unit 19 Unit 19 Unit 19 Unit | 100% | 19 Unit 19 Unit 100%
Daerah terkelola
6.1.1.2. .
9 Penunjang
Urusan Jumlah total 7.902.71 | 7.902.71 | 7.902.71 | 7.902.71 100% 7.902.71 | 7.902.711.32 100%
Pemerintahan nilai aset 1.327 1.327 1.327 1.327 1.327 7
Daerah
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Penyediaan Jasa

) Jumlah
Pemeliharaan,
. Kendaraan
Biaya .
. Dinas
Pemeliharaan, .
6.1.1.2. | Pajak, dan Operasional
9'2' - Perizi;lan atau Lapangan | 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% | 2 Unit 2 Unit 100%
) yang Dipelihara
Kendaraan .
. dan dibayarkan
Dinas .
. Pajak dan
Operasional ..
Perizinannya
atau Lapangan
Pemeliharaan/R Jumlah
e Gedung Kantor
6.1.1.2 chabilitasi dan Bangunan
9'9' " | Gedung Kantor Lainnva an 29 Unit 29 Unit 29 Unit 29 Unit | 100% | 29 Unit 29 Unit 100%
’ dan Bangunan unnya yang
Lainn Dipelihara/Dire
amnnya habilitasi
Peme.h‘har.aan /R Jumlah
ehabilitasi
Gedung Kantor
6.1.1.2 Sarana dan dan Bangunan
9' 1'0 Prasarana Lainnva gl;n 29 Unit 29 Unit 29 Unit 29 Unit | 100% | 29 Unit 29 Unit 100%
) Gedung Kantor annya yang
atau Baneunan Dipelihara/Dire
: gunal | pobilitasi
Lainnya
Pemeliharaan/R | Jumlah Sarana
ehabilitasi dan Prasarana
Sarana dan Pendukung
6.1.1.2. | Prasarana Gedung Kantor | g7 500 | 37 Unit | 37 Unit | 37 Unit | 100% | 37 Unit 37 Unit | 100%
9.11 Pendukung atau Bangunan
Gedung Kantor | Lainnya yang
atau Bangunan | Dipelihara/Dire
Lainnya habilitasi
PROGRAM Persentase
6.1.2 PEEE N EELENGGA ‘é}gzrllagh OPD 100% 100% 100% 100% | 100% | 100% 100% 100%
PENGAWASAN infrastruktur
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dan lingkungan
yang dilakukan
pengawasan

Persentase
penurunan
jumlah temuan
administrasi
(aset dan
keuangan)
dibidang
infrastruktur
dan lingkungan
hidup

70%

NA

60%

NA

NA

70%

NA

NA

Persentase
Jumlah OPD
bidang
perekonomian
yang dilakukan
pengawasan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
penurunan
jumlah temuan
administrasi
(aset dan
keuangan)
dibidang
perekonomian

70%

NA

60%

NA

NA

70%

NA

NA

Persentase
Jumlah OPD
bidang
Reformasi
Birokrasi dan
Kesejahteraan
yang dilakukan
pengawasan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Persentase
penurunan
jumlah temuan
administrasi
(aset dan
keuangan)
dibidang
Reformasi
Birokrasi dan
Kesejahteraan

70%

NA

60%

NA

NA

70%

NA

NA

Persentase
Jumlah nagari
yang dilakukan
pengawasan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
penurunan
jumlah temuan
administrasi
(aset dan
keuangan)
pada nagari

35%

NA

30%

NA

NA

70%

NA

NA

Persentase
pengaduan
masyarakat
yang
ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
Rekomendasi
Hasil
Pengawasan
Yang
Ditindaklanjuti
Sampai Sesuai
(Tuntas)

80%

70%

75%

76,48%

109,2
5%

85%

76,4%

89,8%
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Persentase
Pemenehuan
Key Process
Area pada
Penilaian
Mandiri
Berdasarkan
Standar IACM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6.1.2.2.

Penyelenggaraan
Pengawasan
Internal

Jumlah OPD
Bidang
Infrastruktur
dan
Lingkungan
Hidup yang
dilakukan
Pengawasan

12 OPD

12 OPD

12 OPD

12 OPD

100%

12 OPD

12 OPD

100%

Jumlah OPD
Bidang
Perekonomian
yang dilakukan
Pengawasan

11 OPD

11 OPD

11 OPD

11 OPD

100%

11 OPD

11 OPD

100%

Jumlah OPD
Bidang
Reformasi
Birokrasi dan
Kesejahteraan
yang dilakukan
Pengawasan

11 OPD

11 OPD

11 OPD

11 OPD

100%

11 OPD

11 OPD

100%

Persentase
OPD yang
memperoleh
hasil Evaluasi
RB minimal
Kategori BB

55%

45%

50%

NA

NA

50%

NA

NA
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Jumlah Nagari
yang dilakukan
Pengawasan

103
Nagari

103
Nagari

103
Nagari

103
Nagari

100%

30 Nagari

25 Nagari

83%

Jumlah
rekomendasi
Hasil
Pengawasan
Internal &
Eksternal yang
tuntas
ditindaklanjuti

80
Rekomen
dasi

80
Rekomen
dasi

80
Rekomen
dasi

NA

NA

80
Rekomen
dasi

60

Rekomendasi

75%

Jumlah Elemen
PK APIP yang
terpenuhi

6 Elemen

6 Elemen

6 Elemen

6 Elemen

100%

6 Elemen

6 Elemen

100%

Pengawasan
Kinerja
Pemerintah
Daerah

Jumlah
Laporan
Pengawasah
Kinerja
Pemerintah
Daerah

1
Laporan

1
Laporan

1
Laporan

1
Laporan

100%

1
Laporan

1 Laporan

100%

Pengawasan
Keuangan
Pemerintah
Daerah

Jumlah
Laporan Hasil
Pengawasan
Keuangan
Pemerintah
Daerah

1
Laporan

1
Laporan

1
Laporan

1
Laporan

100%

1
Laporan

1 Laporan

100%

Reviu Laporan
Kinerja

Jumlah
Laporan Hasil
Reviu Laporan
Kinerja

2
Laporan

2
Laporan

2
Laporan

2
Laporan

100%

2
Laporan

2 Laporan

100%

Reviu Laporan
Keuangan

Jumlah
Laporan Hasil
Reviu Laporan
Keuangan

3
Laporan

3
Laporan

3
Laporan

3
Laporan

100%

3
Laporan

3 Laporan

100%
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Jumlah

6.1.2.2. | Pengawasan Laporan Hasil 103 103 103 103 100% 30 25 Laporan | 83%
1.5 Desa Pengawasan Laporan Laporan | Laporan | Laporan Laporan
Desa
Jumlah
6.1.0.2 Kerja sama Kesepakatan 33 33 33 33 33 33
1' 6- " | Pengawasan Pengawasan Kesepaka | Kesepaka | Kesepaka | Kesepaka | 100% | Kesepaka Kesepakatan 100%
) Internal Internal yang tan tan tan tan tan p
Terbentuk
Jumlah
o Dokumen Hasil
Monitoring dan e
= Monitoring dan
Evaluasi Tindak .
Lanjut Hasil Evaluasi
Pemeriksaan Tindak Lanjut
6.1.2.2. Hasil 4 4 4 4 o, | 4 o
1.7 B.P K RI dan. Pemeriksaan Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen 100% Dokumen 3 Dokumen | 75%
Tindak Lanjut
. BPK RI dan
Hasil . .
. Tindak Lanjut
Pemeriksaan .
Hasil
APIP .
Pemeriksaan
APIP
Jumlah Probity
Audit Bidang
Infrastruktur
dan 3 . 3 3 3 100% 3 . 3 Kegiatan 100%
- Kegiatan Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan Kegiatan
Lingkungan
Penyelenggaraan .
Hidup yang
6.1.2.2. | Pengawasan .
. Dilaksanakan
2 dengan Tujuan
Jumlah
Tertentu
Temuan
Kerugian 4 4 4 4 100% | - ) )
Daerah yang Temuan Temuan | Temuan | Temuan ?
Diselesaikan

Dengan Tuntas
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Persentase
pengaduan
masyarakat
yang
ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6.1.2.2.
2.2

Pengawasan
Dengan Tujuan
Tertentu

Jumlah
Laporan Hasil
Pengawasan
Dengan Tujuan
Tertentu

6
Laporan

6
Laporan

6
Laporan

19
Laporan

316%

20
Laporan

20 Laporan

100%

6.1.3

PROGRAM
PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGA
N DAN
ASISTENSI

Nilai capaian
atas target
Rencana Aksi
Program
Pencegahan
Korupsi
Terintegrasi
dari KPK RI

90

90

90

NA

NA

90

NA

NA

Nilai capaian
atas target
Strategi
Nasional
Pencegahan
Korupsi dari
Kemendagri

90

90

90

NA

100%

90

NA

NA

Persentase
OPD yang
melaporkan
LHKPN tepat
waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
OPD yang
memperoleh
hasil Evaluasi

55%

45%

50%

NA

NA

55%

NA

NA
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RB minimal
Kategori BB

Jumlah
Perumusan rekomendasi
Kebijakan kebijakan 9 9 o o o
6.1.3.2. | Teknis di Bidang tgkms di Rekomen | Rekomen | Rekomen | Rekomen | 100% | Rekomen 1 . | 50%
1 Pengawasan dan | bidang . . . . . Rekomendasi
S dasi dasi dasi dasi dasi
Fasilitasi pengawasan
Pengawasan dan fasilitasi
pengawasan
Jumlah
6.1.3.2. | Pendampingan Monitoring 2 2 2 2 2 1
. . Pencegahan . . ; : 100% . . S50%
2 dan Asistensi . Kegiatan Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Korupsi yang
Dilaksanakan
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun
perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang
disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan
pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta
pendekatan bottom-up dan top down.
Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai perangkat daerah
kabupaten/kota memiliki tugas sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1)
menyatakan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas intern
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ayat (2) Inspektur Daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah serta pada pasal 4 ayat (1) menyatakan Inspektur
mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah (aspek
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan), pelaksanaan tugas
pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan
desa serta pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi,
pemantauan, evaluasi, reviu, dan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan
lainnya (Qatalisator, Quality, Assurance, dan Conculting).
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat
Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut :
1.Inspektur
Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di

Daerah (Aspek Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan),

pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan
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pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi, pemantauan, evaluasi,

reviu, dan tugas - tugas pembinaan serta pengawasan lainnya

(Qatalisator, Quality Assurance, dan Consulting).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Perencanaan program pengawasan;

b) Perumusan kebijakan teknis;

c) Pengawalan kebijakan Pemerintah Daerah (Qatalisator)

d) Pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pengusutan, pengujian,
investigasi dan pemantauan (Quality Assurance) yang diberikan oleh
Bupati;

e) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya;

f) Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan (consulting) dan
pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

g) Pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Inspektorat
Jenderal masing-masing Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera
Barat serta Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman;

h) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;

i) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

j) Pelaksanaan administrasi inspektorat;dan/atau.

k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati

sesuai tugas dan fungsinya.

2.Sekretariat
Sekretariat  Inspektorat mempunyai tugas mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta
memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Inspektorat.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat

Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a)

b)

<)
d)

g)

h)

j)

Pengkoordinasian penyusunan rencana Kkerja dan anggaran,
pengelolaan keuangan serta penyusunan pertanggungjawabannya;
Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
Penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam
rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat
(dumas);

Penyusunan pemantauan, reviu, evaluasi serta monitoring tindak
lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik
Indonesia (BPK-RI), Inspektorat Jenderal masing-masing kementerian,
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta Inspektorat
Kabupaten Padang Pariaman;

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan Inspektorat yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan
dokumentasi;

Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/daerah
di lingkungan Inspektorat;

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA),
Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman atau sistem
pengawasan dan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK), serta Petunjuk
Teknis (JUKNIS);

Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan,
laporan pemantauan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas

dan fungsinya;dan
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k) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang

tugasnya.

3.Sub Bagian Administrasi dan Umum

Sub bagian administrasi dan umum mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, pentausahaan surat menyurat,

urusan rumah tangga, penatausahaan keuangan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sub bagian

administrasi dan umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a)

b)

d)

g)

h)

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha surat menyurat,
kearsipan dan keuangan;

Penyiapan bahan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian,
dan tata naskah dinas serta analisis laporan;

Penyiapan bahan pengelolaan dan penataan urusan kepegawaian
meliputi penataan sistem informasi manajemen kepegawaian,
penyiapan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan
(ASKES/BPJS), Tabungan Asuransi (TASPEN), Kartu Suami/Istri
(KARSU/KARIS), menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK),
penghargaan pegawai, Absensi, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP),
Keterangan Bebas Temuan, Serta Unit Dharma Wanita Inspektorat
dan lain-lain;

Penyusunan dan pengurusan administrasi sekretariat, jabatan
fungsional PPUPD, jabatan fungsional auditor;

Penyiapan bahan failitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban
kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat;
Penyiapan bahan pengelolaan satgas Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit
(RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan (aset) dan rumah

tangga;
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Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan admnistrasi dan
umum serta keuangan;

Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang admnistrasi
dan umum, serta keuangan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya; dan

Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang

tugasnya.

4.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan

Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan, mempunyai

tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana

anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kelompok

jabatan fungsional sub-substansi perencanaan menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

a)
b)

)
d)

g)

Penyiapan bahan pengkoordinasian rencana/program Kkerja
pengawasan dan fasilitasi;

Penyiapan bahan penyusunan anggaran Inspektorat;

Penyusunan laporan dan statistik Inspektorat;

Penyiapan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis serta petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan
rencana program;

Penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan kinerja pengawasan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya; dan

Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang

tugasnya.

5.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan
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Kelompok jabatan fungsional sub-substansi evaluasi dan pelaporan,
mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi laporan hasil

pengawasan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

a) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kelompok
jabatan funbgsional sub-substansi evaluasi dan pelaporan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

b) Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan,;

c) Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan
tindak lanjut hasil pengawasan;

d) Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi laporan hasil
pengawasan,;

e) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan,;

f) Penyiapan bahan penyusunan statistik hasil pengawasan;

g) Penyiapan bahan kerjasama pengawasan;

h) Penyiapan bahan koordinasi pengawasan;

i) Penyiapan bahan pengelolaan satgas Satuan Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), satgas Reformasi Birokrasi, satgas Unit
Pengendalian  Gratifikasi, satgas Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN), dan satgas Kapablitas serta satgas lainnya;

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya; dan

k) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang

tugasnya.

6.Inspektur Pembantu Daerah I Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
Hidup
Inspektur Pembantu Daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan
hidup, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terjadap kinerja

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
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pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan

tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur pembantu daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan
hidup, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan
pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang
milik daerah pada perangkat daerah bidang infrastruktur meliputi
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, pekerjaan
kebinamargaan, keciptakaryaaan, dan tata ruang, permukiman,
pengairan, perlengkapan, komunikasi dan perhubungan, dan lingkungan
hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, inspektur
pembantu daerah [ bidang infrastruktur dan lingkungan hidup
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan
kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Inspektur;

b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan lingkungan
hidup;

c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan
kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan inspektur;

d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;

e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
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melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas
penugasan inspektur;

f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang infrastruktur dan
lingkungan hidup;

g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan
Bupati pada bidang infrasturktur dan lingkungan hidup;

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan

i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang

tugasnya.

7.Inspektur Pembantu Daerah II Bidang Perekonomian

Inspektur Pembantu Daerah II bidang perekonomian, mempunyai
tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
dibidang pengawasan internal terjadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,
serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Inspektur.

Inspektur pembantu daerah II bidang perekonomian, mempunyai
tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,
akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta
perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah
bidang perekonomian meliputi perencanaan dan anggaran, ekonomi, aset
daerah, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, dana transfer,
serta lain-lain pendapatan yang sah, pertanian, perikanan, peternakan,
perkebunan, perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil
menengah, sumber daya mineral, penanaman modal dan investasi, badan
usaha milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, inspektur
pembantu daerah II bidang perekonomian menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :

a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan
kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya Bidang Perekonomian, serta pelaksanaan pengawasan untuk
tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;

b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Perangkat Daerah bidang perekonomian;

c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan
kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan inspektur;

d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya pada bidang perekonomian;

e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas
penugasan inspektur;

f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang perekonomian;

g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan
Bupati pada bidang perekonomian;

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan

i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

8.Inspektur Pembantu Daerah III Bidang Reformasi Birokrasi dan

Kesejahteraan Rakyat
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Inspektur Pembantu Daerah III bidang Reformasi Birokrasi dan
Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas merumuskan, menyusun,
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal
terjadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk
tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur Pembantu Daerah III bidang Reformasi Birokrasi dan
Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu inspektur daerah
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan
dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang
milik daerah pada perangkat daerah bidang sosial budaya dan
kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, kesehatan dan rumah sakit
serta BLUD, penanggulangan bencana dan kebakaran, keluarga
berencana, kependudukan, sosial, kebudayaan, kepemudaan,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepustakaan dan
arsip, transmigrasi dan tenaga kerja, agama, ketertiban/keamanan dan
perlindungan masyarakat, pemerintahan kecamatan, pemberdayaan
masyarakat desa/kelurahan, reformasi birokrasi, berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur
Pembantu Daerah III bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat
menyelenggarakan fungsi sebagai sebagai berikut :

a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan
kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat , serta
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Inspektur;

b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Perangkat Daerah bidang Reformasi Birokrasi dan

Kesejahteraan Rakyat;
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c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan
kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan inspektur;
d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya pada bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas
penugasan inspektur;
f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang Reformasi
Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan
Bupati pada bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan
i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.
9.Inspektur Pembantu Daerah IV Bidang Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari

Inspektur Pembantu Daerah IV bidang Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari. mempunyai tugas merumuskan,
menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang
pengawasan internal terjadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Inspektur.
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Inspektur Pembantu Daerah IV bidang Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari. mempunyai tugas membantu
inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas
kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan
dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang
pemberdayaan masyarakat desa, kecamatan, Desa/Nagari, BUMdes,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur
Pembantu Daerah IV bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Pemerintahan Desa/Nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan
kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Pemerintahan Desa/Nagari, serta pelaksanaan pengawasan untuk
tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;

b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Perangkat Daerah bidang bidang Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;

c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan
kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan inspektur;

d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Pemerintahan Desa/Nagari;

e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas

penugasan inspektur;

54



f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang Akuntabilitas
Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;

g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan
Bupati pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Pemerintahan Desa/Nagari;

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan

i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

10.Inspektur Pembantu Daerah V Bidang Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi dan Pengaduan Masyarakat

Inspektur Pembantu Daerah V bidang Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi dan Pengaduan Masyarakat, mempunyai tugas merumuskan,
menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang
pengawasan internal terjadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Inspektur.

Inspektur Pembantu Daerah V bidang Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi dan Pengaduan Masyarakat, mempunyai tugas membantu
inspektur daerah dalam melakukan pengawasan pencegahan tindak
pidana korupsi dan pengaduan masyarakat, audit investigastive terhadap
kasus - kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan
daerah, audit penghitungan kerugian keuangan daerah dan pemberian
keterangan ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur
Pembantu Daerah V bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan

Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai sebagai berikut
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a)

b)

d)

g)
h)

j)

k)
)

Pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis
dipengawasan dan fasilitasi pengawasan Tindak Pidana Korupsi dan
Pengaduan Masyarakat serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan Inspektur;

Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Perangkat Daerah bidang bidang Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;

Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan
kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan inspektur;

Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu dan Pengaduan
Masyarakat;

Pelaksanaan Audit Investigasi;

Penyusunan Pedoman dan pemberian bimbingan teknis pengawasan
dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan
Perangkat Daerah;

Pelaksanaan Audit Tertentu Sesuai dengan Penugasan Bupati;
Pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dengan Aparat
Fungsional Internal Pemerintah dan BPK-RI serta Aparat Penegak
Hukum (APH);

Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya pada Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan
Pengaduan Masyarakat;

Penyusunan laporan hasil pengawasan pada Bidang Pencegahan
Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;

Pelaksanaan fungsi lain Inspektur Daerah sesuai fungsinya; dan
Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang

tugasnya.
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Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a).

b).

c).

Tujuan

Sasaran

Indikator

Kinerja

Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan

dan pencegahan korupsi

1.

Meningkatnya Kualitas  Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah

. Meningkatkan Kualitas Penerapan

Manajemen Risiko

Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ((AKIP)
Meningkatkan Pencegahan Perilaku

Korupsi

. Tingkat Kapabilitas APIP

. Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Opini Laporan Keuangan (10 tahun

terakhir)

4. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

S. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja

oleh Kemenpan RB

Nilai SAKIP Komponen Evaluasi
Akuntabilitas Internal Oleh Kemenpan RB
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

(IEPK)

8. Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)

9. Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Tabel 2.1 (T-C 30)

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Rell; stra: erangkat léeahs.am I(’:roye.km Xatal..ta.n
o tahun 2024 tahun 2025 aera apaian apaian nalisis
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1. | Persentase Objek | Persentase Objek
Pengawasan Strategis | Pengawasan Strategis
Beresiko Tinggi ang | Beresiko Tinggi yan 100 100 100 100 100 100 - -
st yang 88L JANB! o | % | % | % | % | %
Diawasi Diawasi
2. | Level Kapabilitas APIP Level Kapabilitas APIP | [evel | Level | Level | Level | Level | Pros
3 3 3 3 3 es i i
3. | Nilai Evaluasi Sistem Nilai Evaluasi Sistem Pros
Akuntabilitas Instansi Akuntabilitas Instansi BB A A A BB - -
Publik (SAKIP) Publik (SAKIP) s
4. | Nilai Monitoring Center Nilai Monitoring Center Pros
Prevention (MCP) Prevention (MCP) 84 85 86 86 84 es ) )
5. | Nilai Survey Penilaian Nilai Survey Penilaian 84 85 36 36 68,5 | Pros ) )
Integritas (SPI) Integritas (SPI) 6 es
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Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi
area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis
kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Melalui analisis ini, kita dapat
mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang

Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun
2024
No Sasaran Indikator Satuan Tahun 2023 Interprestasi
Strategis Kinerja
Target | Realisasi %

1. | Meningkatnya | 1 | Persentase | Persentase | 100% 100% 100% Sangat
Kualitas Objek Berhasil
Sistem Pengawasan
Pengawasan Strategis
dan Beresiko
Pengendalian Tlpggl yang
Intern Diawasi
Pemerintah

2 | Level Level Level Level 3 100% Sangat
Kapabilitas 3 Berhasil
APIP

2 | Meningkatnya | 1 | Nilai Indeks A A 100% Sangat
Akuntabilitas Evaluasi Berhasil
Kinerja SAKIP OPD
Instansi
Pemerintah

3. 1 | Nilai Indeks 89 84 94.,38% | Berhasil

Monitoring
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Meningkatnya Center
Pencegahan Prevention
Korupsi (MCP)
Instansi 2 | Nilai Survey | Indeks 85 68,56% | 80% Berhasil
Pemerintah Penilaian
Integritas
(SPI)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :

1) Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi;

2) Level Kapabilitas APIP;
3) Nilai Evaluasi SAKIP OPD;

4) Nilai Monitoring Center Prevention (MCP);

5) Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :

I. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan
Pengendalian Intern Pemerintah
Tabel 2.4

Capaian Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR CAPAIAN | INTERP
SASARAN STRATEGIS | No. KINERJA TARGET | REALISASI (%) RETASI
2 3 4 5 6 7 8

Persentase
Meningkatnya Objek
Kualitas Sistem Pengawasan Sangat
Pengawasan dan 1 | Strategis 100% 100% 100% Berhasi
Pengendalian Beresiko 1
Intern Pemerintah Tinggi yang

Diawasi
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2 Level Level 3 | Level 3 100% Berhasi
Kapabilitas 1
APIP

1.1 Persentase Objek Pengawasan Strategis Berisiko Tinggi yang Diawasi

Pengukuran Kinerja
Risiko adalah suatu kondisi atau keadaan yang mungkin terjadi yang dapat
menghambat tujuan dari organisasi atau suatu program. Setiap organisasi
selalu dihadapi oleh berbagai macam risiko dan karakteristik risiko. Oleh
karena itu setiap organisasi harus mampu mengidentifikasi risiko yang ada
agar dapat dilakukan tindakan yang tepat. Penanganan dan pengendalian
terhadap risiko dilakukan melalui suatu manajemen risiko agar risiko dapat
dikendalikan hingga mencapai selera risiko atau risiko yang tidak berdampak
besar terhadap tujuan organisasi. Risiko yang telah teridentifikasi akan
menjadi dasar dalam pemetaan risiko OPD. Risiko yang tinggi akan menjadi
fokus dalam pengawasan dan OPD pemilik risiko untuk melakukan tindak
pengendalian risiko. Tingkat risiko OPD secara umum dibagi atas 2 yaitu risiko
Inheren dan Faktor risiko. Berikut penjelasan mekanisme penghitungan risiko

OPD :

Tabel 2.5
Bobot Penilaian Risiko
No. Risiko Keterangan Bobot
Risiko yang ada sebelum dilakukan
Risiko tindakan mitigasi atau tindak
1. Inheren pengendalian yang besarannya dapat 40%

diukur melalui tingkat kematangan
risiko dalam manajemen risiko

Berbagai Faktor yang menentukan
tingkat risiko seperti Besaran
Anggaran, Signifikansi OPD atas
Faktor RPJMD, Temuan dan TL, Potensi Fraud,
Risiko Potensi Kasus Hukum, Isu Terkini,
Pertimbangan Manajemen lainnya
meliputi Tahun  Audit Terakhir,
Pengalaman APIP

60%
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Rincian Bobot Faktor Risiko

Tabel 2.6

No.

Faktor Risiko

Keterangan

Bobot

Anggaran

Perbandingan
anggaran
Program
terhadap
anggaran Belanja
Langsung APBD

25%

Signifikansi OPD atas
RPJMD

Signifikansi
Satker
mencapai tujuan
RPJMD  (untuk
Area Pengawasan
Kelompok
Satker/OPD)

dalam

25%

Temuan dan TL,
Potensi Fraud, Potensi
Kasus Hukum

Persentase
penyelesaian atas
temuan auditor
internal dan
eksternal, Potensi
fraud, dan
potensi kasus
hukum

20%

Isu Terkini

Isu Terkini yang
menjadi sorotan
masyarakat, isu
nasional, terkait
layanan publik,
dan berpengaruh
hajat hidup orang
banyak

15%

Tahun Audit
Terkakhir

Tahun terakhir
pelaksanaan
audit pada OPD
tersebut

10%

Pengalaman APIP

Pengalaman APIP
dalam
melakukan
penugasan pada
OPD tersebut

5%
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Tabel 2.7

Kriteria Pengukuran Tingkat Risiko Program

Jumlah Bobot
No. Tingkat Risiko
Risiko

1. Risiko Sangat Rendah | >0 - <=1
2. Risiko Rendah >]1 -<=2
3. Risiko Sedang >2 -<=3
4. Risiko Tinggi >3 -<=4
5. Risiko Sangat Tinggi >4 - <=3

Berdasarkan hasil Penilaian Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) pada 139
Program Kerja Peranggkat Daerah di tahun 2024 didapatkan data sebagai

berikut :
Tabel 2.8
Rekapitulasi Hasil Pengukuran Tingkat Risiko Program
Jumlah Jumlah
No. Tingkat Risiko Bobot Program
Risiko
1. Risiko Sangat Rendah | >0 - <=1 0 OPD
2. Risiko Rendah >]1 -<=2 14 Program
3. Risiko Sedang >2-<=3 114 Program
4. Risiko Tinggi >3 -<=4 10 Progam
S. Risiko Sangat Tinggi >4 - <=5 1 Program

Pengawasan terhadap program yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah
Padang Pariaman secara umum terdiri atas audit, reviu, monitoring, dan
evaluasi. Pemilihan kategori pengawasan yang akan dilakukan terhadap
program  tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti
Ketersediaan dan Kompetensi APIP, Ketersediaan Anggaran, Tingkat Risiko,

dan Faktor lainnya.
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A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Tabel 2.9 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko

Tinggi yang Diawasi

No. | INDIKATOR CAPAIAN | INTERPRETASI
KINERJA TARGET | REALISASI (%)

1 2 3 4 5 6

Persentase
Objek
Pengawasan
Strategis
Beresiko
Tinggi yang

1 | Diawasi 100% | 100% 100% Sangat

Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa terdapat 11 dari 139
Program Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan pengukuran dengan
kategori risiko tinggi hingga sangat. Pada tahun 2024, Inspektorat Daerah
telah melaksanakan pengawasan kepada seluruh Program berisiko tinggi
dalam bentuk Audit dan Reviu. Audit dilaksanakan terhadap 2 Program
Kerja Perangkat Daerah yang diampu oleh beberapa dinas antara lain
Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sedang program lainnya
dilakukan melalui pelaksanaan reviu seperti reviu RKPD, Reviu KUA &

PPAS, dan reviu lainnya.
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B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun
Sebelumnya
Tabel 2.10 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja

Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi

2023 2024
INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET | REALISASI CAPAIAN

(%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase
Objek

1 Pengawasan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Strategis
Beresiko
Tinggi yang
Diawasi

Berdasarkan perbandingan data realisasi kinerja dengan tahun
sebelumnya bahwa seluruh objek pengawasan strategis beresiko tinggi
terawasi oleh Inspektorat Daerah dalam bentuk pengawasan secara audit,

reviu, monitoring, dan evaluasi

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Tabel 2.11
Indikator Kinerja Satuan Target Renstra Realisasi Kinerja
Utama 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Persentase Objek | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pengawasan

Strategis Berisiko
Tinggi yang

diawasi

Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian
target persentase Objek Pengawasan Strategis beresiko tinggi yang diawasi
pada tahun 2024 :

1. Melaksanakan Focus Group Discussion kepada seluruh OPD di

Kabupaten Padang Pariaman untuk memfasilitasi OPD dalam
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menyusun manajemen risiko yang kemudian dilanjutkan untuk

pelaksanaan Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;

Gambar 3.1 Audit Kinerja Program Kegiatan Dinas Pertanian
& Ketahanan Pangan
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko.
Melaksanakan Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2024.

4. Melaksanakan Reviu terhadap dokumen Kebijakan Umum
Anggaran & Proritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)
Tahun 2024 dan Perubahan Melaksanakan Reviu terhadap
dokumen Kebijakan Umum Anggaran & Proritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA & PPAS) Tahun 2024.

Gambar 3.2 Entry Briefing pelaksanaan reviu KUA & PPAS 2024
5. Melaksanan audit kinerja pada Dinas Kesehatan dan Dinas
Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana terkait program

penanganan & pencegahan stunting.

66



Gambar 3.3 Pelaksanaan audit ke Puskesmas
6. Melaksanakan audit ketaatan pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan.

D. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target
Beberapa pendukung tercapainya target antara lain :

1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024
yang memungkinkan seluruh objek pengawasan strategis beresiko tinggi
dapat terlaksana dengan baik, selain itu penyusunan PKPT Tahun 2024
juga didahului dengan pelaksanaan Focus Group Discussion dan
Penilaian Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) sehingga dapat
mengidentifikasi program kerja pemerintah yang beresiko tinggi.

2. Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan pengawasan pada area
beresiko tinggi yang terletak pada sub kegiatan Kerja Sama pengawasan

Internal dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
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3. Kompetensi APIP yang memadai dalam manajemen risiko hal ini
didukung dengan telah banyaknya APIP yang memiliki sertifikasi
kompetensi dalam bidang manajemen risiko antara lain QRMA, QRMO,
QRMP, CRMO.

Beberapa penghambat pencapaian target antara lain :

1. Risiko yang telah teridentifikasi saat pelaksanaan Focus Group Discussion
tidak dituangkan dalam suatu regulasi agar pengelolaan risiko OPD dapat
terlaksana dengan baik dan konsisten disaat terjadi pergantian kepala
OPD.

2. Beberapa OPD tidak melakukan pemantauan terhadap Rencana Tindak
Lanjut dalam upaya menurunkan risiko hingga mencapai risk appetite.

E. Upaya Perbaikan kedepan
Beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan :

1. Melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko yang telah ada guna
meningkatkan level manajemen risiko sehingga menurunkan risiko
inheren;

2. Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menuangkan daftar risiko ke
dalam suatu regulasi.

F. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang

serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi

merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan Target/Anggaran Realisasi Capaian

Efisiensi Capaian

Kinerja 100% 100% 100%
Efisiensi

Penyerapan

Anggaran 472.376.078 461.310.101 98%

Efisiensi Capaian

e 100% 100% 0
Kinerja
Efisiensi
Penyerapan 100% 98% 2%
Anggaran
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Total Efisiensi 2%

Tabel 2.12 Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

Indikator Capaian Penyerapan | Tingkat
No. | Sasaran . g . .
Kinerja Kinerja Anggaran Efisiensi
Meningkatnya Persentase
Kualitas Sistem | Objek
Pengawasan Pengawasan
1 dan Strategis 100% 98% 2%
Pengendalian Beresiko
Intern Tinggi yang
Pemerintah Diawasi

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat
efisiensi sebesar 2%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 2%
dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja
sebesar 0, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebsar 2%, sehingga

didapatkan total efisiensi sebesar 2%.

1.2Level Kapabilitas APIP
Pengukuran Kinerja
Berdasarkan peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 pasal 1 ayat 6
menjelaskan bahwa “Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk
melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan
pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan
yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif”
Kemudian pada ayat 7 dijelaskan terkait definsi Penilaian Kapabilitas APIP
yaitu “Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas
penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi
atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam
penetapan level tingkat kapabilitas APIP”. Melalui peniaian PK APIP dapat
diukur tingkat kemampuan APIP untuk melakukan pengawasan. Beberapa
komponen penilaian PK APIP antara lain Dukungan Pengawasan dengan

elemen penilaian yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas
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dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Struktur
Tata Kelola, Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan dengan
elemen penilaian yaitu Peran dan Layanan. Penilaian dilakukan melalui
penilaian mandiri yang dilakukan oleh internal APIP, kemudaian hasil
penilaian mandiri dievaluasi oleh BPKP setelah itu ditetapkan level
kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil penilaian BPKP yaitu Level Kapabilitas

APIP serta masing — masing tingkatan memiliki karakteristik sebagai berikut

Tabel 2.13
Tingkatan Level Kapabilitas APIP

OPTIMIZED APIP memberikan keyakinan penuh atas
(Level 5) pencapaian tujuan organisasi yaitu
efektivitas dan efisiensi operasi,
keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan  aset, serta  ketaatan
terhadap peraturan perundang-
undangan.

INSTITUTIONALIZED | APIP telah menjadi mitra strategis
(Level 4) organisasi dan hasil pengawasan APIP
terkait tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian  (GRC)  telah  secara
berkelanjutan mendukung pencapaian
tujuan organisasi.

DELIVERED (Level | APIP telah ~melaksanakan aktivitas
3) pengawasan (assurance dan consulting)
sesuai dengan standar dan  hasil
pengawasan APIP sudah Dberkualitas
dalam memberikan keyakinan memadai
atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan
peningkatan  efektivitas MR, serta
perbaikan tata kelola.

STRUCTURED APIP melaksanakan mandat pengawasan

(Level 2) dengan dukungan  kualifikasi dan
kompetensi SDM yang memadai.

INITIAL Organisasi APIP telah terbentuk dan

(Level 1) memiliki mandat pengawasan.
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Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman oleh BPKP
Nomor PE.09.03/LHP-323/PW03/6/2024 Tanggal 30 September 2024
bahwa Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman berada pada “Level 3”
dengan skor “3,000” dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.14
Skor Elemen PK APIP Tahun 2024
Berdasarkan Penetapan Evaluasi BPKP

No Elemen Level Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)

1 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 0,540

2 Praktik Profesional 3 0,540

3. | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 3 0,180

4 Budaya dan Hubungan Organisasi 3 0,180

5. | Struktur Tata Kelola 3 0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan
(Result)

6. | Perandan Layanan 3 1,200
Simpulan Entitas 3 3,000

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Tabel 2.15 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Level
Kapabilitas APIP

No | INDIKATOR REALISAS | CAPAIAN | INTERPR
KINERJA et I (%) ETASI

1 2 3 4 5 6
Level o Sangat

1 Level 3 (3) | 100% hasil
Kapabilitas Level 3 (3) Berhasi
APIP
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B. Perbandingan Realisasi

3 atau 89%

Realisasi Level Kapabilitas APIP yaitu level 3 dengan target yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu level 3, sehingga Sasaran

Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP disimpulkan sangat berhasil.

Gambar 2.16 Diagram Level Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat Tahun 2024

DATA HASIL PK APIP
KABUPATEN/KOTA
SUMATERA BARAT

M level 3 mBelum Level 3

Capaian Kinerja

dengan Data

Regional

Berdasarkan data Laporan Kinerja Triwulan III 2024 BPKP Perwakilan
Provinsi Sumtaera Barat diketahui bahwa dari 19 Kabupaten/Kota terdapat
17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah mencapai Level

Kabupaten/Kota atau 11%.

Sedangkan yang belum mencapai level 3 terdapat 3

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun
Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja Target Indikator Kinerja Level

Tabel 2.17

Kapabilitas APIP Dengan Tahun 2023

mpkar | 2023 2024
No. OR
KINERJA | pARGET REALISASI ((,:,;‘)P AIAN | JARGET | REALISASI g/A)P AIAN
(] ‘o
1 2 3 4 5 6 7 8
Level Level 3
1. Kapabilita | Level 3 (3) Level 3 (3) 100% 3) Level 3 (3) 100%
s APIP
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D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Satuan Target RPJMD Realisasi Kinerja
Utama 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 (2024
Level Kapabilitas Level 3 3 3 3 2 2 3 3
APIP

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Level

Kapabilitas

APIP

Inspektorat Daerah Padang Pariaman sejak tahun 2022 hingga tahun 2024
terdapat peningkatan capaian kinerja, yaitu Level 2 dengan skor 2,8 pada
tahun 2022, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi Level 3 dengan
skor (3), dan Level 3 dengan skor 3 pada tahun 2024.
Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian
target Level PK APIP menuju level 3 pada tahun 2024 :
a. Menindaklanjuti Areal Of Improvement (AOI) berdasarkan hasil
evaluasi tahun sebelumnya meskipun masih terdapat beberapa aspek

yang belum tuntas.

b. Melaksanakan rapat untuk menyusun strategi pencapaian target PK
APIP Level 3

Gambar 3.6

Pelaksanaan Rapat Penyusunan Strategi pencapaian target

. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim pendamping PK
APIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait
kelengkapan dan Pra Syarat yang belum terpenuhi untuk pencapaian
PK APIP Level 3;

. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja
oleh Inspektorat Padang Pariaman;

Lanjut Hasil Pemeriksaan
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e. Peningkatan Kualitas SDM APIP melalui pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan PPUPD Madya, Auditor Ahli Madya, Audito Ahli Muda,
Workshop PPBR, Workshop SAKIP, Bimtek Reviu GAP GBS;

Gambar 3.8 Pelaksanaan Bimtek Reviu GAP GBS dengan
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
f. Meningkatkan kualitas tata kelola SDM melalui penyusunan Analisa

Jabatan (ANJAB) sesuai dengan ketentuan

Gambar 3.9 Pelaksanaan Rapat & Koordinasi penyusunan
Analisa Jabatan

E. Analisa Keberhasilan Pencapaian Target
Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja antara
lain:

1.

2.

3.

4.

Adanya perbaikan kualitas tata kelola dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan melalui perbaikan terhadap regulasi dan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Peningkatan kemampuan SDM melalui Pendidikan, Pelatihan, Bimtek,
dan Workshop;
Adanya pendampingan langsung oleh tim pendamping dari BPKP
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
Pelaksanaan Penilaian Mandiri oleh Satgas PK APIP sebelum
dilaksanakan evaluasi oleh BPKP sehingga dapat dilakukan evaluasi
terhadap kelemahan yang ditemui untuk dilakukan perbaikan agar
tercapainya target;
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5. Inspektorat aktif dalam memberikan atensi terhadap aspek strategis yang

di daerah sebagai wujud peran & layanan APIP serta dengan segera
menindaklanjuti pengaduan yang masuk dari masyarakat atau
pemberitaan media massa.

Beberapa faktor penghambat keberhasilan pencapaian target kinerja antara

lain:
1.

Meskipun telah dilakukan upaya pengembangan SDM melalui Diklat,
Bimtek, dan Workshop namun akumulasi jam pelatihan masing-masing
APIP masih belum mencapai 120 jp, hal ini dikarenakan beberapa faktor
seperti keterbatasan anggaran dan tidak adanya monitoring dan evaluasi
secara berkala untuk memantau realisasi jam pelatihan masing-masing
APIP;

. Masih terdapat beberapa area penilaian yang siginifkan pengaruhnya

namun realisasinya sedikit terlambat seperti pelaksanaan audit kinerja,
hal ini dikarenakan belum terdapatnya petunjuk teknis pelaksanaan
audit kinerja terhadap program stunting sehingga tim mematangkan
terlebih dahulu pada tahap persiapan sepeti menganalisa permasalahan
secara mendalam dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

. Masih terdapat beberapa dokumen yang sulit diinventarisasi yang

dikarenakan sistem pengarsipan dokumen PK APIP masih lemah

F. Beberapa upaya perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan
capaian kinerja

1.

2.

3.

Melakukan evaluasi terhadap Area Of Improvement serta menindaklanjuti
rekomendasinya;

Melaksanakan telaah sejawat yang merupakan pra syarat PK APIPP Level
3;

Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat terhadap pemenuhan elemen PK APIP Tahun 2024 serta
pelaksanaan saran perbaikan;

Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi jam pelatihan
APIP;

Menyusun strategi agar pelaksanaan audit kinerja dapat berjalan dengan
baik dan selesai pada saat pelaksanaan penilaian mandiri
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G. Analisa Efisiensi Sumber Daya
Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang
serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi

merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan Target/Anggaran Realisasi Capaian
Efisiensi Capaian Level 3 Level 3 100%
Kinerja

Efisiensi 6.816.259.690 96%
Penyerapan 6.540.849.430
Anggaran

Efisiensi Capaian 100% 100% 0
Kinerja

Efisiensi 100% 96% 4%
Penyerapan

Anggaran

Total Efisiensi 4%

Tabel 2.18 Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

Indikator Capaian Penyerapan | Tingkat

No. | Sasaran Kinerja Kinerja Anggaran Efisiensi

1 Level Kapabilitas | Level 3 100% 96% 4%
APIP

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat
efisiensi sebesar 4%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 4%
dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja
sebesar 0, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebsar 4%, sehingga

didapatkan total efisiensi sebesar 4%.
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II.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

NO :?:ﬁ?ggls No. :g;:g%iOR TARGET | REALISASI (co/;A)PA'AN INTERPRETASI
1 2 3 4 5 6 7 )
Meningkatnya
2 Akuntabilitas 1
Kinerja 1 Nilas 1A A 100 o | Sangat
. Evaluasi ° | Berhasil
Instansi SAKIP
Pemerintah OPD

Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No0.88 Tahun 2021 Tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat 1 menjelaskan
bahwa “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.
Sedangkan SAKIP merupakan merupakan sebuah sistem pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, dan evaluasi. 1) Evaluasi terhadap penerapan SAKIP dilakukan
dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, 2)
Menilai tingkat implementasi SAKIP, 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja, 4)
Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, 5) Memonitor tindak
lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi dilakukan
melalui 2 tahap yaitu melalui evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat
dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Komponen
yang dinilai dalam evaluasi yaitu Perencanaan kinerja dengan bobot 30,
Pengukuran kinerja dengan bobot 30, pelaporan kinerja dengan bobot 15,
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25. Penentuan penilaian
kepada 4 komponen tersebut ditentukan oleh 3 aspek yaitu keberadaan 20%,
kualitas 30%, dan pemanfaatan 50%.
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Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Tahun 2024
dijelaskan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah
Padang Pariaman menunjukkan bahwa nilai sebesar 80,15 dengan Predikat “A”
yang berarti “Memuaskan”.

Berikut rincian hasil penilaian SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Padang
Pariaman :

Tabel 2.19
Rincian Komponen Penilaian SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten
padang Pariaman

Nilai

Komponen Yang Dinilai Bobot | 5023
a. | Perencanaan Kinerja 30 25,50
b. | Pengukuran Kinerja 30 23,10
C. Pelaporan Kinerja 15 11,55
d. Efzalu.asi Akuntabilitas 5 20

Kinerja Internal

Nilai Hasil Evaluasi 100 80,15

Tingkat Akuntabilitas Kinerja A

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2024
Tabel 2.20 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Nilai
Evaluasi SAKIP

No. | INDIKATOR CAPAIAN | INTERPRETASI
KINERJA TARGET | REALISASI |

1 |2 3 4 5 6
Nilai Sangat

1 Evaluasi A A 100 % B E 1
SAKIP OPD erhast

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai 80,15 (A) dengan target 80 (A)
yang ditetapkan, diketahui bahwa tingkat capaian kinerja yaitu 100,19% yang
berarti berhasil.
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B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Nilai SAKIP Kabupaten

Padang Pariaman

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/107/AA.05/2024 tentang
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024
dijelaskan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Padang
Pariaman menunjukkan bahwa nilai sebesar 71,05 dengan Predikat “BB” yang
berarti “Sangat Baik”.

Berikut rincian hasil penilaian SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Padang
Pariaman :

Tabel 2.21
Rincian Perbandingan Komponen Penilaian SAKIP Inspektorat Daerah
dengan SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten padang Pariaman

OPD
Kab.Pad

Komponen Yang Dinilai | Bobot Paria:na:ng Inspektorat
a. | Perencanaan Kinerja | 3q 22.84 25,50
b. | Pengukuran Kinerja 30 2027 23,10
c. | Pelaporan Kinerja 15 11.11 11,55
d. | Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja | 25 14,83 20

Internal

Nilai Hasil Evaluasi 100 71.05 80,15

Tingkat Akuntabilitas A

L BB
Kinerja

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai SAKIP OPD Inspektorat Daerah berada
di atas nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 baik secara
keseluruhan maupun per komponen penilaian.

GRAFIK PERBANDINGAN NILAI SAKIP
2024

Nilai SAKIP Kab.Padang Pariaman 2024 Nilai SAKIP OPD Inspektorat 2024

PERENCANAAN PENGUKURAN PELAPORAN EVALUASI
KINERIA KINERIA KINERIJA AKUNTABILITAS
KINERJA INTERNAL

A B. C D

Gambar 2.22
Grafik Perbandingan Nilai SAKIP 2024
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C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun

Sebelumnya
Tabel 2.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun 2024

2023 2024

No. | INDIKATOR
| KINERJA

TARGET REALISASI (CO;‘)P AIAN | TARGET | REALISASI (cj/‘:)P ATAN

1 2 3 4 S5 6 7 8
Nilai Evaluasi o o,

1. SAKIP BB A 115% A A 100%

Berdasarkan perbandingan data realisasi sejak tahun 2023 hingga tahun

2024, target realisasi kinerja tercapai setiap tahun dengan pencapaian nilai A.
Berikut beberapa kegiatan pendukung pencapaian kinerja, antara lain :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim SAKIP Pemda serta
Kemenpan RB dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP;

2. Melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan pohon kinerja dan
cascading yang difasilitasi oleh Tim SAKIP Pemda;

3. Menindaklanjuti rekomendasi SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi
sebelumya;

4. Melaksanakan rapat evaluasi internal secara berkala serta

mengumpulkan dan melaporkan data kinerja ke dalam sistem pelaporan
kinerja.

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Satuan Target RPJMD Realisasi Kinerja
Utama 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Nilai Evaluasi | Nilai Huruf BB BB BB A BB BB A A

Sistem

Akuntabilitas

Instansi Publik

(SAKIP) OPD

E. Analisa Kegagalan dan Keberhasilan Pencapaian Target

Berikut beberapa faktor pendukung pencapaian target antara lain :

1. Pelaporan data kinerja telah menggunakan sistem SIMAK Kinerja
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. Sudah ada pedoman evaluasi SAKIP Internal di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Padang Pariaman;

. Pendampingan langsung dari Kemenpan RB dan Tim SAKIP Pemda untuk

peningkatan kualitas implementasi SAKIP;

. Telah sinkronnya dokumen perencanaan dalam Renstra, Cascading, dan

Renja dengan data laporan kinerja;

. Telah ada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran,

pelaporan dan evaluasi kinerja yang terus mengalami perbaikan;
Penetapan target kinerja telah dilakukan berdasarkan realisasi kinerja
sebelumnya serta berbagai pertimbangan lainnya.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target yaitu :

1.

2.

3.

F.

Hasil pengukuran dan capaian kinerja belum sepenuhnya digunakan
sebagai dasar dalam pemberian reward and punishment,

Belum optimalnya kinerja tim pengukuran dan pengumpulan data kinerja
sehingga pelaporan data kinerja tepat waktu;

Pelaksanaan rapat evaluasi internal tingkat unit belum terlaksana secara
optimal.

Beberapa Upaya Perbaikan pencapaian target kinerja

Berikut beberapa upaya perbaikan yang dilakukan untuk pencapaian target
kinerja :

1.

2.

3.

Mengevaluasi mekanisme reward and punishment yang ada dengan
mempertimbangkan realisasi target kinerja ;

Mengoptimalkan proses pengukuran dan pengumpulan data kinerja agar
pelaporan data kinerja tepat waltu,;

Melaksanakan rapat evaluasi internal tingkat unit secara optimal.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang
serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi

merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan Target/Anggaran Realisasi Capaian
Efisiensi Capaian A A 100%
Kinerja

Efisiensi 472.376.078 461.310.101  98%
Penyerapan

Anggaran
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Efisiensi Capaian
Kinerja

Efisiensi
Penyerapan
Anggaran

Total Efisiensi

Tabel 3.23 Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

100%

100%

100%

98%

2%

2%

Indikator | Capaian Penyerapan | Tingkat
No. | Sasaran 5 : . o : q
Kinerja Kinerja Anggaran Efisiensi
1 Meningkatnya Nilai 100% 98% 2%
Akuntabilitas Evaluasi
Kinerja Instansi SAKIP OPD
Pemerintah

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat

efisiensi sebesar 2%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 2%

dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja

sebesar 0, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebsar 2%, sehingga

didapatkan total efisiensi sebesar 2%.

III. Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pencegahan Korupsi
Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)

N SASARAN No | INDIKATO TARGE | REALISAS | CAPAIAN | INTERP
(0] STRATEGIS R KINERJA | T I (%) RETASI
1 2 3 4 5 6 7

Meningkatn

ya Upaya Nilai Berhasi
o, |Pencegahan |, | Monitoring | gg 84 94,38% |1

Korupsi Center

Instansi Prevention

Pemerintah. (MCP)
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Nilai
Survei
2 Penilaian 85 68,56 80,66%
Integritas
(SPI)

Berhasi

Pengukuran Kinerja
Monitoring Center Prevention (MCP) merupakan suatu sistem pemantauan
yang dilakukan melalui sebuah dashboard aplikasi yang dibangun oleh KPK
RI, BPKP RI, dan Kemendagri yang bertujuan untuk upaya koordinasi dan
suprevisi pencegahan korupsi,
Implementasi Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan
melalui beberapa tahapan antara lain :
1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komintmen Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi Pemerintah Daerah;
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi.

Terdapat 8 area intervensi yang merupakah dasar pengukuran penilaian MCP
yang terdiri dari :

1. Perencanaan Pembangunan;

Penganggaran APBD

Pengadaan Barang dan Jasa;

Pelayanan Publik;

Pengawasan APIP;

Manajemen ASN;

Pengelolaan BMD.

Optimalisasi Pajak

NGk
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Berikut hasil penilaian MCP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang
dapat dipantau melalui situs https://jaga.id/jendela-pencegahan :

Tabel 2.25
Hasil Nilai MCP
No. Area Intervensi Nilai
1. | Perencanaan Pembangunan 100
2. | Penganggaran APBD 82
3. | Pengadaan Barang dan Jasa 84
4. | Pelayanan Publik 97
5. | Pengawasan APIP 83
6. | Manajemen ASN 87
7. | Pengelolaan BMD 74
7. | Optimalisasi Pajak 64
Rata - Rata Nilai 84

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2023
Tabel 2.26
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai MCP

No. | INDIKATOR CAPAIAN | INTERPRETASI
KINERJA TARGET | REALISASI (%)

1 2 3 4 5 6

1 Nilai MCP 89 84 94,38% Berhasil

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai MCP yaitu 84 dengan
target yang ditetapkan sebesar 89, Berdasarkan interpretasi data
disimpulkan bahwa Capaian Kinerja “Berhasil”.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Nasional

Berdasarkan data dalam situs https://jaga.id/jendela-pencegahan
didapatkan data perbandingan pencapaian kinerja dengan hasil capaian
tingkat nasional dan tingkat provinsi Sumatera Barat dengan data sebagai
berikut :
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https://jaga.id/jendela-pencegahan/

Capaian MCP Nasional 2024

® 0%-72.99% 73%-77.99% @ 78%-100%

Gambar 3.11 Peta Capaian MCP Nasional

Berdasarkan sebaran data MCP Tingkat Nasional diketahui bahwa Nilai
MCP rata — rata Pemda di Provinsi Sumatera Barat berada dalam area hijau
dengan rentang skor 75-100.

Capaian MCP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2024

® 0% - 72.00% FIN - 77.00% ® 7a% - 100%

Gambar Peta 3.12 Capaian MCP Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan sebaran data MCP Tingkat Sumatera Barat diketahui bahwa
Nilai MCP di Kabupaten Padang Pariaman berada dalam area hijau dengan
rentang skor 75-100.

Perbandingan Nilai MCP
Tahun 2024

Rerata Nilai Capaian Nasional

Rerata Nilai MCP di Provinsi Sumatera Barat _

Nilai MCP Kabupaten Padang Pariaman
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Gambar 3.13 Diagram Batang Perbandingan Data Nilai MCP

Berdasarkan grafik perbandingan data nilai MCP antara capaian kinerja
Pemda Kabupaten Padang Pariaman, Rata - Rata Nilai MCP Provinsi
Sumatera Barat, dan Rata — Rata Nilai MCP Nasional disimpulkan bahwa nilai
Pemda Kabupaten Padang Pariaman sebesar 84 di bawah rata rata Provinsi
Sumatera Barat sebesar 85, dan di atas rata rata Nasional sebesar 76.

C.Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun
Sebelumnya

Tabel 2.27
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun 2023
2023 2024
No INDIKATOR
* | KINERJA
TARGET REALISASI :32)1’ AIAN | JARGET | REALISASI (f/f)P G
1 2 3 4 5 6 7 8
Nilai Monitoring
Center . ,
1 Prevention 88 83 94,31% 89 84 94,38%
(MCP)

Berdasarkan data perbandingan data realisasi kinerja sejak tahun
2022 hingga 2024 diketahui bahwa capaian nilai MCP berfklutuasi atau naik
turun. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung
pencapaian target antara lain :
1. Melaksanaan Koordinasi MCP pada area Monitoring Center Prevention
(MCP).

1Y \l\l ‘!I\ T- akl | “
W W -
ALANR LT LB

= J

86



Gambar 3.14 Pelaksanaan Koordinasi MCP dengan BKPSDM terkait
area manajemen ASN

2. Melaksanakan Desk Monitoring Center Prevention (MCP) are PBJ.

Gambar 3.15 Pelakéanaan Desk MCP area PBJ

3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring Center Prevention (MCP)
Wilayah Sumatera Barat.

| WILAYAH SUMATERA BARAT

| i SINERGlTAS ANTARA LEMBAGA
DALAM PENCEGAHAN KORUPS| TERINTEGRASI

Gambar 3.16 PelaksanaanARakor MCP Wilayah Sumbar

4. Pelaksanaan probity audit dalam rangka dalam rangka mendukung area
MCP Penguatan APIP.

Gambar 3 16 Pelaksanaan Problty Audlt

5. Pelaksanaan pengawasan lainnya dalam mendukung area MCP
penguatan APIP seperti pelaksanaan reviu manajemen ASN, reviu
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pelayanan publik, reviu HPS, reviu dokumen perencanaan dan
penganggara, reviu SSH & ASB dan kegiatan pengawasan lainnya.

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Satuan Target RPJMD Realisasi Kinerja
Utama 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Nilai  Monitoring Indeks 82 83 84 85

Center Prevention

(MCP)

E. Analisa Kegagalan dan Keberhasilan Pencapaian Target
Berikut beberapa faktor pendukung pencapaian target antara lain :

1. Terdapat 6 area yang termasuk kategori hijau atau di atas 80 antara lain
area perencanaan, area penganggaran, area pengadaan barang dan jasa,
area pelayanan publik, area pengawasan APIP, dan area manajemen ASN;

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi MCP oleh tim Inspektorat dilakukan
secara berkala;

3. Beberapa kegiatan pengawasan yang mendukung penguatan MCP telah
ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Inspektorat;

4. Terjalinnya koordinasi yang baik antara APIP dan OPD pengampu area
MCP guna meningkatkan kualitas MCP.

Beberapa faktor penghambat pencapaian target antara lain :

1. Masih terdapat beberapa kelemahan MCP tahun lalu yang tidak
dilakukan perbaikan oleh OPD pengampu.

2. Masih terdapat kelemahan dari beberapa poin penilaian yaitu pada

a. Area Penganggaran pada indikator penetapan APBD dengan sub
indikator Reviu RKA dan pada indikator pengendalian dan
pengawasan dengan sub indikator bantuan pemerintah;

b. Area Pengadaan Barang dan Jasa pada indikator pengendalian PBJ
Strategis dengan sub indikator lelang dini;

c. Area Pengawasan APIP pada indikator Kapasitas APIP dengan sub
indikator kecukupan kuantitas dan kompetensi SDM dan indikator
Penguatan Kelembagaan dengan sub indikator pengawasan
dugaan penyimpangan

d. Area Pengelolaan BMD pada indikator kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dan Penertiban BMD

e. Area Optimalisasi Pajak pada indikator regulasi, database, dan
kemudahan dan indikator pengendalian dan pengawasan.
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F. Beberapa upaya perbaikan ke depan

1. Melaksanakan evaluasi terhadap beberapa kelemahan yang ditemui
dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi MCP tahun sebelumnya

2. Melakukan Sosialisasi dan koordinasi kepada OPD tentang Pedoman &
Penilaian MCP Tahun 2025;

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi MCP pada tahun 2025 secara
triwulanan;

4. Menyusun regulasi terkait mekanisme penguatan MCP di Kabupaten
Padang Pariaman.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya
Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang
serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi

merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan Target/Anggaran Realisasi Capaian
Efisiensi Capaian 89,00 84,00 94%
Kinerja

Efisiensi 472.376.078 461.310.101  98%
Penyerapan

Anggaran

Efisiensi Capaian 94% 100% -6%
Kinerja

Efisiensi 100% 98% 2%
Penyerapan

Anggaran

Total Efisiensi -4%

Tabel 3.29 Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

No. | Sasaran Indikator | Capaian Penyerapan | Tingkat

Kinerja Kinerja Anggaran Efisiensi
1 Meningkatnya Nilai MCP 94% 98% -4%
Pencegahan
Korupsi Instansi
Pemerintah.
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Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat
efisiensi sebesar -4%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah 4%
dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja
sebesar -6%, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebsar 2%, sehingga

didapatkan total efisiensi sebesar -4%.

3.1Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)
Pengukuran Kinerja
Survei Penilaian Integritas adalah suatu survei yang dilakukan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengetahui tingkat kerawanan dan
upaya pencegahan korupsi di suatu instansi. Komponen penilaian terdiri dari
Komponen Internal dan Komponen Eksternal.

1. Komponen Internal
Tingkat kerawanan korupsi pada komponen internal dilihat dari penilaian
pegawai di instansi masing-masing yang dilihat dari beberapa aspek antara
lain Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Anggaran,
Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, Perdagangan Pengaruh (Trading in
Influence), Sosialisasi Antikorupsi, Transparansi.

2. Komponen Eksternal
Tingkat kerawanan korupsi pada komponen eksternal dilihat dari penilaian
yang berasal perwakilan Unit Kerja yang ditentukan oleh Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan aspek penilaian antara
lain Integritas Pegawai, Transparansi dan Keadilan Layanan, Upaya
Pencegahan Korupsi.

3. Komponen Eksper
Tingkat kerawanan korupsi pada komponen eksper dilihat dari penilaian
yang berasal dari pakar atau ahli yang dipandang mengetahui keadaan
pemerintahan di wilayah sampe dengan aspek penilaian antara lain
Kelompok Pemantau Mewakili Publik, Kelompok Pengamatan Melekat.
Pada tahun 2024 telah dilakukan Survei Penilaian Integritas di
Kabupaten Padang Pariaman dengan hasil sebagai berikut :
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Hasil Penilaian SPI Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Tabel 3.28

No. Komponen Aspek Penilaian Nilai
I .
ntegritas Dalam 65.05
Pelaksanaan Tugas
Pengelolaan 70,94
Anggaran
Risiko = Pengelolaan 70.72
1. | Komponen Internal PBJ
Pengelolaan SDM 63,51
Perdagangan
Pengaruh (Trading In| 76,5
Influence)
Transparansi 81,06
Integritas Pegawai 96,58
Transparansi & 3376
2. | Komponen Eksternal Keadilan Layanan ’
Upaya ' Pencegahan 85,54
Korupsi
K
elomqu Pgmantau 79.90
Mewakili Publik
3. | Komponen Eksper
Kelompok 67 60
Pengamatan Melekat ’
Rata Rata Nilai Komponen Internal dan Eksternal | 68,56%

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2023

Tabel 2.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SPI Dengan Target

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa aspek penilaian tertinggi
yaitu pada komponen eksternal pada aspek penilaian integritas pegawai
dengan nilai 96,58 sedangkan penilaian terendah yaitu pada komponen
internal pada aspek penilaian pengelolaan SDM

Tahun 2024
No. INDIKATO CAPAIAN INTERPRETA
R KINERJA TARGET | REALISASI (%) SI
1 2 3 4 5 6
1 Nilai SPI 85 68,56 80,66% Berhasil
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Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai SPI yaitu 68,56 dengan

target yang ditetapkan sebesar
disimpulkan bahwa Capaian Kinerja “Berhasil”.

85, Berdasarkan

interpretasi

data

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun

Sebelumnya
Tabel 2.30
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SPI Dengan Tahun sebelumnya
2023 2024

No. | INDIKATOR

KINERIA | raRGET REALISASI (?,A;A)PAIAN TARGET fEALISAS ::/‘?)P ATAN
1 2 3 4 S5 6 7 8
1. | Nilai SPI 84 67,31 80,13% | 85 68,56 80,66%

C. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Satuan Target RPJMD Realisasi Kinerja
Utama 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Nilai Survei Indeks 82 83 84 85

Penilaian

Integritas (SPI)

Berdasarkan data perbandingan data realisasi berfluktuatif dengan capaian
tertinggi pada tahun 2022 yaitu 77,75, namun rentang 2023 s.d 2024 mengalami
peningkatan dari 67,31 menjadi 68,56.

D. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Nasional

Berikut hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi pada seluruh Indonesia dengan rincian 541
Pemerintah Daerah dan 88 Kementerian
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Survei Penilaian Integritas Nasional
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l 0729 78719 ' 78-100
Gambar 3.17 peta hasil SPI se Indonesia pada tahun 2024

Survei Penilaian Integritas - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

l 0-72.9 73-77.9 ' 78-100

Gambar 3.18 peta hasil SPI se Provinsi Sumatera Barat pada tahun
2024

Berdasarkan peta SPI tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat,
kategorisasi kerentanan ditentukan oleh hasil nilai SPI yang dipetakan ke
dalam 3 kategori warna yaitu merah untuk skor SPI O — 72,9 yang berarti
rentan, Kuning untuk skor SPI 73 — 77,9 yang berarti Waspada, dan Hijau
untuk skor SPI 78 — 100 yang berarti Terjaga. Jika berdasarkan kategorisasi
peta SPI yang diterbitkan oleh KPK RI, dapat disimpulkan bahwa daerah
Kabupaten Padang Pariaman termasuk daerah yang rentan karena memailiki
nilai SPI Sebesar 67,56 dan berwarna merah.

Indeks Nasional
71 53 Merupakan rerata skor SP1 dari seluruh K/L/PD di Indonesia

Skor SP1 Pemerintah Daerah - 69.8 dari Skor SPI Kementrian dan Lembaga : 79.5
total 546 instansi dari total 97 instansi

' 67.20 Nilai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Angka di atas merupakan hasil penghitungan skor dari responden intemnal, ekstemal, dan eksper (pakar).

Selengkapnya >

1~ 68.56  Nilai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Angka di atas merupakan hasil penghitungan skor dari responden internal, eksternal, dan eksper (pakar).

Selengkapnya >

Gambar 3.19 perbandingan nilai SPI dengan rerata nasional dan
regional
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Berdasarkan perbandingan data nilai SPI Kabupaten Padang Pariaman
dengan rerata nilai nasional dapat disimpulkan bahwa skor SPI kabupaten
Padang Pariaman pada tahun 2024 berada di bawah rata — rata.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Padang
Pariaman dalam mendukung peningkatan nilai SPI Kabupaten Padang
Pariaman yaitu Seluruh Kegiatan Pendampingan,Asistensi dan Pengawasan
yang dilakukan pada tahun 2024 yang meliputi kegiatan audit, reviu,
evaluasi, dan monitoring merupakan suatu bentuk pembinaan serta
menjalankan peran Inspektorat sesuai dengan paradigma terbaru yaitu
sebagai Katalisator dan “Early Warning System”. Inspektorat saat ini
berperan sebagai pemecah masalah serta mencegah berbagai bentuk
kemungkinan penyimpangan terjadi melalui perbaikan terhadap tata kelola.
Salah satu indikator keberhasilan Early Waning System yang dijalankan
oleh Inspektorat yaitu menurunnya tingkat kerentanana korupsi atau
meningkatnya nilai SPI di Kabupaten Padang Pariaman.

E. Analisa Kegagalan dan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja
Pencapaian Kinerja nilai SPI berdasarkan interpretasi capaian kinerja
termasuk berhasil, namun masih di bawah rerata nasional. Hal ini dapat di
analisa berbagai penyebab antara lain :

1. Masih terdapat kelemahan dalam beberapa aspek tata kelola dan sistem
pengendalian internal sehingga meningkatan kerentanan;

2. Masih terdapat oknum yang tidak berintegritas dan mementingkan
kepentingan pribadi dan kelompok dibandingkan kepentingan umum

3. Masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi antikorupsi;

4. Keterbatasan sumber daya SDM dan Anggaran yang dimiliki APIP untuk
melaksanakan pengawasan dan pembinaan;

F. Beberapa upaya perbaikan ke depan

Beberapa upaya perbaikan kedepan yang dapat dilakukan guna

peningkatan skor SPI, antara lain :

1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko guna
meningkatkan kualitas tata kelola dan sistem pengendalian internal
Pemerintah (SPIP);

2. Meningkatkan kualitas manajemen risiko serta melakukan evaluasi
terhadap rencana tindak lanjut pengendalian risiko

3. Meningkatkan peran serta masyarkat sebagai mitra Inspektorat dalam
melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya berbagai bentuk
penyimpangan dan potensi korupsi;

4. Melakukan sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat;

5. Memfokuskan kegiatan pengawasan pada aspek lemah berdasarkan
hasil Monitoring Center Prevention dan Survei Penilaian Integritas;
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6. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas APIP APH dalam rangka
deteksi dan pencegahan korupsi.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya
Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang
serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi

merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan Target/Anggaran Realisasi Capaian
Efisiensi Capaian 85,00 68,56 81%
Kinerja

Efisiensi 472.376.078 461.310.101  98%
Penyerapan

Anggaran

Efisiensi Capaian 81% 100% -21%
Kinerja

Efisiensi 100% 98% 2%
Penyerapan

Anggaran

Total Efisiensi -19%

Tabel 3.34 Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

No. | Sasaran Indikator | Capaian Penyerapan | Tingkat

Kinerja Kinerja Anggaran Efisiensi
1 Meningkatnya Nilai SPI 81% 98% -19%
Pencegahan
Korupsi Instansi
Pemerintah.

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat
efisiensi sebesar -19%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah
19% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja
sebesar -21%, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebsar 2%,
sehingga didapatkan total efisiensi sebesar -19%.
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N | SASARAN No | INDIKATO | TARGE | REALISAS | CAPAIAN | INTERP
O | STRATEGIS R KINERJA | T I (%) RETASI
1 2 3 4 S 6 7
Nilai
Monitoring Berhasi
Center 1
Meningkatn 1| Prevention |89 84 94,38%
ya Upaya (MCP)
5 Pencegahan
" | Korupsi
Instansi
Pemerintah. —
Nilai
Survel Berhasi
2 Penilaian 85 68,56 80,66% 1
Integritas

(SPI)
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Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun
2025-2029 Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga
mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Inspektorat Daerah Kabupaten
Padang Pariaman tahun 2023 :

Tabel 2.31

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Inspektorat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No

. Target IKD Perangkat Realisasi Proyeksi Catatan
Indikator . . s
Daerah Capaian Capaian Analisis

Kinerja 202
Daerah 2023 | 2024 | 2026 2024 | 2025 | 2026 | 2026

6
Nilai SAKIP
Pemerintah Prose
Daerah Hasil BB BB BB BB BB BB BB Berhasil
Evaluasi
Kemenpan RB

Tingkat
Kgll)galjilitas Level | Level | Level | Level | Level | Prose | Level | Level Berhasil

APIP 3 3 3 3 3 s 3 3

Tingkat
Kematangan Level | Level | Level | Level | Level | Prose | Level | Level Butuh
SPIP 3 3 3 3 2 S 3 3 Perbaikan

Persentase
Pengawasan
yang
Dilakukan

60 60 60 60 100 100 100 100 Berhasil

Persentase
Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan 60 60 60 60 100 100 100 100 Berhasil
dan Asistensi
yang
dilakukan

Persentase
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Rekomendasi 75 75 75 80 85 79,3 85 85 Berhasil
Hasil
Pemeriksaan
APIP

Jumlah
Temuan Hasil
Pemeriksaan 11 11 11 11 15 21 11 11
BPK atas
LKPD

Butuh
Perbaikan

Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah BB BB BB BB A A BB BB Berhasil
Kabupaten
Padang
Pariaman

Jumlah OPD
yang
Memperoleh 12 14 15 15 36 36 40 40 Berhasil
nilai
Akuntabilitas
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Kinerja Sesuai
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja Pemda

10. | Persentase

Penyelesaian
Tindak Lanjut Belum
Rekomendasi 70 70 70 75 79,3 76,4 80 82 Berhasil
Hasil Audit

BPK

Jumlah OPD
11. | yang
Memperoleh
Level
Maturitas
Sesuai Level
Maturitas
Pemda

10 10 10 15 24 24 24 24 Berhasil

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 realisasi dari 11
Indikator Kinerja Daerah yang berada di Inspektorat yaitu sebanya 8 Indikator
Kinerja Daerah telah mencapai target yang telah ditentukan, dan masih terdapat
3 Indikator Kinerja Daerah yang belum mencapai target yaitu Tingkat
Kematangan SPIP, Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD, dan

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman dimana terdapat indikator yang sudah mencapai
target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati
atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Padang

Pariaman sebagai berikut :

Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Padang

Pariaman adalah :

1. Belum optimalnya pengembangan kompetensi APIP.
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan

pengawasan yang menghambat efektivitas dan efisiensi kinerja.
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3. Penguatan Pengawasan program unggulan pemerintah di desa/nagari.

4. Penguatan pengawasan terhadap perencanaan dan pembangunan yang
berkelanjutan (Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi).

5. Masih banyaknya temuan berulang dari BPK dan lemahnya tindak lanjut
hasil pemeriksaan.

6. Rendahnya kepatuhan perangkat daerah terhadap sistem pengendalian
intern pemerintah (SPIP) yang berdampak pada meningkatnya risiko
kerugian keuangan daerah.

7. Masih terbatasnya implementasi strategi pencegahan korupsi di lingkungan

perangkat daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang
mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap
rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan
kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya
melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta
dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review,
diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin
muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan
masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan
mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang
konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin
timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana
kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan
akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan
baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final.
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Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan
bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan
dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa
pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang
signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang
diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Inspektorat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :
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Tabel 2.28
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ( T-C 31)

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Cata?an
penting
No Program/Kegiata Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif | Program/Kegiata Lokasi Indikator Target Kebutuhan
n/Sub Kegiatan Kinerja Capaian (Rp.000) n/Sub Kegiatan Kinerja Capaian | Dana(Rp.000)
Persentase
Persentase i
rekomendasi iei}l{]f:’rgf\?{c}l;SI
LHE SAKIP 100% 100%
PROGRAM yang PROGRAM yang '
PENUNJANG oo o PENUNJANG ditindaklanju
URUSAN Kab.Pad | ditindaklanjuti URUSAN p
6.1 ang Kab.Padan 6.415.846.20
1 PEMERINTAHAN Pariama Survet 6.415.846.202 PEMERINTAHAN Pariaman Survet 9
DAERAH n Kepuasan 90 DAERAH g Kepuasan 90
KABUPATEN/ Masyarakat KABUPATEN/ Masyarakat
KOTA (SKM) KOTA (SKM)
Persentase
Persentase
temuan BPK
temuan BPK o o
ang ditindak 100% yang 100%
yansg ¢ ditindak
lanjuti o
lanjuti
Kab.Pad Jumlah Jumlah
6.1. | Administrasi ang laporan Administrasi Kab.Padan laporan
’ Pariama 15 g Pariaman 15 5.577.760.52
1.2. | Keuangan n keuangan Laporan 5.577.760.522 Keuangan keuangan Laporan 9
2 Perangkat Daerah yang sesuai p Perangkat Daerah yang sesuai p
dengan dengan
Kab.Pad Jumlah
. .. ang Jumlah Orang . . Kab.Padan | Orang yang
6.1. | Penyediaan Gaji . yang Penyediaan Gaji . :
. Pariama . .. | 39 . g Pariaman | Menerima 5.507.470.52
1.2. | dan Tunjangan Menerima Gaji 5.507.470.522 dan Tunjangan . 39 Orang
n ) Orang Gaji dan 2
2.1 | ASN dan Tunjangan ASN .
ASN Tunjangan
ASN
6.1 . Jumlah 12 . Kab.Padan | Jumlah
1.0, | Penyediaan Kab.Pad | 1 1 men Dokume | 70.290.000 Penyediaan g Pariaman | Dokumen 12 70.290.000
2.9 Administrasi ang Hasil n Administrasi Hasil Dokumen
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Pelaksanaan Pariama | Penyediaan Pelaksanaan Penyediaan
Tugas ASN n Administrasi Tugas ASN Administrasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Tugas ASN Tugas ASN
Kab.Pad | Jumlah Jumlah
ang dokumen 5 Kab.Padan | dokumen
Pariama | perencanaan g Pariaman | perencanaan | 5
- Dokume .
n sesuai aturan sesuai Dokumen
n
dan tepat aturan dan
Perencanaan, Perencanaan,
waktu tepat waktu
6.1. | Penganggaran, Jumlah Penganggaran, Jumlah
1.2. | dan Evaluasi . 60.356.140 dan Evaluasi laoora 60.356.140
1 Kinerja Perangkat aporan Kinerja Perangkat aporan
Daerah capaian Daerah capaian
kinerja dan 3 kinerja dan
ikhtisar ikhtisar 3 Laporan
.. Laporan .
realisasi realisasi
kinerja kinerja
perangkat perangkat
daerah daerah
Jumlah Jumlah
Laporan Laporan
Capaian Capaian
Kinerja dan Kinerja dan
Ikhtisar Ikhtisar
Koordinasi dan Kab.Pad Rfeahs'a51 Koordinasi dan R§a11§a51
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
6.1. | Penyusunan ang Penyusunan Kab.Padan
1.2. | Laporan Capaian | Pariama dan Laporan 5 Laporan Capaian Pariaman dan Laporan
& | -apor; P Hasil 50.216.140 ADOT p g Hasil 5 Laporan | 50.216.140
1.6 | Kinerja dan n . . Laporan Kinerja dan . .
. L Koordinasi . L Koordinasi
Ikhtisar Realisasi Penvusunan Ikhtisar Realisasi Penvusunan
Kinerja SKPD yu Kinerja SKPD yu
Laporan Laporan
Capaian Capaian
Kinerja dan Kinerja dan
Ikhtisar Ikhtisar
Realisasi Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Kab.Pad | Jumlah Jumlah
6.1. ang Laporan Kab.Padan | Laporan
1.2. | Evaluasi Kinerja Pariama | Evaluasi 1 Evaluasi Kinerja g Pariaman | Evaluasi
1.7 | Perangkat Daerah | n Kinerja Laporan 10.140.000 Perangkat Daerah Kinerja 1 Laporan | 10.140.000
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah




Jumlah ASN Jumlah ASN
yang 10 yang
terfasilitasi Orang terfasilitasi 10 Orang
naik pangkat naik pangkat
6.1. | Administrasi Kab.Pad | Jumlah ASN Administrasi Jumlah ASN
1.2. | Kepegawaian ang yang 39 Kepegawaian Kab.Padan | yang 39 Oran
5 Perangkat Daerah | Pariama | terfasilitasi Orang Perangkat Daerah | g Pariaman | terfasilitasi &
" 109.249.000 .. 109.249.000
n gaji berkala gaji berkala
Jumlah SKP 39 Jumlah SKP 39 Oran
ASN Orang ASN &
Jumlah ASN Jumlah ASN
terfasilitasi 39 terfasilitasi 39 Oran
pembayaran Orang pembayaran g
TPP TPP
o
Kab.Pad | Pegawai Be% dasarkan
6.1. | Pendidikan dan ang Berdasarkan Pendidikan dan Kab.Padan Tueas dan
1.2. | Pelatihan Pegawai | Pariama | Tugas dan 39 94.349.000 Pelatihan Pegawai | g Pariaman gas | 94.349.000
. Fungsi yang 39 Orang
5.9 | Berdasarkan n Fungsi yang Orang Berdasarkan o
. o . Mengikuti
Tugas dan Fungsi Mengikuti Tugas dan Fungsi 1
> 1 Pendidikan
Pendidikan dan
dan Pelatihan Pelatihan
Jumlah Orang Jumlah
6.1. e Kab.Pad yang e Orang yang
Sosialisasi ang o Sosialisasi Kab.Padan >
1.2. Peraturan Pariama Mengikuti 85 Peraturan Pariaman Mengikuti
5.1 Sosialisasi 14.900.000 g Sosialisasi 85 Orang | 14.900.000
Perundang- n Orang Perundang-
0 Undanean Peraturan Undangan Peraturan
g Perundang- g Perundang-
Undangan Undangan
Jumlah
Jumlah surat surat dinas
Kab.Pad dinas van yang
.. . ang yang . . Kab.Padan | teradministra
6.1. | Administrasi Pariama teradministras 800 Administrasi Pariaman | si sesuai
1.2. | Umum Perangkat i sesuai 294.755.360 Umum Perangkat g 800 Surat | 294.755.360
n Surat ketentuan
6 Daerah ketentuan dan Daerah d
o . an
terdistribusi s .
A terdistribusi
sesual tujuan .
sesuai
tujuan
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Jumlah Jumlah
60
pelayanan pelayanan 60
Pelayan
yang an yang Pelayanan
terfasilitasi terfasilitasi
Jumlah Paket Jumlah
Paket
. Kab.Pad | Komponen .
Penyediaan - Penyediaan Komponen
ang Instalasi Kab.Padan .
6.1} Komponen Pariama | Listrik/Penera Komponen Pariaman Instalasi
1.2. | Instalasi Listrik/ n nean 12 Paket | 9.059.000 Instalasi Listrik/ g Listrik/Pener | 12 Paket 9.059.000
6.1 | Penerangan & Penerangan angan
Bangunan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan
Kantor yang
Disediakan Kantor yang
Disediakan
Kab.Pad Jumlah Paket Jumlah
. ang . Kab.Padan | Paket
6.1. | Penyediaan Pariama Peralatan Penyediaan Pariaman | Peralatan
1.2. | Peralatan Rumah n Rumah Tangga | 12 Paket | 11.218.600 Peralatan Rumah g Rumah 12 Paket 11.218.600
6.3 | Tangga yang Tangga
Lo Tangga yang
Disediakan .o
Disediakan
6.1. Kab.Pad Jumlah Jumlah
1.2. ang Laporan Kab.Padan Laporan
6.8 | Fasilitasi Parlama | ¢ Gilitasi 12 50.000.000 Fasilitasi g Parlaman | p Giritasi 12 50.000.000
Kunjungan Tamu | n . Laporan Kunjungan Tamu . Laporan
Kunjungan Kunjungan
Tamu Tamu
Jumlah
6.1. Kab.Pad i;rrgi; Laporan
1.2. | Penyelenggaraan | ang p Penyelenggaraan Kab.Padan | Penyelenggar
. . . Penyelenggara . . .
6.9 | Rapat Koordinasi | Pariama 12 Rapat Koordinasi g Pariaman | aan Rapat 12
. an Rapat 224.478.300 . S 224.478.300
dan Konsultasi n S Laporan dan Konsultasi Koordinasi Laporan
Koordinasi dan
SKPD . SKPD dan
Konsultasi i
SKPD Konsultasi
SKPD
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Pengadaan

Barang Milik Egb'Pad Pengadaan Barang Kab.Padan
6.1. | Daerah Pargiama Jumlah 18.300 Milik Daerah Pa.riaman Jumlah 18.300.00
1.2. | Penunjang n Penambahan OO'O ’ 18.300.000 Penunjang Urusan & Penambahan 0 ’ ) 18.300.000
7 Urusan Nilai Aset Pemerintah Nilai Aset
Pemerintah Daerah
Daerah
Jumlah Unit Jumlah Unit
Pengadaan Kab.Pad Sarana dan Pengadaan Sarana Sarana dan
Sarana dan Prasarana Prasarana
6.1. ang dan Prasarana Kab.Padan
Prasarana . Pendukung . Pendukung
1.2. Pariama . Pendukung g Pariaman .
Pendukung Gedung 4 Unit Gedung 4 Unit
7.1 n Gedung Kantor
Gedung Kantor Kantor atau Kantor atau
1 atau Bangunan
atau Bangunan Bangunan . Bangunan
. . Lainnya .
Lainnya Lainnya yang Lainnya yang
Disediakan Disediakan
it e KabPadan | Jomleh jez2
. Kab.Pad | urusan 12 g Parlaman urusan 12 Bulan
Penyediaan Jasa . Bulan . .
6.1. | Penunjang ang pemerintah Penyediaan Jasa pemerintah
1.2. | Urusan Pariama | yang ter§ed1a 293.715.180 Penun;ang Urusan yang ter§ed1a 203.715.180
8 Pemerintahan n Jumlah jasa Pemerintahan Jumlah jasa
penunjang Daerah penunjang
Daerah 12
perkantoran perkantoran 12 Bulan
Bulan
yang yang
disediakan disediakan
Kab.Pad Jumlah Jumlah
ang Kab.Padan
6.1 Penyediaan Jasa Pariama Laporap 12 Penyediaan Jasa g Pariaman Laporap 12
1.2 Surat Menvurat n Penyediaan Laporan 30.878.500 Surat Menvurat Penyediaan Laporan 30.878.500
8.1 yu Jasa Surat p yu Jasa Surat p
Menyurat Menyurat
Jumlah Jumlah
Kab.Pad ;:Eogz?aan ;igozililaan
6.1 Penyediaan Jasa ang JasZ Penyediaan Jasa Kab.Padan JasZ
‘5" | Komunikasi, Pariama . . 12 Komunikasi, g Pariaman . . 12
1.2. . Komunikasi, 72.922.120 . Komunikasi, 72.922.120
Sumber Daya Air | n Laporan Sumber Daya Air Laporan
82 | dan Listrik Sumber Daya dan Listrik Sumber
Air dan Listrik Daya Air dan
yang Listrik yang
Disediakan Disediakan
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Jumlah Jumlah
Kab.Pad | Laporan Laporan
6.1. | Penyediaan Jasa ?’ngiama Ezzzedlaan 12 Penyediaan Jasa K%ZIE:EI&:; EZEZ ediaan 12
1.2. | Pelayanan Umum 189.914.560 Pelayanan Umum & 189.914.560
n Pelayanan Laporan Pelayanan Laporan
8.4 | Kantor Kantor
Umum Kantor Umum
yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
Pemehharg an Kab.Pad | Jumlah objek Pemeliharaan Kab.Padan Ju.m lah
Barang Milik . s g Pariaman | objek aset .
ang aset yang 19 Unit Barang Milik 19 Unit
6.1} Daerah Pariama | terkelola Daerah Penunjan yang
1.2. | Penunjang o 61.710.000 Urisan Jang terkelola 61.710.000
K g;lni??n tahan Jumlah total 7.902.7 Pemerintahan Jumlah total | 7.902.711
nilai aset 11.327 Daerah nilai aset 327
Daerah
Jumlah
Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa Kfendaraan
. Kendaraan . Dinas
Pemeliharaan, . Pemeliharaan, .
: Kab.Pad | Dinas : Operasional
Biaya . Biaya
. ang Operasional . Kab.Padan | atau
6.1. | Pemeliharaan, Pariama | atau Lapangan Pemeliharaan, Pariaman | Lapangan
1.2. | Pajak, dan pans 2 Unit | 34.100.000 Pajak, dan g pang 2 Unit 34.100.000
. n yang L yang
9.2 | Perizinan .2 Perizinan Lo,
. Dipelihara dan . Dipelihara
Kendaraan Dinas . Kendaraan Dinas
. dibayarkan . dan
Operasional atau . Operasional atau .
Lapanean Pajak dan Lapanean dibayarkan
pang Perizinannya pang Pajak dan
Perizinannya
Kab Pad Jumlah Jumlah
Pemeliharaan/Re an ’ Gedung Pemeliharaan/Reh Kab.Padan Gedung
6.1. | habilitasi Gedung Pargiama Kantor dan abilitasi Gedung Pa.riaman Kantor dan
1.2. | Kantor dan n Bangunan 29 Unit 0 Kantor dan g Bangunan 29 Unit 0
9.9 | Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Dir Lainnya Dipelihara/D
ehabilitasi irehabilitasi
. Jumlah . Jumlah
Pemeliharaan/Re | Kab.Pad Pemeliharaan/Reh
e Gedung . Gedung
6.1. | habilitasi Sarana | ang abilitasi Sarana Kab.Padan
1.2. | dan Prasarana Pariama Kantor dan dan Prasarana g Pariaman Kantor dan
T Bangunan 29 Unit 9.760.000 Bangunan 29 Unit 9.760.000
9.1 | Gedung Kantor n . Gedung Kantor -
0 atau Bangunan Lainnya yang atau Bangunan Lainnya yang
Lainn Dipelihara/Dir Lainn Dipelihara/D
amnnya chabilitasi ainnya irehabilitasi
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Jumlah Jumlah
Pemeliharaan/Re Sarana dan Pemeliharaan/Reh Sarana dan
habilitasi Sarana Kab.Pad | Prasarana abilitasi Sarana Prasarana
6.1. ang Pendukung Kab.Padan | Pendukung
1.2 dan Prasarana Pariama | Gedung dan Prasarana g Pariaman | Gedung
7" | Pendukung 37 Unit 17.850.000 Pendukung 37 Unit 17.850.000
9.1 n Kantor atau Kantor atau
1 Gedung Kantor Baneunan Gedung Kantor Baneunan
atau Bangunan ne atau Bangunan nsu
Lainnya Lainnya yang Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Dir Dipelihara/D
ehabilitasi irehabilitasi
Persentase Persentase
Jumlah OPD Jumlah OPD
bidang bidang
infrastruktur infrastruktur
dan 100% dan 100%
lingkungan lingkungan
yang yang
dilakukan dilakukan
pengawasan pengawasan
Persentase Persentase
penurunan penurunan
jumlah jumlah
temuan temuan
Kab.Pad | administrasi administrasi
6.1. | PROGRAM ang (aset dan o Kab.Padan | (aset dan o
2 PENYELENGGAR | Pariama kgqangan) 50% 480.268.667 Eglc\l)ﬁc{}}};ﬁé\{[\l GGARA | & Pariaman k'eu.angan) 50% 480.268.667
AAN n dibidang AN PENGAWASAN dibidang
PENGAWASAN infrastruktur infrastruktur
dan dan
lingkungan lingkungan
hidup hidup
Persentase Persentase
Jumlah OPD Jumlah OPD
bidang bidang
perekonomian | 100% perekonomia | 100%
yang n yang
dilakukan dilakukan
pengawasan pengawasan
Persentase Persentase
penurunan 50% penurunan 50%
jumlah jumlah
temuan temuan

107



administrasi
(aset dan
keuangan)
dibidang
perekonomian'

Persentase
Jumlah OPD
bidang
Reformasi
Birokrasi dan
Kesejahteraan
yang
dilakukan
pengawasan

100%

administrasi
(aset dan
keuangan)
dibidang
perekonomia

n

Persentase
penurunan
jumlah
temuan
administrasi
(aset dan
keuangan)
dibidang
Reformasi
Birokrasi dan
Kesejahteraan

50%

Persentase
Jumlah OPD
bidang
Reformasi
Birokrasi
dan
Kesejahteraa
n yang
dilakukan
pengawasan

100%

Persentase
Jumlah nagari
yang
dilakukan
pengawasan

100%

Persentase
penurunan
jumlah
temuan
administrasi
(aset dan
keuangan)
dibidang
Reformasi
Birokrasi
dan
Kesejahteraa
n

50%

Persentase
penurunan
jumlah
temuan
administrasi
(aset dan
keuangan)
pada nagari

25%

Persentase
Jumlah
nagari yang
dilakukan
pengawasan

100%

Persentase
penurunan
jumlah
temuan
administrasi
(aset dan
keuangan)
pada nagari

25%
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Persentase

Persentase
pengaduan
pengaduan masyarakat
masyarakat 100% Yy 100%
yang yang .
ditindaklanjuti gltlndaklanju
Persentase
Persentase ;
. Rekomendasi
Rekomendasi -
. Hasil
Hasil
Pengawasan Pengawasan
70% Yang 70%
Yang Ditindaklanj
Ditindaklanjuti . ;
. . uti Sampai
Sampai Sesuai .
(Tuntas) Sesuai
(Tuntas)
Persentase
Persentase
Pemenehuan
Pemenehuan
Key Process
Key Process
Area pada Area pada
o 100% Penilaian 100%
Penilaian ..
. Mandiri
Mandiri
Berdasarkan
Berdasarkan Standar
Standar IACM IACM
Jumlah OPD Jumlah OPD
Bidang Bidang
Infrastruktur Infrastruktur
dan dan
Lingkungan 12 OPD Lingkungan 12 OPD
Hidup yang Hidup yang
Kab.Pad | dilakukan dilakukan
6.1 Penyelenggaraan ang Pengawasan Penyelenggaraan Kab.Padan | Pengawasan
2.2 | Pengawasan Pariama | Jumlah OPD 393.688.667 Pengawasan g Pariaman | Jumlah OPD 393.688.667
1 n Bidang Bidang
Internal Perekonomian Internal Perekonomi
erexonomian |\ 11 opp erekonomia | 11 opp
yang n yang
dilakukan dilakukan
Pengawasan Pengawasan
Jumlah OPD Jumlah OPD
Bidang 11 OPD Bidang 11 OPD
Reformasi Reformasi
Birokrasi dan Birokrasi
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Daerah

Kesejahteraan dan
yang Kesejahteraa
dilakukan n yang
Pengawasan dilakukan
Pengawasan
Persentase
Persentase OPD van
OPD yang yang
memperoleh memperoleh
P | 45% hasil 45%
hasil Evaluasi .
. Evaluasi RB
RB minimal minimal
Kategori BB Kategori BB
Jumlah Nagari Jumlah
yang 103 Nagari yang 103
dilakukan Nagari dilakukan Nagari
Pengawasan Pengawasan
Jumlah Jumlah .
. rekomendasi
rekomendasi .
Hasil Hasil
Pensawasan 80 Pengawasan 80
g Rekome Internal & Rekomen
Internal & . .
ndasi Eksternal dasi
Eksternal yang
yang tuntas
tuntas ditindaklanju
ditindaklanjuti o J
Jumlah Jumlah
Elemen PK 6 Elemen PK 6 Elemen
APIP yang Elemen APIP yang
terpenuhi terpenuhi
Kab.Pad | Jumlah Jumlah
Pengawasan ang Laporan Pengawasan Kab.Padan | Laporan
6.1. Kinerja Pariama | Pengawasah 1 Kinerja Pariaman | Pengawasah
2.2. I cnga 19.690.000 I g cnga 1 Laporan | 19.690.000
1.1 Pemerintah n Kinerja Laporan Pemerintah Kinerja
’ Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah
Daerah Daerah
Jumlah
Kab.Pad | Jumlah Laporan
6.1 Pengawasan ang Laporan Hasil Pengawasan Kab.Padan HaF;il
‘5" | Keuangan Pariama | Pengawasan 1 Keuangan g Pariaman
2.2. : 0 : Pengawasan 1 Laporan | O
Pemerintah n Keuangan Laporan Pemerintah
1.2 : Keuangan
Daerah Pemerintah Daerah :
Pemerintah
Daerah




Kab.Pad

6.1 ang Jumlah Kab.Padan i:ng:;i
) Reviu Laporan Pariama | Laporan Hasil 2 Reviu Laporan g Pariaman pe .
2.2 . . . 42.630.000 . . Hasil Reviu 2 Laporan | 42.630.000
Kinerja n Reviu Laporan | Laporan Kinerja
1.3 .. Laporan
Kinerja .
Kinerja
Kab.Pad
6.1 ang Jumlah Kab.Padan i:ng:;i
) Reviu Laporan Pariama | Laporan Hasil 3 Reviu Laporan g Pariaman pe .
2.2. K . 56.930.000 Hasil Reviu 3 Laporan | 56.930.000
euangan n Reviu Laporan | Laporan Keuangan
1.4 Laporan
Keuangan
Keuangan
Kab.Pad
ang Jumlah Kab.Padan Jumlah
6.1 Pariama | Laporan Hasil 103 Pariaman Laporan 103
2.2. | Pengawasan Desa b 86.128.667 Pengawasan Desa g Hasil 86.128.667
n Pengawasan Laporan Laporan
1.5 Pengawasan
Desa
Desa
gib'Pad Jumlah Kab. Padan Jumlah
6.1. | Kerja sama Palz(’;iama Kesepakatan 33 Kerja sama Pa.riaman Kesepakatan | 33
2.2. | Pengawasan n Pengawasan Kesepak | 155.070.000 Pengawasan g Pengawasan Kesepakat | 155.070.000
1.6 | Internal Internal yang atan Internal Internal yang | an
Terbentuk Terbentuk
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
Hasil Hasil
Monitoring dan Kab.Pad Monitoring Monitoring dan Monitoring
Evaluasi Tindak alil 291 dan Evaluasi Evaluasi Tindak Kab.Padan dan Evaluasi
6.1. | Lanjut Hasil Pargiama Tindak Lanjut | 4 Lanjut Hasil Pa'riaman Tindak 4
2.2. | Pemeriksaan BPK n Hasil Dokume | 33.240.000 Pemeriksaan BPK | & Lanjut Hasil Dokumen 33.240.000
1.7 | RI dan Tindak Pemeriksaan n RI dan Tindak Pemeriksaan
Lanjut Hasil BPK RI dan Lanjut Hasil BPK RI dan
Pemeriksaan APIP Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP Tindak
Hasil Lanjut Hasil
Pemeriksaan Pemeriksaan
APIP APIP
Penyelenggaraan Kab.Pad | Jumlah Penyelenggaraan Kab.Padan Jumlah
6.1 Penyawasggn ang Probity Audit 3 Penyawaggn Pa'riaman Probity Audit 3
2.2 g . Pariama | Bidang . 86.580.000 g ) g Bidang . 86.580.000
dengan Tujuan Kegiatan dengan Tujuan Kegiatan
2 n Infrastruktur Infrastruktur
Tertentu dan Tertentu dan
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Lingkungan Lingkungan
Hidup yang Hidup yang
Dilaksanakan Dilaksanaka
n
Jumlah Jumlah
Temuan Temuan
Kerugian 4 Kerugian
Daerah yang Temuan Daerah yang | 4 Temuan
Diselesaikan Diselesaikan
Dengan Dengan
Tuntas Tuntas
Persentase
Persentase
pengaduan 5 pengaduan 5
masyarakat
masyarakat Pengadu yang Pengadua
yang an " . n
ditindaklanjuti gltmdaklam“
Kab.Pad | Jumlah i;lmlah
ang Laporan Hasil Kab.Padan poran
6.1 Pengawasan Pariama | Pengawasan 6 Pengawasan ¢ Pariaman Hasil
2.2. | Dengan Tujuan 86.580.000 Dengan Tujuan Pengawasan 6 Laporan | 86.580.000
2.2 | Tertentu n Depgan Laporan Tertentu Dengan
Tujuan .
Tertentu Tujuan
Tertentu
Nilai capaian Nilai capaian
atas target atas target
Rencana Aksi Rencana
Program 90 Aksi Program 90
Pencegahan Pencegahan
Korupsi Korupsi
PROGRAM Kab.pad | dari KPK RI PROGRAM dari KPK R1
6.1 PERUMUSAN ang. Nilai capaian PERUMUSAN Kab.Padan | Nilai capaian
3' KEBIJAKAN, Pariama | atas target 32.045.813 KEBIJAKAN, o Pa'riaman atas target 32.045.813
PENDAMPINGAN n Strategi PENDAMPINGAN Strategi
DAN ASISTENSI Nasional 90 DAN ASISTENSI Nasional 90
Pencegahan Pencegahan
Korupsi dari Korupsi dari
Kemendagri Kemendagri
Persentase Persentase
OPD yang 100% OPD yang 100%
melaporkan melaporkan
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LHKPN tepat
waktu

LHKPN tepat
waktu

Persentase
Persentase OPD van
OPD yang yang
memperoleh memperoleh
. .| 45% hasil 45%
hasil Evaluasi .
.. Evaluasi RB
RB minimal ..
Kategori BB minimal
Kategori BB
Jumlah Jumlah
Perumusan rekomendasi Perumusan rekomendasi
6.1 Kebijakan Teknis | Kab.Pad | kebijakan 9 Kebijakan Teknis kebijakan 9
‘5" | di Bidang ang teknis di 0] di Bidang Kab.Padan | teknis di 0

3.2 . . Rekome . . Rekomen
Pengawasan dan Pariama | bidang . Pengawasan dan g Pariaman | bidang .

1 SOOI ndasi SO dasi
Fasilitasi n pengawasan Fasilitasi pengawasan
Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan dan fasilitasi

pengawasan pengawasan
Jumlah
Kab.Pad Jum'lah' Monitoring

6.1 Pendampingan an Monitoring 2 Pendampingan Kab.Padan | Pencegahan 2

3.2 npinga g Pencegahan . 32.045.813 npinga - g . 32.045.813
dan Asistensi Pariama . Kegiatan dan Asistensi g Pariaman | Korupsi yang | Kegiatan

2 Korupsi yang .

n - Dilaksanaka
Dilaksanakan n
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2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat

teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah lain dan bukan oleh Inspektorat Daerah Padang Pariaman, Namun dalam

proses ini Inspektorat Daerah Padang Pariaman mempunyai peran yang sangat

penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam

rapat dengan DPRD serta Permintaan Audit oleh perangkat daerah terhadap objek

tertentu yang diusulkan di audit.

Tabel 2.29 (Tabel T.C 32)

No Program/K_eglatan/Sub Lokasi Inc_hkat.or Besaran/Volume Catatan
Kegiatan Kinerja
Terlaksananya
1 Pengawasan Keuangan Padang Pengawasan 30 Nagari
Desa Pariaman Keuangan
Desa
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja
(Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara
perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan
nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi
dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di
daerah. Renja Inspektorat Daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan
arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak
terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Inspektorat Daerah Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah
Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan
kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya
ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten padang Pariaman lebih pada menuangkan
kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Kebijakan
nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah
pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi
pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang
direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan,
rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
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Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam
penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah
RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN
menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di
tingkat daerah. Renja Inspektorat Daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini
ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan
dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan
nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja Inspektorat
Daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan
nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung
visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan
lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya
memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target
pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024,
Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun
2025-2029

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029
dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No | Visi RPJMN Tahun Visi Misi RPJMD Visi Misi RPJMD
2025-2029 Provinsi Sumatera Kabupaten Padang
Barat Tahun 2025- Pariaman Tahun 2025-
2029 2029
Bersama Indonesia Maju Sumatera Barat Padang Pariaman Maju
menuju Indonesia Emas | Madani yang Maju dan dan Sejahtera
2045 Berkeadilan
1. | Memperkokoh Pendidikan Merata, Mewujudkan tata kelola
ideologi pancasila, Kesehatan Berkualitas pemerintahan yang
demokrasi, dan hak berkualitas dan
asasi manusia (HAM) berintegritas
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No | Visi RPJMN Tahun

2025-2029

Visi Misi RPJMD
Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025-

2029

Visi Misi RPJMD
Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025-
2029

Bersama Indonesia Maju
menuju Indonesia Emas
2045

Sumatera Barat
Madani yang Maju dan
Berkeadilan

Padang Pariaman Maju
dan Sejahtera

2. | Memantapkan sistem
pertahanan
keamanan negara
dan mendorong
kemandirian bangsa
melalui swasembada
pangan, energi, air,
ekonomi syariah,
ekonomi digital,
ekonomi hijau dan
ekonomi biru

Lumbung Pangan
Nasional dan Ekonomi
Berkelanjutan

Menciptakan SDM yang
Berkualitas dan
Berdaya Saing

3. | Melanjutkan
pengembangan
infrastruktur dan
meningkatkan
lapangan kerja yang
berkualitas,
mendorong
kewirausahaan,
mengembangkan
industri kreatif serta
mengembangkan
agromaritim industri
di sentra produksi
melalui peran aktif
koperasi

Nagari/Desa sebagai

Basis Kemajuan

Mewujudkan
Pembangunan Ekonomi
Inklusif, Maju dan
Merata

4. | Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
dan penyandang
disabilitas

Sumatera Barat Pusat
Perdagangan dan Bisnis
Sumatera Bagian Barat

Mewujudkan
Infrastruktur yang
Berkualitas dan
Berkelanjutan
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No | Visi RPJMN Tahun

2025-2029

Visi Misi RPJMD
Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025-

2029

Visi Misi RPJMD
Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025-
2029

Bersama Indonesia Maju
menuju Indonesia Emas

Sumatera Barat
Madani yang Maju dan

Padang Pariaman Maju
dan Sejahtera

2045 Berkeadilan
S. | Melanjutkan hilirisasi | Membangun Mewujudkan kehidupan
dan mengembangkan | Infrastruktur Sosial yang religius,

industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di

dalam negeri

berkeadilan dan Siap
tanggap Bencana

Harmonis dan
Berbudaya

6. | Membangun dari
desa dan dari bawah
untuk pertumbuhan
ekonomi,

pemerataan ekonomi
dan pemberantasan
kemiskinan

Membangun kehidupan
beradat dan berbudaya
berbasiskan agama,
kearifan lokal melalui
dukungan keluarga
yang berkualitas

7. | Memperkuat
reformasi politik,
hukum, dan birokrasi
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi dan
penyelundupan

Tingkatkan daya saing
pariwisata dan
akselerasi ekonomi

kreatif untuk usaha
kecil

8. | Memperkuat
penyelarasan
kehidupan yang
harmonis dengan

lingkungan alam dan
budaya, serta
peningkatan

toleransi antar umat
beragama untuk
mencapai
masyarakat yang

adil dan makmur

Tata Kelola
Pemerintahan yang

Bersih dan pelayanan
publik

yang efektif
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No | Visi RPJMN Tahun

2025-2029

Visi Misi RPJMD
Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025-

2029

Visi Misi RPJMD
Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025-
2029

Bersama Indonesia Maju
menuju Indonesia Emas
2045

Sumatera Barat
Madani yang Maju dan
Berkeadilan

Padang Pariaman Maju
dan Sejahtera

Tabel 3.2

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan
Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No Agenda/Prioritas Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan
Nasional RKPD Provinsi Sumatera RKPD Padang Pariaman
BaratTahun 2025 Tahun 2025
Tema Tema Tema

1. | Prioritas Nasional 1:
Memperkokoh ideologi
pancasila, demokrasi dan
hak azazi manusia

Prioritas 2.

Meningkatkan tata
kehidupan sosal
kemasyarakatan berdasarkan
falsafah Adat

Prioritas 1.

Peningkatan Kualitas
Kehidupan Beragama
berlandaskan "adat basandi
syarak, syarak basandi
kitabullah"

2. | Prioritas Nasional 2:
Memantapkan sistem
pertahanan keamanan
negara dan mendorong
kemandirian bangsa
melalui swasembada
pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi
digital,

ekonomi hijau, dan
ekonomi biru

Prioritas 3.

Meningkatkan nilai tambah
dan produktifitas pertanian,
perkebunan, peternakan dan
perikanan

Prioritas 4.

Meningkatkan usaha
perdagangan dan industry
kecil/menengah serta
ekonomi berbasis digital

Prioritas 5.
Meningkatkan ekonomi
kreatif dan berdaya Saing
kepariwisataan

Prioritas 6.

Meningkatkan Pembangunan
Infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

Prioritas 3.

Penguatan Ketahanan
Ekonomi yang Berkualitas
dan Berkeadilan

3. | Prioritas Nasional 3:
Meningkatkan lapangan
kerja yang berkualitas,
mendorong

Prioritas 3.

Meningkatkan nilai tambah
dan

produktifitas pertanian,

Prioritas 2.

Penguatan Infrastruktur
Publik yang ramah
lingkungan dengan
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No Agenda/Prioritas Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan
Nasional RKPD Provinsi Sumatera RKPD Padang Pariaman
BaratTahun 2025 Tahun 2025
Tema Tema Tema
kewirausahaan, perkebunan, peternakan dan | memperhatikan tata ruang
mengembangkan industri | perikanan wilayah
kreatif, dan melanjutkan
pengembangan
infrastruktur Prioritas 5. Prioritas 6.
Meningkatkan ekonomi Peningkatan kualitas
kreatif dan pelayanan dasar
berdaya Saing
kepariwisataan
Prioritas 6.
Meningkatkan Pembangunan
Infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
4. | Prioritas Nasional 4: Prioritas 1. Prioritas 4.
Memperkuat Meningkatkan Kualitas Peningkatan Sumber Daya
pembangunan sumber Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
daya manusia (SDM), Manusia yang sehat, dan Berdaya Saing dan
sains, teknologi, berpengetahuan, terampil Berketahanan Sosial
pendidikan, kesehatan, dan berdaya saing
prestasi olahraga, Prioritas 2.
kesetaraan Meningkatkan tata
gender, serta penguatan kehidupan sosial
peran perempuan, kemasyarakatan berdasarkan
pemuda, dan penyandang | falsafah Adat Basandi Syara’
disabilitas — Syara’ Basandi Kitabullah
S. | Prioritas Nasional 5: Prioritas 3. Prioritas 3.
Melanjutkan hilirisasi dan | Meningkatkan nilai tambah Penguatan Ketahanan
industrialisasi untuk dan produktifitas pertanian, Ekonomi yang
meningkatkan nilai perkebunan, peternakan dan | Berkualitas dan Berkeadilan
tambah di dalam negeri perikanan
Prioritas 4.
Meningkatkan usaha
perdagangan dan
industri kecil/menengah
serta ekonomi berbasis digital
6. | Prioritas Nasional 6: Prioritas 3. Prioritas 3.

Membangun dari desa
dan dari bawah untuk
pemerataan ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan

Meningkatkan nilai tambah
dan produktifitas pertanian,
perkebunan, peternakan dan
perikanan

Prioritas 4.

Meningkatkan usaha
perdagangan dan

industri kecil/menengah
serta ekonomi berbasis digital

Prioritas 6.

Meningkatkan Pembangunan
Infrastruktur yang
berkeadilan dan
berkelanjutan

Penguatan Ketahanan
Ekonomi yang
Berkualitas dan Berkeadilan
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No Agenda/Prioritas Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan
Nasional RKPD Provinsi Sumatera RKPD Padang Pariaman
BaratTahun 2025 Tahun 2025
Tema Tema Tema
7. | Prioritas Nasional 7: Prioritas 7. Prioritas 5.
Memperkuat reformasi Mewujudkan tata kelola Peningkatan Kualitas
politik, hukum, dan Pemerintahan Pelayanan Publik
birokrasi, serta dan pelayanan publik yang yang bersih, transparan dan
memperkuat pencegahan | bersih, akuntabel serta akuntabel
dan berkualitas
pemberantasan korupsi
dan
narkoba
8. | Prioritas Nasional 8: Prioritas 2. Prioritas 1.

Memperkuat
penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan
lingkungan, alam, dan
budaya, serta
peningkatan toleransi
antarumat beragama
untuk mencapai
masyarakat yang adil dan
makmur

Meningkatkan tata
kehidupan sosial
kemasyarakatan berdasarkan
falsafah Adat Basandi Syara’
— Syara’ Basandi Kitabullah

Peningkatan Kualitas
Kehidupan

Beragama berlandaskan
"adat basandi syarak, syarak
basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk
mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi
pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua
program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik.
Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus
dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif
untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta
dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok
ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan
program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya
sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi
kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang
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tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting
untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga
setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan
aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi
terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga
langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya
menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta
memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan
meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan
kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2026 adalah :

A. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan S (lima) tahunan. Tujuan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategik
yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang
akan datang.

Terdapat 2 Tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2025-2030. Tujuan pertama yaitu “Meningkatnya tata kelola
pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.” dengan
Indikator Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK dan Tujuan kedua yaitu
“Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
daerah.” dengan Indikator “Nilai SAKIP Pemerintah Daerah”. Kedua
Tujuan tersebut mendukung pencapaian misi ke-1 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025-2030 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola
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Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas’.

B. Sasaran
Dalam  rangka mendukung pencapaian tujuan  pertama

“Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan

korupsi’ dengan indikator “Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK” maka

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki 4 Sasaran

Strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
dengan indikator Tingkat Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP;

2. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
dengan indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI);

3. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) dengan indikator Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh
Kemenpan RB dan Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas
Internal Oleh Kemenpan RB;

4. Meningkatkan Pencegahan Prilaku Korupsi dengan indikator Indeks
Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), Survey penilaian integritas
(SPI) KPK (Nilai), 'Nilai Monitoring Centre Prevention (MCP) KPK.

Sedangkan Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kedua

“Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah”

dengan indikator “Nilai SAKIP Pemerintah Daerah” maka Inspektorat

Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki Sasaran Strategis yaitu

Meningkatnya Transparansi dan  akuntabilitas  penyelenggaraan

pemerintah daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah.
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Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja

Tabel 3.3

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Visi Misi Tujuan OPD Indikator Tujuan Target Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
OPD 2026 Strategis 2026
Padang Pariaman| Mewujudkan Tata  Kelola Meningkatnya kualitas tata Nilai SAKIP 72,19 Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat| g ,25
Maju dan| Pemerintahan yang kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah Transparansi dan Daerah
Sejahter Berkualitas dan Berintegritas pemerintahan daerah Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Terwujudnya  efektivitas Survey  Penilaian 78,4 Meningkatnya Kualitas Tingkat Kapabilitas APIP 5
fungsi pengawasan dan Integritas (SPI) KPK Sistem Pengendalian
pencegahan korupsi Internal Pemerintah
Maturitas 4
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Meningkatkan Kualitas Indeks Manajemen 4
Penerapan Manajemen Risiko (MRI)
Risiko
Meningkatkan Kualitas Nilai SAKIP Komponen 11,50
Akuntabilitas Kinerja Pelaporan Kinerja oleh
Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenpan RB
Nilai SAKIP Komponen 16,50
Evaluasi Akuntabilitas
Internal Oleh Kemenpan
RB
Meningkatkan Indeks Efektivitas 3,05
Pencegahan Perilaku Pengendalian Korupsi /Level
Korupsi 3
Nilai Monitoring Centre 86

Prevention (MCP) KPK
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Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO ASPEK/SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE KET
UTAMA
2026
(1) (2) (3) (4) (5)
1. | Survey Penilaian Integritas (SPI)KPK % 78,4

Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO ASPEK/SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE KET
UTAMA
2026
(1) (2) (3) (4) (5)
1 | Opini Laporan Keuangan (10 tahun Kategori / WTP
terakhir) Opini
2 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Nilai (1-5) 4,00
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)
3 | Kapabilitas Aparat Pengawasan Nilai (2-5) 5,00
Intern Pemerintah (APIP)
4 | Manajemen Risiko Indeks Nilai (1-5) 4,00
S | Tindaklanjut Rekomendasi BPK % 70,00

Tahun Anggaran N-1

6 | Maturitas Sistem Pengendalian Level 2,9 (Level 2)
Intern Pemerintah (SPIP)

7 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Level 3,2 / (Level
Pengawasan Intern Pemerintah 3)
(APIP)

3.3 Program dan Kegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
Program dan Kegiatan Inspektorata Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :
1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang
Pariaman,
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Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua
perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan
kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin
dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang
harus diambil untuk mencapai visi tersebut.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada
peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan
merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau
administrasi publik.

1.1 Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman
juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs
mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan,
perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk
semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2026
harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti
meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4), memastikan akses air
bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak
dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang
perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target
SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa
agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs
ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi
berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama
pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan
program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus
berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat

kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa
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program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat
miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan
sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi
produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan
kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan
kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang
harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah,
termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di
Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang
langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh
program yang relevan adalah:

e Pemberdayaan ekonomi masyarakat: Program pelatihan
keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan
produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian
diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.

« Bantuan sosial terarah: Penyusunan program bantuan sosial
yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan
pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung
meringankan beban ekonomi mereka.

e Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi
masyarakat: Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang
tertinggal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi,
untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan
layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu
masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada

stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar
Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di

daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan
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kegiatan yang dirumuskan di tahun 2026 telah memenuhi dan
mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM
terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan,
pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas
harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti
memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas
di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata
bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci
dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan
kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah,
baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor
lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika
Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor
pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus
mencakup  pengembangan  destinasi wisata, infrastruktur
pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal
sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor
agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program
peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal
bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan
program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman untuk tahun 2026 dapat disusun secara strategis, efektif,
dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang
dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga
sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global,
serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara

berkelanjutan
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b. Berdasarkan

faktor-faktor

yang menjadi

pertimbangan dalam

perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 maka dirumuskanlah

rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel

dibawah ini :

PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Target
2026
PROGRAM PENUNJANG Meningkatnya Persentase rekomendasi 100
URUSAN Penyelenggaraan LHE SAKIP yang
PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan ditindaklanjuti
DAERAH Daerah Survey Kepuasan 93
KABUPATEN/LKOTA Masyarakat (SKM)
Persentase Temuan BPK 100
yang ditindak lanjuti
Progran Menurunnya tingkat Persentase Ketuntasan 70,00
Penyelenggaraan penyelewengan atau Tindak lanjut rekomendasi
Pengawasan penyimpangan, baik BPK Tahun Anggaran N-1
yang bersifat Persentase Ketuntasan 79
anggaran ataupun Tindak lanjut rekomendasi
kewenangan hasil pemeriksaan Internal
Persentase Ketuntasan 70
Tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan Internal
Eksternal
Meningkatnya Persentase pengawasan di 90
implementasi sistem Bidang Infrastruktur dan
pengendalian Intern Lingkungan Hidup sesuai
Pemerintah  Bidang dengan Program Kerja
Infrastruktur dan Pengawasan Tahunan
Lingkungan Hidup (PKPT)
Meningkatnya Persentase pengawasan di 90
implementasi sistem Bidang perekonomian sesuai
pengendalian Intern dengan Program Kerja
Pemerintah Bidang Pengawasan Tahunan
perekonomian (PKPT)
Meningkatnya Persentase pengawasan di 90
implementasi sistem Bidang Reformasi Birokrasi
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pengendalian Intern

Pemerintah  Bidang
Reformasi  Birokrasi

dan Kesejahteraan

dan Kesejahteraan sesuai

dengan sesuai dengan
Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT)

Meningkatnya Persentase pengawasan 90
implementasi sistem Nagari di Kabupaten Padang
pengendalian Intern Pariaman sesuai dengan
Pemerintah Nagari di Program Kerja Pengawasan
Kabupaten Padang Tahunan (PKPT)
Pariaman
Meningkatnya Persentase perangkat 55
Implementasi SAKIP daerah yang memperoleh
Perangkat Daerah Nilai Minimal BB
Meningkatnya Nilai Penanganan Kejadian 75
Penanganan Kejadian Korupsi
Korupsi
Program Perumusan Meningkatnya Persentase pelaksanaan 80
Kebijakan, kualitas pendampingan dan asistensi
Pendampingan dan pendampingan dan Perangkat Daerah Bidang
Asistensi asistensi Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup
Persentase pelaksanaan 80
pendampingan dan asistensi
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
Jumlah OPD yang 1
memperoleh Predikat
WBK/WBBM
Persentase pelaksanaan 80
pendampingan dan asistensi
Nagari
Meningkatnya Persentase Pemenuhuan 100
Kapabilitas APIP Key Process Area pada
Sesuai Standar IJACM Penilaian Mandiri
Berdasarkan Standar IACM
Meningkatkan Persentase fasilitasi 100
fasilitasi pengawasan pengawasan manajemen
manajemen risiko risiko
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Meningkatnya Nilai Kapabilitas Pengelolaan 75

Kapabilitas Risiko Korupsi

Pengelolaan Risiko

Korupsi

Meningkatnya Nilai Penerapan Strategi 75

Strategi Pencegahan Pencegahan Korupsi

Korupsi
Program Penunjang Meningkatnya Persentase APIP yang 50
Urusan Pemerintahan Pembinaan Kapasitas memenuhi jam
Daerah SDM APIP pendidikan /pelatihan
Kabupaten/Kota minimal 120 jam/tahun
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Tabel 3.4 (TC 33)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Kode | Urusan/Bidang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2026 Catatan Prakiraan Maju
Urusan Program/Kegiatan Penting | Rencana Tahun 2026
pemerintahan /Sub Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan | Sumber Target | Kebutuhan
Daerah dan Capaian | Dana/Pagu| Dana Capaian | Dana/Pagu
Program/Kegiat Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
an/Sub Kegiatan
PROGRAM Persentase rekomendasi
PENUNJANG URUSAN | LHE SAKIP yang Kab.Padang | 100% 6.415.846.202 | Dana 100%
6.1.1 PEMERINTAHAN ditindaklanjuti Pariaman Alokasi
DAERAH KABUPATEN/ | Survet Kepuasan 90 Umum 90 12.278.559.365
KOTA Masyarakat (SKM)
Persentase temuan BPK o o
yang ditindak lanjuti 100% 100%
Kab.Padang Dana
6.1.1.2. | Administrasi Keuangan | Jumlah laporan keuangan | Pariaman Alokasi
5 Perangkat Daerah yang sesuai dengan 15 Laporan 5.577.760.522 | Umum 15 Laporan 5.577.760.522
Jumlah O Kab.Padang Dana
i i umiah Urang yang Pariaman Alokasi
6.1.1.2. | Penyediaan Gajidan | yroherima Gaji dan 39 Orang 5.507.470.522 | 39 Orang 5.507.470.522
2.1 Tunjangan ASN . mum
Tunjangan ASN
Penyediaan . Kab.Padang Dana
6.1.1.2. | Administrasi Jumlah Dokumen Hasil | parjaman Alokasi
Penyediaan Administrasi 12 Dokumen 70.290.000 U 12 Dokumen | 98.160.000
2.2 Pelaksanaan Tugas mum
Pelaksanaan Tugas ASN
ASN
Jumlah dokumen Kab.Padang 60.356.140 Dana
6.1.1.2. | Perencanaan, perencanaan sesuai Pariaman 5 Dokumen ' ' Alokasi 5 Dokumen 128.655.600
1 Penganggaran, dan
aturan dan tepat waktu Umum
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Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja perangkat 3 Laporan 3 Laporan
daerah
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar
6.1.1.2. | p L Realisasi Kinerja SKPD Kab.Padang Dana
P cryusunan Laporan dan Laporan Hasil Pariaman Alokasi
1.6 Capaian Kinerja dan IO 5 Laporan 50.216.140 5 Laporan 75.168.600
. o Koordinasi Penyusunan Umum
Ikhtisar Realisasi . L
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kab.Padang Dana
6.1.1.2. Eval i Kiner;j Jumlah L Eval i Pariaman Alokasi
1.7 valuasi Kinerja umlah Laporan Evaluasi
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 10.140.000 Umum 1 Laporan 53.487.000
Administrasi Jumlah ASN yang
2'1'1'2' Kepegawaian Perangkat | terfasilitasi naik pangkat Kab.Padang 10 Orang 10 Orang
Daerah Jumlab ASN yang = | Pariaman | 39 orang 109.249.000 | Dana 39 Orang
terfasilitasi gaji berkala Alokasi
Jumlah SKP ASN 39 Orang Umum 39 Orang 2.497.544.400
Jumlah ASN terfasilitasi
pembayaran TPP 39 Orang 39 Orang
6.1.1.2 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Kab.Padang Dana
o Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pariaman 94.349.000 Alokasi
5.9 & g
Berdasarkan Tugas dan | Fungsi yang Mengikuti 39 Orang Umum 39 Orang 2.282.333.000
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
6.1.1.2 Jumlah Orang yang Kab.Padang Dana
ey Sosialisasi Peraturan Mengikuti Sosialisasi Pariaman Alokasi
5.10 g
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- 85 Orang 14.900.000 Umum 1.834 215.211.400
Undangan
6.1.1.2. | Administrasi Umum fuméah S.u:at dinasyang | y 1 padang 204.755.360 | Dana 800 Surat
6 Perangkat Daerah fapa o a5t SESUAL Pariaman | 800 Surat R Alokasi 482.260.000
Umum

terdistribusi sesuai tujuan
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Jumlah pelayanan yang 60
terfasilitasi 60 Pelayanan Pelayanan
Penyediaan Komponen ‘Ijrll'lsrg; I;iPaket Komponen Kab.Padang Dana
A Pariaman Alokasi
6.1.1.2. | Instalasi Listrik/ Listrik/Penerangan 12 Paket 9.059.000 U 12 Paket 15.000.000
6.1 Penerangan Bangunan mum
Bangunan Kantor yang
Kantor . .
Disediakan
Jumlah Paket Peralat Kab.Padang Dana
i umlah raxet feralatan Pariaman Alokasi
6.1.1.2. | Penyediaan Peralatan | p\ 1 Tangga yang 12 Paket 11.218.600 U 12 Paket 15.000.000
6.3 Rumah Tangga L mum
Disediakan
Dana
6.1.1.2 Kab.Padang Alokasi
6.8 ilitasi i ilitasi | Pariaman
Fasilitasi Kunjungan Jum.lah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 50.000.000 Umum 12 Laporan 80.000.000
Tamu Kunjungan Tamu
6.1.1.2
6.9 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kab.Padang Dana
’ Pariaman Alokasi
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan 224.478.300 U 12 Laporan | 372.260.000
. Koordinasi dan Konsultasi mum
Konsultasi SKPD
SKPD
Pengadaan Barang Kab.Padang Dana
6.1.1.2. | Milik Daerah Jumlah Penambahan Nilai | Pariaman Alokasi 2.118.846.0
7 Penunjang Urusan Aset 18.300.000 18.300.000 Umum 00 2.118.846.000
Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan g?iiﬁn?&igiﬁlgan Kab.Padang Dana
Pariaman Alokasi
6.1.1.2. | Prasarana Pendukung | o440 Kantor atau 4 Unit 18.300.000 U 4 Unit 2.118.846.000
7.11 Gedung Kantor atau : mum
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediakan
Jumlah jasa penunjang 12 Bulan
P di urusan pemerintah yang Kab.Padang | 12 Bulan Dana
6.1.1.2 enyediaan Jasa tersedia Pariaman Alokasi
Penunjang Urusan : - 293.715.180 U 1.184.182.843
8 : Jumlah jasa penunjang mum 12 Bulan
Pemerintahan Daerah
perkantoran yang 12 Bulan

disediakan
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Jumlah L Kab.Padang Dana 12 Laporan
i umlah Laporan Pariaman Alokasi
6.1.1.2. | Penyediaan Jasa Surat | po oo qioan Jasa Surat 12 Laporan 30.878.500 U 109.668.283
8.1 Menyurat mum
Menyurat
' Jumlah Laporan Kab.Padang Dana 12 Laporan
6.1.1.2. Penyedl'aan.J asa Penyedl.aan'J asa Pariaman Alokasi
80 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya 12 Laporan 72.922.120 Umum 144.000.000
’ Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang
Disediakan
p di J Jumlah Laporan Kab.Padang Dana 12 Laporan
enyediaan Jasa . : :
6.1.1.2. Penyediaan Jasa Pariaman Alokasi
] 4 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 189.914.560 Umum 930.514.560
Kantor . .
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Jumlah objek aset yang Kab.Padang | |9 ypit Dana 19 Unit
6.1.1.2. | Milik Daerah terkelola Pariaman Alokasi
- 61.710.000 U 261.440.000
9 Penunjang Urusan Jumlah total nilai aset 7.902.711.327 mum 7.902.711
Pemerintahan Daerah umiah total nial ase ’ ’ ’ .327
Penyediaan Jasa
Pemel%haraan, Bigya Jumlah Kendaraan Dinas Kab.Padang Dana
6.1.1.0. Pemehhgljaan, Pajak, Operasional atau. ' Pariaman . Alokasi .
9.2 dan Perizinan Lapangan yang Dipelihara 2 Unit 34.100.000 Umum S Unit 19.250.000
’ Kendaraan Dinas dan dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
. ... | Jumlah Gedung Kantor Kab.Padang Dana
Pemeliharaan/Rehabilit . Pariaman Alokasi
o o1? | asi Gedung Kantor dan ;‘:ﬁgBangunan Lainnya 29 Unit 0 S 29 Unit 190.000.000
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
E:imse;r};?zzé Rehabilit Jumlah Gedung Kantor Kab.Padang Dana
i Pariaman Alokasi
g' }'01 2| Prasarana Gedung d:rrll Bangunan Lainnya 29 Unit 9.760.000 Umum 29 Unit 9.760.000
’ Kantor atau Bangunan yang . e
. Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
Pemeliharaan /Rehabilit | Jumlah Sarana dan Kab.Padang Dana
6.1.1.2 asi Sarana dan Prasarana Pendukung Pariaman . Alokasi .
911 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 37 Unit 17.850.000 Umum 37 Unit 42.430.000
’ Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
6.1.2 Persentase Jumlah OPD | Kab.Padang | ; 5,, 480.268.667 100% 1.776.413.000
bidang infrastruktur dan Pariaman
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PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

lingkungan yang
dilakukan pengawasan

Persentase penurunan
jumlah temuan
administrasi (aset dan
keuangan) dibidang
infrastruktur dan
lingkungan hidup

Persentase Jumlah OPD
bidang perekonomian yang
dilakukan pengawasan

50%

Persentase penurunan
jumlah temuan
administrasi (aset dan
keuangan) dibidang
perekonomian'

100%

Persentase Jumlah OPD
bidang Reformasi
Birokrasi dan
Kesejahteraan yang
dilakukan pengawasan

50%

Persentase penurunan
jumlah temuan
administrasi (aset dan
keuangan) dibidang
Reformasi Birokrasi dan
Kesejahteraan

100%

Persentase Jumlah nagari
yang dilakukan
pengawasan

50%

Persentase penurunan
jumlah temuan

administrasi (aset dan
keuangan) pada nagari

100%

Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti

25%

Persentase Rekomendasi
Hasil Pengawasan Yang
Ditindaklanjuti Sampai
Sesuai (Tuntas)

100%

70%

Dana
Alokasi
Umum

50%

100%

50%

100%

50%

100%

25%

100%

70%
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Persentase Pemenehuan
Key Process Area pada
Penilaian Mandiri
Berdasarkan Standar
IACM

100%

100%

6.1.2.2.

Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

Jumlah OPD Bidang
Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup yang
dilakukan Pengawasan

Jumlah OPD Bidang
Perekonomian yang
dilakukan Pengawasan

Jumlah OPD Bidang
Reformasi Birokrasi dan
Kesejahteraan yang
dilakukan Pengawasan

Persentase OPD yang
memperoleh hasil Evaluasi
RB minimal Kategori BB

Jumlah Nagari yang
dilakukan Pengawasan

Jumlah rekomendasi Hasil
Pengawasan Internal &
Eksternal yang tuntas
ditindaklanjuti

Jumlah Elemen PK APIP
yang terpenuhi

Kab.Padang
Pariaman

12 OPD

11 OPD

11 OPD

45%

103 Nagari

80
Rekomendasi

6 Elemen

393.688.667

Dana
Alokasi
Umum

12 OPD

11 OPD

11 OPD

45%

103 Nagari

80
Rekomendas
i

6 Elemen

1.222.103.000

= O
—

Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan
Pengawasah Kinerja
Pemerintah Daerah

Kab.Padang
Pariaman

1 Laporan

19.690.000

Dana
Alokasi
Umum

1 Laporan

20.190.000

= O
N —

Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

Kab.Padang
Pariaman

1 Laporan

Dana
Alokasi
Umum

1 Laporan

32.700.000

= O
w

Reviu Laporan Kinerja

Jumlah Laporan Hasil
Reviu Laporan Kinerja

Kab.Padang
Pariaman

2 Laporan

42.630.000

Dana
Alokasi
Umum

2 Laporan

129.225.000
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Kab.Padang Dana
6.1.2.2. | Reviu Laporan Jumlah Laporan Hasil Pariaman Alokasi
14 Keuangan Reviu Laporan Keuangan 3 Laporan 56.930.000 Umum 3 Laporan 74.910.000
Kab.Padang Dana
6.1.2.2. Jumlah Laporan Hasil Pariaman Alokasi
15 Pengawasan Desa Pengawasan Desa 103 Laporan 86.128.667 Umum 103 Laporan | 397.640.000
Jumlah K Kat Kab.Padang Dana
; umlan nesepaxatan Pariaman Alokasi
6.1.2.2. | Kerja sama Pengawasan Internal yang 33 155.070.000 U 33 429.380.000
1.6 Pengawasan Internal Kesepakatan mum Kesepakatan
Terbentuk
Monitorine dan Jumlah Dokumen Hasil
Evaluasi ﬁn dak Laniut Monitoring dan Evaluasi Kab..Padang Dana ]
6.1.2.2. . . J Tindak Lanjut Hasil Pariaman Alokasi
Hasil Pemeriksaan BPK . 4 Dokumen 33.240.000 4 Dokumen 138.058.000
1.7 . . Pemeriksaan BPK RI dan Umum
RI dan Tindak Lanjut . ) .
Hasil Pemeriksaan APIP Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
Jumlah Probity Audit
Bidang Infrastruktur dan . .
Lingkungan Hidup yang 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Penyelenggaraan Dilaksanakan Kab.Padang Dana
i Pariaman Alokasi
6.1.2.2. | pengawasan dengan Jumlah Temuan Kerugian 86.580.000 U 554.310.000
2 . Daerah yang Diselesaikan 4 Temuan mum 4 Temuan
Tujuan Tertentu
Dengan Tuntas
Persentase pengaduan
masyarakat yang 5 Pengaduan 5 Pengaduan
ditindaklanjuti
Jumlah L Hasil Kab.Padang Dana
umiah Laporan Hasi Pariaman Alokasi
6.1.2.2. Per'lgawasan Dengan Pengawasan Dengan 6 Laporan 86.580.000 U 6 Laporan 554.310.000
2.2 Tujuan Tertentu . mum
Tujuan Tertentu
Nilai capaian atas target
Rencana Aksi Program
Egggml\é AN Pencegahan Korupsi 20 Dana 20
i i i Alokasi
6.1.3 | KEBIJAKAN, Terintegrasidarl KPR RL | Kab Padang 32.045813 | yman 161.317.000
PENDAMPINGAN DAN | o 1 2oPEer &8s taree
ASISTENSI raregt Nasiona 90 90

Pencegahan Korupsi dari
Kemendagri
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Persentase OPD yang
melaporkan LHKPN tepat
waktu

Persentase OPD yang
memperoleh hasil Evaluasi
RB minimal Kategori BB

100%

45%

100%

45%

6.1.3.2.

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

Jumlah rekomendasi
kebijakan teknis di bidang
pengawasan dan fasilitasi
pengawasan

Kab.Padang
Pariaman

2
Rekomendasi

Dana
Alokasi
Umum

6.1.3.2.

Pendampingan dan
Asistensi

Jumlah Monitoring
Pencegahan Korupsi yang
Dilaksanakan

Jumlah Koordinasi
Pencegahan Korupsi yang
dilaksanakan

Jumlah OPD yang
melaporkan LHKPN tepat
waktu

Jumlah OPD yang
dilakukan Evaluasi
Kinerja

Kab.Padang
Pariaman

2 Kegiatan

2 Kegiatan

32.045.813

Dana
Alokasi
Umum

2 Kegiatan

2 Kegiatan

161.317.000

2 Kegiatan

2 Kegiatan

43 OPD

43 OPD

6.1.3.2.

Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi

Jumlah Kegiatan
Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

2 Kegiatan

8.025.813

Dana
Alokasi
Umum

2 Kegiatan

104.617.000

6.1.3.2.

2.4

Pendampingan,
Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas

Jumlah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan
Integritas

2 Kegiatan

24.020.000

Dana
Alokasi
Umum

2 Kegiatan

56.700.000
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan kinerja
berfokus dari pembangunan kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan
program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan
berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana
program/kegiatan dan sumber anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai

rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi kepala
daerah, prioritas pembangunan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Plafon Anggaran yang direncanakan untuk
melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman untuk
tahun 2023 sejumlah Rp. 6.928.160.683,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh
Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang
terdiri dari 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 26 (dua pulun enam) sub
kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka

disajikan Rencana kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Padang

Pariaman sebagaimana tebel berikut :
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RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. PADANG PARIAMAN

TAHUN 2026
s TARGET | oo caey | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN R
) ' INDIKATOR PROGRAM ! AKHIR CAPAIAN
KODE URLSAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB DE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 0% PAGL INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGL INDIKATIF [Rp)
HASIONAL | DAERAH
2 3 1 8 ] 7 E -] 0 1 12 12 14 12 18 17
INSPEKTORAT DAERAH £.800.000.000,00 8.234.935.460.00
[3 UNSUR PENGAWASAN £6.800.000.000,00 8.254.935.460,00
URUSAN PEMERINTAHAN
601 INSPEKTORAT DAERAH £6.800.000.000,00 B.254.935.450,00
601N PROGRAM PENUNJANG | Persentase LHE SAKIP - 100 % £.215.535.000,00 7.142.035.450.00
URUSAN PEMERINTAHAN it juti; 0%
DAERAH sentase Temuan BPK 93 Indeks
KABUPATENKOTA it juti
Persentase AFIP yang
jam
pendidikan pelatihan
minimal 120 jamtahun
Survey Kepuasan
Masyarakat (SIM)
Meningkatnya Hasil Survey san 100 100 100 10 £.215.535.000,00 744203546000 | -
Poreritanan Dooan | | Sekrtr oo
i Diaerah | Sehretariat E] ] 1] a2
Persentase rekomendasi "
LHE SAKIP )‘I.I'I&
ditindaklanjuti (%)
Persentase Temuan BPK
yang ditindak lanjuti
£.01.01.2M Perencanaan, Jurriah Dokumen 9 Dok 12.000.000,00 Memparkua | Mewuudka | Tersusurnya 2B.900.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Fenganggaran, oan Evaluasl | Pevencanaan Sazuar Aturan 189 Lapaoran t reformas| nTata dokumen
Kinerja Perangkat Daeran dan Tepat Wakiy paliti, Kalcla Fem | perencanaan dan
Jurmiah Laporan Capaian hukum dan | edimahan | pelaporan yang
Hinevja gan ikhtisar Realzas! irckras, | Dan berkuaiitas balk
Kinerja SKPD serta memp | Palayanan
erkuat penc | Fubilk Yang
egahan dan | Bersih,
pemberant | Aluniabel
asan Sera
korupsl, Eariuaitas
rarkoba, | 5 Mewupe
justl, dan pe | kan
ryeludupan | Kehidupan
: Sasial yang
Religius,
Harmoris
dan
Berbudaya
£.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkal Dsarah
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MAJU
URUSAN / BIDANG o v TARGET %ﬂl CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA | FENJAOPD | onn LUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN TAHUN 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
o % NASIONAL | DAERAH
2 3 4 L] 7 8 -] 10 11 12 13 14 13 16 17
Jumiah Dokumern 3 Dokumen 7.000.000.00 | Kab. Pagang DANA ALOKASI L y 14.500.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Perencanaan Perangkat Parlaman, UMUM (DAU) treformasi | nTata dokumen
Daerah Semua 3 Keiola Pem | perencanaan dan
Kecamatan. hukum dan | erintahan pelaporan yang
Semua KelDesa birokuast, Dan berkuaiitas balk
serta memp | Pelayanan
erkuat penc | Pubiik Yang
egahan dan | Bersin,
pemberant | Akuntabel
asan Serta
Korupsl, Beruaitas
narkcba. | 5. Mewupsd
Judl, dan pe | kan
nyeludupan
. Sosial yang
Aeligius,
Harmones
dan
Berbudaya
£.01.01.2.01.0006 Koordinas! dan Penyusunan Laparan Capaian Kinerja dan ikntisar Realisas! Kinerja SKPD
Jumiah Laporan Capaian 18 Laporan 5.060.000,00 | Kab. Pagang DANA ALOKASI P . y 14.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Kinevja dan Mhtisar Reabsas! Parlaman, UMUM (DAU) treformast | n Tata dokumen
Kinerja SKPD dan Laporan Semua poltti, Keiola Pem | perencanaan dan
Hasy Koordinas! Pen) Kecamatan, hukum dan | erintahan pelaporan yang
Laporan Capaian Kineria dan Semua KelDesa biroirast, Dan Dberkuaiitas balk
Ixntisar Readsasi Kineria serta memp | Pelayanan
SKkPD erkuat penc | Publik Yang
egahan dan | Bersin,
pemberant | Akuntabet
asan Serta
narkoba, 9. Mewujud
Judl, dan pe | kan
nyeludupan | Kehidupan
- Sosial yang
Aeigius,
Harmones
dan
Berbudaya
6.01.01.202 Adminstras Keuangan Jumiah laporan kevangan 15 Laporan 5.383.100.000,00 P UL ya Laporan 6.195.869.231.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Perangkat Daerah yang sesual dengan treformast | n Tata dan
perundang undangan . Kelola Pem | Pertanggungjawaban
hukum dan | erintahan Penggunaan
tirokrast, | Dan Anggaran
serta memp | Pelayanan
erkuat penc | Pubilk Yang
egahan dan | Bersih,
pemberant | Akuntabsi
asan Serta
korupst, Berkuaiitas
narkocba, | 5. Mewupd
Judl, dan pe | kan
nyeludupan | Kehidupan
- Sasial yang
Refgus.
Harmones
dan
Berbudaya
©.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN
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URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

RENJA
TAHUN 2024

CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

10

1

10

17

5.500.000.000,00

Kab. Padang
Pariaman,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

DANA ALOKASI
UMUM (DAL))

Judl, dan pe
nyeludupan

6.090.008.231 .00

INSPEKTORAT DAERAH

©.01.01.2.02.0002

Tugas ASN

Jumiah Dokumen Hast
Penyedlaan Administras!
Pelaksanaan Tugas ASN

706.100.000,00

Kab. Pagang

Kecamatan,
Semua KelDesa

DANA ALOKAS|
UMUM (DAU)

INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01.2.02.0007

SkPD

euangan
Semasteran SKPD

12 Laporan

7.000.000,00

Kab. Pagang
Parlaman,

Kecamatan,
Semua KelDesa

DANA ALOKAS|
UMUM (DAL))

treformasi

14.000.000.00

INSPEKTORAT DAERAH
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MAJU
URUSAN / BIDANG o ; 'IARGERT AR CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
URUSAN / PROGRAM / ENKATOR PHOCHNS BN CAP, AN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA | REMJA OPD | oo™ LN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN TAHUN 2024 17 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
o m NASIONAL | DAERAH
2 a 4 S L] 7 8 k] 10 11 12 13 14 13 16 17
6.01.01.203 Administraz: Barang Milk - 1.000.000.00 P T ya Laporan | - 4.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Daerah pada Perangkat treformast | n Tata Administrasl Barang
Daeran politi, Kelola Pem | Mtk Dasrah
hukum dan | erintahan
birokras, Dan
serta memp | Pelayanan
erkuat penc | Pubiik Yang
egahan dan | Bersin,
pemberant | Akuntabel
asan Serta
korupsl, Berwattas
narkoba. | 5 Mewupsdt
Judl, dan pe | kan
nyeludupan | Kehidupan
H Sosial yang
FAefigius,
Harmons
dan
Berbudaya
6.01.01.2030002 | Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD
Jumiah Dokumer 2 Dokumen 300.000,00 | Kab. Pagang DANA ALOKASI ya Laporan 2.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Pengamanan Barang Mk Parlaman, UMUM (DAU) treformast | n Tata Administrasi Barang
Daerah SKFD poltti, Kelola Pem | MBk Dasrah
Kecamatan, hukum dan | esintahan
Semua KelDesa birokrast, Dan
serta memp | Pelayanan
erkuat penc | Publik Yang
egahan dan | Bersin,
pembevant | Akuntabel
asan Serta
korupsl, Beruaiitas
narkoba, | 5. Mewupsdt
Judi, dan pe | kan
Tyeludupan | Kehidupan
. Soslal yang
Reigus,
Harmonts
dan
Berbudaya
£.01.01.2.03.0003 Rekonsitas! gan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD
Jumiah Laporan Rekonsiias! 2 Laporan 500.000,00 | Kab. Padang DANA ALOKASI P ya Laporan 2.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
dan Laporan Parlaman, UMUM (DAU) tretormasi | nTata Admenistrasi Barang
Barang Mk Daerah pada Semua politi, Kelola Pem | Mtk Dasrah
SkPD Kecamatan, hukum dan | erintahan
Semua KelDesa birokras, Dan
serta memp | Pelayanan
erkuat penc | Pubik Yang
egahan dan | Bersin,
pemberant | Akuntabel
asan Serta
Korupsl, Berkuaitas
narkoba. 5. Mewujud
Judi, dan pe | kan
nyeludupan | Kehidupan
H Sosial yang
Relgius,
Harmonis
dan
Berbudaya
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN BDANG. | oicaron procran/ | kian | REAUSAs! | PRAETALN CAPRANKNERIRDAN KERANGICH PEND R
KODE URUSAN | PROGRAM KEGIATAN . SUB PERIODE CAPAIAN | o ocr T RENIA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENJA OFD OPD TAHUN TARGET FRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 A28 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGLU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 3 L] T 8 : ] 10 1" 12z 13 14 13 14 17
6.01.01.205 Anministras epegawalan | Jumiah ASA yang ferasitass a7 09.534.020,00 Mempariua | Mewujudka | Teraksananya ten 164.961.609.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Pevaingiat Daerah gafl berkala: Jumizh SKF DOrang/Bulan treloemasl | nTata adminisirasi
ASN; Jumlah ASN 10 Orarg paink, Hsiola Pem | kepegawalan dan
tevtasiitas! pembayaran TPF tukum dan | erimanan | kessjamiemaan
Jdumlah ASN yang ieviasiitasi birokorasi, Dan pegawal
i panghat sevta memp | Pelayanan
evkuat penc | Pubilk Yang
egahan dan | Barsih,
pamberant | Amuntabsi
asan Serta
horupsl Berualitas
narkoba, 5. Mewujud
judl, dan pe | kan
mysiudupan | Kshidupan
Saoslal yang
Religius,
Harmoris
dan
Bamudaya
6.01.01.203.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan
Jumiafh Dokumen Pendataan 12 Dokumen 5.000.000,00 | Kab. Fadang DANA ALOKAS| | Mempersua | Mewujudka | Terlaksananya tertib 13.300.000,00 | INSFEKTORAT DAERAH
dan Pangolahan Adminisirasi Pariaman, LML (DALY treloemasl | nTata adminisirasi
Kepegawaian Semua pain, Keiola Pemn | kepegawatan dan
Hecamatan, hukum dan | evinfahan kesajahieraan
Semua KalDasa o, Dan pegawal
sevta memp | Pelayanan
evkuat penc | Pubdik Yang
egahan dan | Bersin,
pemberant | ARuniabel
asan Sema
korupsl, Berualitas
rarkoba, 5. Mewujud
Judl, dan pe | kan
rysludupan | Kehidupan
s Sasial yang
Feligius,
Harmoris
dan
Bamudaya
8.01.01.2.03.0008 Pendidian dan Felatihan Pegawal Berdasarkan Tugas dan Fungsl
Jurmiah Pegawal 45 Orang 00.234.020,00 DANA ALOKAS! | Memperoua | Mewwudka | Teraksananya tertin 130.461.609.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Berasarkan Tugas dan LIMUM (DALY trejoemasi | nTata administrasi
Fungsi yang Mengiull paliti, Kelola Pem | kepegawalan dan
Penoicican dan Pelafitan hukum dan | erimahan kessjatieraan
birokorasi, Dan pegawal
serta memp | Pelayanan
evkuat penc | Pubdik Yang
egahan dan | Barsih,
pamberant | Amuntabsi
asan Serta
Korupsi Barualitas
narkoba, 5. Mewujud
Judl, dan pe | kan
rysludupan | Kehidupan
s Sasial yang
Religius,
Harmoris
dan
Berbudaya

6.01.01.203.0010

Sostaksasi Peraturan Perundang-Lindangan
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN | BIDANG TARGET | pou)jepcy | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2037
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPALAN
KODE URUSAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB PERIODE CAPAIAN | o preT RERUA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN | KEGIATAN RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PEMANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 a3 1] T B B il 11 12 13 14 i3 i@ i
Jumian Orang yang 100 Ovang 4.300.000,00 | Kab. Padang DANA ALOKAS! | Memperiun | Mewudka | Teraksananya tertb 10,000 000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Menghuil Sosialisas Pariaman, UKL DAL, trelormasi | nTata adminisirasi
Peraturan Semua paitk, Kziola Pem | kepegawasan dan
Pevundang-Lindangan Hecamatan, tukum dan | enimtanan | kessjamiersan
Semua KelDesa birokorasi, Dan pegawal
sevta memp | Felayanan
evkuat penc | Fubllk Yang
egahan dan | Barwn,
pemberant | Akuniabsl
asan Seria
Korupsi Beruaiitas
narkoba, 5. Mewujud
Judl, dan pe | kan
rysludupan | Kehidupan
s Sasial yang
Reiligius,
Harmones
dan
Berbudaya
6.01.01.203.0011 Bimbingan Tekris iImplementas! Peraturan Perundang-Undangan
Jumian Orang yang 0 Orang 0,00 | Kab. Padang DANA ALOKAS! | Memparoun | Mewudka | Teraksananya tertb 11.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Mangwull Bfmbingan Teknis Pariaman, LML (DALY treloemasi | nTata administras!
Impismentasi Peraturan Semua pain, Heinia Pem | kepegawatan dan
Perundang-Undangan Hecamatan, hukum dan | evintahan kesejabieraan
Semua KalDasa o, Dan pegawal
serta memp | Pelayanan
erkuat penc | Publik Yang
egahan dan | Bersih,
pemberant | Akuntabel
asan Serma
kiorupsl, Berwaiitas
rarkoba, B Mewujud
judl, danipe | kan
mysiudupan | Kehidupan
s Soslal yang
Reiligius,
Harmonis
dan
Barmudaya
8.01 .01 208 Adminisbras Umum Jumiaf pedayanan yang a2 200.584.350,00 = Mewujudka | Teriaksananya tertib 205.000.000,00 | INSFEKTORAT DAERAH
Perangkat Daerah dertasitas) Pelayanan n Tata adminisirasi
Jumlafy surat ginas yang 810 Surat Keigla Pem | parkanioran
devadminisiras! sesual evimtanan
kafantuan dan lerstribus! Dan
sssual fujuan Pelayanan
Pubilk Yang
Barsin,
Amuntabs|
Seria
Beroalitas
5. Mewujud
kamn
Hehicupan
Soslal yang
Aeigius,
Harmones
dan
Bebudaya
@.01.01.2.08.0001 Penyediaan Komponen insiakasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

146




KODE

URUSAN | BIDANG
URUSAN | PROGRAM
QUTCOME | KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR

OPD

REALISASI

RENJA OPD
TAHUN 2024

TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2%

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIQRITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN

MAJU
TAHUN 20327

TARGET

PAGU INDIKATIF [Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAE

4

10

11

14

i

Jurmiaf Pawet Momponen
Instaias! Listrik/Panarangan
Bangunan Kanlor yang
Diseciaian

12 Pakat

12.809.800,00

Hab. Padang
Pariaman,
Semua
Kecamalan,
Semua KelDesa

DANA ALOKAS
LML (DALY

MewLutka
n Tata
Kaiola Pem
eviniahan
Dan
Pelayanan
Pubdlk Yang
Barsih,
Aluntabes|
Seria
Barkualitas
5. Mewuud

Kehidupan
Soslal yang
Religius,

Harmonis

Eabudaya

Tesiaksananya testih
administras!
perkandoran

13.000.000.00

INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01.200.0003

Penyediaan Paralatan Fumah

Tangga

Jumiafh Pake! Peraistan

Rumafh Tangga yang
Dysechakan

12 Pakat

13.194.330,00

Hab. Padang
Pariaman,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

Dama ALOKAS]
LML (DALY

MewLutka
n Tata
Kaicia Pem
evimahan
Dan
Pelayanan
Pubilk Yang
Bersih,
Aluntabel
Serta
Barkualitas
5. Mewujud

Kahigupan
Sasial yang
Religius,
Harmoris
dan
Esrbudaya

Teriaksananya terb
administrasi
parkantoran

14.000.000.00

INSPEKTORAT DAERAH

€.01.01.2.00.0008

Fasilfiasi Kunjungan Tamu

Jumnlaf Laporan Fasiites!
Kunjumgan Tamu

12 Laporan

24 .500.004, 60

Kab. Fadang
Pariaman,
Semua
Kecamalan,
Semua Kel/Desa

DIANA ALOKASI
LML (DAL

Mewujudka
n Tata
Kaiocla Pem
eviniahan
Dan
Palayanan
Pubilk Yang
Bersin,
Aluntabe|
Serta
Berkuaiitas
5. Mewujud
kan
Kehidupan
Soslal yang
Aengius,
Harmoris
dan
Barbudaya

Teslaksananya testih
administras!
parkamoran

53,000 .000.00

IMSFEKTORAT DAERAH

6.01.01.2.006.0009

Penysienpgaraan Rapat Koorinas! dan Konsutasi SKPD
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN . BIDANG T REALISASI RAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPALAN
KODE URUSAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB PERIODE CAPALAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
QUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA | FEMAOPD | “rpntey il TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OFD TAHUN 2024 2025 2026 PAGL INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA 7 TARGET | PAGU INDIKATIF [Rp)
2 a 4 a3 -] T 8 : ] o 11 12 13 14 13 ia T
Jurmlaf Laporan 12 Laporan 130.000.000,00 | Kab. Padang DANA ALOKAS! | - Mewujudka | Teslaksananya testib 187.000.000.00 | INSFEKTORAT DAERAH
Penysienggaraan Rapat Pariamarn, UMLUBA (DAL n Tata administrasi
Kooroinas! dan Konsultas! Semua Fsloia Pem | parkamoran
SKPD Kecamatan, evintahan
Semua KelDesa Dan
Falayanan
Pubilk Yang
Bersih,
Akuniabel
Sana
Barmualtas
5. Mewujud
kan
Hishicupan
Sasial yang
Religius,
Harmonis
dan
Berbudaya
8.01.01. 207 Pengadaan Barang Millk Jurmlafh Penambahan Milad 100.000.000 BT 200.00:d,00 Memperoua ( Mewujudka | Teslaksananya 50.000.000,00 | INSFEKTORAT DAERAH
Daerah Fenunjang Urusan Aset Rupiah treformasi | nTata Fengadaan Earang
Pemarimah Dasrah ik, Fzioia Pem | MBK Daarah
hukum dan | evinfahan Fenunjang Urusan
birpoa, Dan Femerintah Dasrah
serta memp | Palayanan
evkuat penc | Fubllk Yang
sgahan dan | Barzn,
pemberant | Akuntabsi
aman Sana
Korupsl Berkualltas
narkoba, 5. Mewujud
judi, dan pe | kan
nysiudupan | Hehidupan
Sasial yang
Religius,
Harmonis
dan
Barbudaya
8.01 012070002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumilaf Uinit Kendaraan 1 Uit 0,00 | Kab. Padang DANA ALOKAS! | Memperiua | Mewujudka | Terlaksananya 0,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Dinas Operasional afau Pariaman, UMUB (DALY treformasi | nTata Pengadaan Barang
Lagangan yang Disactakan Semua paiitk, Kisioia Pem | MBk Dasrah
Hecamatan, hukum dan | esinfahan Fenunjang Urusan
Semua KelDesa -2 Dan Pamarintzh Dasrah
savta memp | Palayanan
evkuat penc | Fubllk Yang
egahan dan | Barsih,
pamberant | Akuniabel
zan Sara
Korupsl Berkualltas
markoba. 5. Mevujud
Judil, dan pe | kan
nysiudupan | Kehidupan
Sasial yang
Religius,
Harmoris
dan
Berbudaya

8.01 .01 2070011

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gadung Kantar atau Bangunan Lainnya
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA
PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN | BIDANG REALISASI TAHUN 2027
URUSAN | PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPALAN KELOMPOK

PERANGKAT DAERAH
KODE OUTCOME / KEGIATAN / Al e /RN oy (IAMENT LA | pasm— PRIDRITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN TAHUN 2024 | OFD TAF Mo | PAGUINDIKATIF(Rp) |  LOKASI | SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF [Rp)

2 a 4 3 ] T B B 10 11 12 13 1a i3 i@ 17

Jumiafh Linit Sarana dan 113 Linit 57.200.000,00 | Kab. Fadang DANA ALOKAS! | Memperiua | Mewujudka | Teriaksananya 50.000.000.00 | INSFEKTORAT DAERAH
FPrasarana Penoukung Pariaman, UMULY (DALY trefemasi | nTata Pangadaan Barang
Gedung Kamor atau Semua paink, Haiola Pem | Mk Dasrah
Bangunan Lainnya yang Hecamatan, fukum dan | esiniahan Fenunjang Urnsan
Disediaan Semua KalDasa bircéras, Dan Pamerintah Dasrah
sevta memp | Pealayanan
evkuat peno | Pubilk Yang
egahan dan | Bersih,
pemberant | Akuntabal
azan Sera
Korupsl, Bariuaitas
rarkoba. 5. Mewujud
Jucil, danipe | kan
nyeludupan | Kshicupan

: Saslal yang
Religius,
Harmoris
dan
Barbudaya

6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Perunjang | Jumiah jasa penunjang - 12 Buian 187.243.830,00 - Mewujudka | Tersadianya Jasa - 2708.114.560,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Urusan Pemarriahan urusan pameviniah yang n Tata Panunjang Urusan
Dasran Ievsedl; Jumian jasa Fsiola Pem | Pamarinianan
penunjang parkanioran yang evirdahan Dasrah
disediakan Dan
PFaiayanan
Pubilk Yang
Barsih,
Aluniabal
Seria
Barkuaiitas
5. Mewujud
kan
Fishidupan
Saslal yang
Religius,
Harmoniis
dan
Barbudaya

£.01.01.2.08.0001 Penyedizan Jasa Surat Menyura

Jumiah Laporan Penyediaan 12 Laporan 25.007.000,00 | Kab. Fadang DANA ALOKAS! | - Mewujudka | Tersedianya Jasa 40.000.000.00 | INSFEKTORAT DAERAH
Jasa Sural Manyurat Pariaman, UMULY (DALY n Tata Panunjang Urusan
Semua Haiola Pem | Pameriniahan
Hecamatan, erimahan Dasrah

Semua KelDesa Dan
Palayanan
Fubilk Yang
Bersih,
Alkuntabel
Sara
Barnuaitas
1. Mewujud
kan
Fishidupan
Saslal yang
Religius,
Harmoris
dan
Barbudaya

©.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alr dan Listrik
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KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN | PROGRAM
OUTCOME / KEGIATAN [
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN | 5UB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR

OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

TARGET REMJA
OPD TAHUN
2025

CAPALAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

N MAJU
TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF [Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAR

11

iz 13

14

17

wnmtaf Laporan P
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Alr dan Listnk yang
Disediakan

12 Laporan

TH.52Z 130,00

Kab. Padang
Pariaman,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

DAMA ALOKAS!
LIMLIS (DALY

= Mewujudka
n Tata
Haiola Pem
erintahan
Dan
Falayanan
Pubdlk Yang
Barsih,
Akuntabsl
Sama
Barkualitas
5. Mewujud
kan
Hishidupan
Sasial yang
Religius,
Harmonis
dan
Bamudaya

Tevsedianya Jasa
Panunjang Urnusan
Pamariniahan
Dasrah

B0.000 000, 00

INSFEKTORAT DAERAH

8.01 012 08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kaniar

umiaf Laporan Pamyedizan
Jasz Pelayanan Lmum
Kantor yang Dissgtakan

12 Laporan

B8.314.510,00

Kab. Padang
Pariaman,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

DA ALOKAS!
UIMLM (DALY

= Mewujudka
n Tata
Hosioia Pem
erintahan
Dan
Palayanan
Pubilk Yang
Banzin,
Akuniabsl
Serta
Eerualitas
5. Mewuud
kan

Hoshidupan
Saslal yang
Religius,
Harmoris
dan
Berbudaya

Tevsedianya Jasa
Penunjang Urusan
Pamarinianan
Daerah

136.114.380,00

INSFEKTORAT DAERAH

6.01.01.208

Pemaiharaan Barang Milk
Dasrah Panunjang Urusan
Pemarirtahan Dasran

Jurmian Otyek Aset yang
Tankaipia
Jumiat Tatal Nits Asat

18 Lnit
TEQITI3IT
Hilal Aset

04.433.000,00

MewLjudka
n Tata
Haiola Pem
erintahan
Dan
Palayanan
Pubilk Yang
Barsif,
Akuntabsl
Sama
Earkualitas
5. Mewujud
kan
Hishidupan
Sasial yang
Religius,
Harmonis
dan
Bamudaya

Terlakzananya
Famainaraan
EBarang Mk Dasrah
Panunjang Urusan
Pamarintanan
Daarah

154.450.000.00

INSFEKTORAT DAERAH

8.01 012 050001

Jasa

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas aiau Kendaraan Dinas Jabatan
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PRAKIRAAN MAJU

URUSAN/BIDANG | uocaon PrOGRAM! | iagl | ReAusas) [ PRAKIEARN -t DR R ARG PR TAHUN 2027
KODE URUSAN KEGIATAN | SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENJA OPD OPD TAHUN TARGET FRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAE
SUB KEGIATAN TAHUN 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2025 2%
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 3 ] T B 8 10 11 iz 13 14 13 18 i
Jumian Kendaraan 2unt 42 530.000,00 | Kab. Fadang DaNA ALOKAS! | Memperua | Mewuuoka | Teraksananya 77.140.000,00 | INSFEKTORAT DAERAH
‘Perorangan Dinas atau Parlaman, LML (DALY treformasi | n Tata Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Jabafan Semua paink, Heiola Pem | Barang Milk Dasrah
yang Dipskhara dan Hecamatan, hukum dan | ennahan | Penunjang Urusan
dibayarkan Pajakmya Semua KelDesa birokrasi, | Dan Fameriniahan
sevta memp | Pelayanan | Daerah
erhuat penc | Fubdik Yang
egahan dan | Barmn,
pemberant | Amuntabesl
asan Serla
howups, Beruaiias
narkoba, 5. Mewujud
Judl, dan pe | kan
myeludupan | Kehidupan
. Saslal yang
Reiigius,
Harmonis
dan
Berbudaya
.01 01 2 08,0002 y Jasa . Blaya Fajak dan Perizinan Kendamaan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumiah Kendaraan Oinas 0 Ut 0,00 | Kab. Pagang DANA ALDKAS! | Memparua | 5 Mewujud | Teslaksanamys 3.850 000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Operasional atau Lapangan Pariaman, LIMLSA {DALYY treformasi | kan Femelharsan
yang dan Semua P, Hehidupan | Barang MEk Dasrah
dibayarkan Fajak dan Kecamatan, hukum dan | Soslal yang | Penunjang Urusan
Perizinanmya Semua KelDesa biroboasi, Religius, Pemerintahan
sevta memp | Hamonis | Dasrah
erkuat penc | dan
sgahan dan | Bemudaya
pembesant
asman
Horupsl,
narkoba.
Judl, dan pe
yeludupan
£.01.01.2.08.0009 PemelharaanAshabiitas! Gedung Kanior dan Bangunan Lannya
Jumiah Gedung Hardor dan 1 Unit 6.036.000,00 | Hab. Padang DANA ALDKAS! | Memparua | Mewuudka | Teslaksanamys 10.000 000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Bangunan Lainnya yang Parlaman, LML {DAL) treformasi | nTata Pameinarsan
Dipaithara Dirshabiltasi Semua paliik, Kelcla Pem | Barang Misk Dasrah
Kecamatan, hukum dan | erniahan | Penunjang Urnusan
Semua Kal'Dasa i, Dan Pemarintanan
sevta memp | Pelayanan | Dasrah
erkuat peng | Fubdk Yang
egahan dan | Bersin,
pamberant | Asuntabel
azan Serta
koeupsi Beruaiias
narkoba. 5. Mewujud
jucll, dan pe | kan
ryeiudupan | Kshidupan
s Saosial yang
Aeiigius,
Harmonis
dan
Bembudaya

€.01.01.2.08.0010

PemelharaanAenabiitas! Sarana dan Prasarana Gedung Kanor atau Bangunan Lannya
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TARGET PRAKIRAAN CAPALAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAM MAJU
URUISAN | BIDANG INDRGATOR PROGRAN / TARSET | mEALISASI AP AR TAHUN 2027
DT URLSAN / abdiebinerily e [Focarausasy | SeUNERION KELOMPOK PERAMGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN Lk RENJA OPD | TARGET REMIA [ PRIORITAS SASARAN PEMANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN i TAHUM 2024 e s PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF [Rp)
NASIONAL (| DAERAH
2 a P ) & B " s o " = = a2 13 10 [
_umian Sarans dan 17 L ©.857.000,00 | Kab. Padang DAMA ALOKAS! | Memperoa | Mewsguaka | Teraksananya 50.500.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Frasarana Gedung Kantor Pariaman LIMALIA (DALY treformasi | n Tata Famelharaan
atay Bangunan Lanaya yang Semua paine. Homioia Pem | Barang Mk Dmaran
Dipennara‘twEhabitast Kecamatan, Futum cian | eritanan | Fenunjang Usnusan
Semua HKolDosa [ Dan Pamaorintahan
aexta memp | Patayanan | Dacran
vt penc | Bublik Vang
ganan dan | Baran
pamoerane | asunanet
asan Sena
Worupst, Beruattas
narkoba, | 5. Mevupd
puctt, ctan pe | kan
reyaiuciupan | Kahicupan
Sasial yang
Fengius
Harmores
an
Berbudaya
£.01.01.2.08.0011 PemetharaanAchabiitas) Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor ataw Bangunan Lainmya
_umian Sarans dan 21 Lt 4.890.000,00 | Kab. Padang DAMA ALOKAS! | Memperoa | Mewsguaka | Teraksananya 13.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Prasarana g Pariaman, ML DALY | Eretormast | nTata Pematnaran
Gedung Kanior atau Semua palltic Keiola Pem | Barang MEk Dasrah
Bangunan Lamnya yang Kecamatan, Fkum gan | enrmanan | Penunjang unisan
Drpennara Dwenanivtas, Semua mevDasa [ty Dan Famarmanan
sexta memp | Peiayanan | Daeran
vhuiat penc | Pubik Yang
oganan dan | Barun
pamberant | Akuntibel
acan Serta
Worupst Beruattas
namcoa. | 5. Mewua
yucit, can pe | kan
reyaiuciupan | Kehicupan
Sasial yang
Fengius.,
Harmonss
can
Bemuaaya
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6.01.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

Persentase Pemenuhuan
Key Process Area pada
Penilaian Mandiri

100 %

To%
a0

463.200.000,00

£30.000.000.00

[ Meningkatnya
gt
Bentntah B

Reformasi Birokrasi dan
Kesejahisraan |

dengan sesuai dengan

Program K
Wnﬁwum

463.200.000,00

£30.000.000,00 | -
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN | BIDANG TARGET REALISASI [RAAN CAPALAN KINERJA DAN KERANGHKA PENDANAAN TAHUN 2027
INDIKATOR PROGRAM AKHIR CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
R GUTCOME / KEGIATAN / el D M| e o EAMCETFEUA | s PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAE
SUB KEGIATAN OPD TAHUM 2024 2026 PAGLU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 a 4 o -] T 8 -] 10 11 12 13 14 13 10 17
co1Qz2m Penysienggaraan Jumiah Elsmen PK APIF G Elaman 324 610.000,00 Mempsarioua | Mewujuoka | Teraksana 734.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan intemal yang 25 Magari treformasi | nTata Pangendalian Teknis
Jumlah Nagan of Kabupatsn 3 0PD pain, Ksiola Pem | Pengawasan Bigang
Fadang Pariaman yang a0PD hukum dan | erirmanan | nirastrostur dan
ailakukan pengawasan 43 0FD birokrasi, | Dan Lingkungan
dumiah OFD yang aakakan 20 Rekomen serta memp | Pelayanan | Hidup Teslasananya
pengawasan of Bidang dasi erhuat penc | Publik Yang | Pengendalian Telnis
Infrastrukfur dan Lingfungan 40 Riskomen egahan dan | Bersin, Pengawasan Bidang
Hidup: Juniah OFD yang dam pemberant | Asuntabsl | Perskonomian:Terlak
aNakukan pengawasan of asan Serta sananya
Korupsl, Bsrualitas | Pengendalian Tesnis
Jumiah OFD yang aiakkan markoba. 5. Mewujud | Pengawasan Bigang
pengawasan o Bitang Judl, dan pe | kan Ealang Retormasi
Reformasi Birokras! dan nysiudupan | Kehidupan | Birokrasi dan Keseja
Kesejafisraan . Sasial yang | MeraanTeraksanany
Jumiah perangkat dasrah Religius, a Pengendalian
yang memenui dokumen Harmmonis | Teknis Pengawasan
implamertas! SAKIP sscara dan Magar!: Terlaksanany
tepar wakfy Berbudaya | a Monitarng dan
Jumian Tindak @t Ewvaluxs! Tindak
rekomendas) BPK Tahun Larjut Has=d
Anggaran N-1 yang tuntas; Femearksaan inemal
Jumian Tindak & Ekstemnal’ Terpenu
rekomendas! hasé himya Dokumen Pk
pemerksaan intermal yang APIF
hntas
Jumian Tandak @yt
rekomendas) hast
pemenksaan Ekstamal yang
hntas
0.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumiah Laporan Haesi 25 Laporan 143.800.000,00 | Kab. Padang DAMNA ALOKAS! Mempariua | Mewujuoka | Teraksananya 187.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Kineria Parlaman, LML (DAL trefoemas! | nTata Fengendalian Teknis
Pemerimtan Dasvah Semua pain, Kisiola Pem | Pengawasan Bigang
Hecamatan, hukum dan | evintahan Infrasbruiiur dan
Semua KelDesa birckrasi, | Dan Lingkungan
sevta memp | Pelayanan | Hidup: Teraksananya
erkuat penc | Pubilk Yang | Pengendalian Teknis
sgahan dan | Barsm, Pangawzsan Bidang
pemberant Asuntabes| Ferskonomian; Terlak
asan Serta sananya
Korups, Beriuaitas | Pengendaiian Teknis
markoba. 5. Mewujud | Pengawasan Bidang
Jucdi, dan pe | kan Bidang Redormasi
nysiudupan | Kehidupan | Birckorasi dan Keseja
. Saosial yang | MeraancTanaksanany
FAeligius, @ Pengandalian
Harmoris Teknis Pungamsan
dan Magari:Terlaksanamy
Berbudaya | a Monitarng dan
Ewvaluxs! Tindak
Larjut Hasi
Pemearisaan inlemal
& Ekstemal'; Terpenu
Hinya Dokumen PK
APIF
Persentase pengewasan di | 90 =] a0 a0 463.300.000,00 - - 030.000.000,00
Bidang nodmian
IB!_.I.IM Program
lﬂ]ﬂ San
Tahunan FKFI]
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
LURUSAN | BIDANG INDIKATORPROGRAM/ | AKHR | REALISASL | “mapsiay TAHUN 2027
KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN | SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA HELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPDTAHUN | TARGET PRICRITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN 0FD TAHUN 2024 2005 WK PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA . - TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
2 3 4 3 ] 7 B ] 10 1 12 12 14 13 18 17
Meninghain Persentase pengawasan di | 80 L] ] 1] 463.300.000,00 | - §30.000.000,00 | -
ol
L1] &N Sesudl
Infraztrukctur dan Pengewasan Tahunan
Linghungan Hidup | (PEPT)
| Meningkstnya Persentase pengawasan di | 80 W 0 a 463.300.000,00 | - 130.000.000,00 | -
implementasi sistem Bidang nomian
gendalian Intem sesual Program
 Bidang Kerja Pengawazan
perekanomian | Tahunan (PKPT)
£.01.02.2.01.0002 Pengawasan Ksuangan Pemarnniah Dasrah
Jumiah Laporan Hasil 4 Laparan 18.600.000,00 | Kab.Padang | DAMA ALOKAS! | Memparkua | 5 Mewujud | Teraisananya £3.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Keuangan Pariaman, UL DALY treformasl | kan Pangendalian Teknis
Pemerintah Daerah Semua palitis, Kehidupan | Pengawasan Bidang
Kecamatan, rukum dan | Sosial yang | inirastruitur dan
Semua KalDesa birckrasi, | Religius, | Lingkungan
serta memp | Humonis | Hidup Teslaksananya
erkuat penc | dan Pangendaian Teknis
egahan dan | Berbudaya | Pengawasan Bidang
pamberant Parskonomian;Terlak
asan sananya
Koupsi Pengendaiian Teknis
narkoa, Pangawasan Bidang
Juch, dan per Eidang Aeformas|
ryeludupan Eirohrasi dan Kesefa
; Peraan:Taraksanany
a Pengandallan
Teinis Pengawasan
Magar! Terlaksanany
a Manitaring dan
Evaluasl Tindak
Lanjut Hasi
Pamerizaan iniemal
& Ekstemal” Tarpenu
hinya Dokumen PK
AFIF
Meningkatnya Kepatuhan | Persentase peranghat | 100 100 00 10 4330000000 | - 300000000 | -
{)H) mm memenuhi daerah yang me
dokumen Implementasi Nilai Minimal BB
SAKIF]
6.01.02.2.04.0003 Reviu Laporan Kinerja
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN | BIDANG REALISASI TAHUN 2027
- uRusan, PRoGRAM | "NOIWTCRPROTRAMY | R | cAPRIAN | SR KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RensTRA | FEMAORD | “oonaiin™ | TaRGET PRIORITAS SASARAN PENANGGLUNG JAWAB
5SUB KEGIATAN oD | TRHUN20M 2005 NE PAGU INDIKATIF {Rp) LOKASI SUMBER DANA . r TARGET | PAGU INDIKATIF [Rp)
2 k] 4 8 [ 7 ] ] 10 11 12 13 14 13 18 17
Jumiah Laporan Hasil Reviu 43 Laporan 3742000000 | Kab. Padang | DANA ALOKASI | Memperiua | Mewujudka | Terlaksananya 48.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Laporan Kiner@a Parlaman, UMUM (DA} | trelomasl | nTata Pengendaiian Teknis
Semua paifi, Keiola Pem | Pengawasan Bidang
Kecamalan, fukum dan | edntahan | infrastruidur dan
Semua Kei'Desa birckrasl, | Dan Lingkungan
serta memp | Pelayanan | Hidup: Terlaksananya
evkuat penc | Pubdk Yang | Pengendalian Teknis
egahan dan | Barsin, Pengawasan Bidang
pamberant | Akuniabel | Parekonomian Terlak
azan Sarta sananya
korupsl, | Barkualifas | Pengendalian Teknis
narkcba, | 5. Mewujud | Pengawasan Bidang
Jucl, dan pe | kan Bidang Aeformasi
myeludupan | Kehicupan | Eirciras dan Keseja
: Sosial yang | hieraan: Teraksanany
Religius, | a Pengandalian
Harmoris | Teknis Pengawasan
dan Magari Terlaksanany
Berbudaya | a Manitaring dan
Evaluasi Tindak
Larjut Hasi
Pamerksaan inlemal
& Ehstemal’ Tarpanu
hinya Dokumen PK
APIP
| Meninghatnya Persentase pengawasan di | 80 W 1] 0 463.300.000,00 | - 030.000.000,00 | -
implementasi sistem Bidany Reformasi
gendalian Intem Birokrasi dan )
B:lnmﬂl Bidang Kesejahteraan sesuai
Reformasi Birokrasi dan | dengan sesuai dengan
Kesejahteraan | Program Kerja
F&nﬂ#ﬂlﬂ Tahunan
i
| Meningkstnya Persentasa pengawasan di | 80 W 1] 1] 463.300.000,00 | - 030.000.000,00 | -
implementasi sistem Bidang nemian
pengendalian Intern 254l dengan Program
Pemerinizh Bidang Kerja Pengawasan
perekonomizn | Tahunan (PKPT)
0.0102201.0004 | Reviu Laporan Keuangan
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PRAKIRAAN MAJU

URUSAN ' EIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
INDIKATOR PROGRAM | AKHIR CAPAIAN
KODE URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET REMJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
QUTCOME | KEGIATAN/ KEGIATAN RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAR
SUB KEGIATAN TAHUN 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIEATIF [Rp)
OFD 025 0%
NASIONAL | DAERAH
2 a 4 3 -] i ] ] o 11 12 12 14 13 18 7
Jumiah Laporan Hasil Rewiu 2 Laparan 45.340.000.00 | Kab. Padang DANA ALDKAS] | Memparioua Terlaksanal 54.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Laporan Kevangan Pariaman, UKL (DALY treformasi | nTata Fengendalian Teknis
Semua pali, Kzioia Pem | Pangawasan Blaang
Kecamalan, hukum dan | evintahan Infrastnscur dan
Semua KelDasa birkoras, Dan Lingkungan
serta memp | Pelayanan | Hidup:Terlalsananya
erkuat penc | Pubilk Yang | Pengendaian Tesknis
egahan dan | Barsih, Pangawasan Bidang
pamberant | Akuniabel PFenskonomian Terlak
a=an Serta sananya
Korupsi, Berkualitas | Pengendalian Teknis
narkoba. | 5. Mewujud | Pengawasan Bidang
judi, danpe | kan Eidang Redormasi
nyeludupan | Kenidupan | Birokras dan Keseja
Sasial yang | heraan:Tardaksanany
Aeligius, | a Pengandallan
Harmonis Teknis Pengawasan
dan Magari Terlaksanany
Esrbudaya | a Monitaring dan
Evaluasi Tindak
Lanqut Hasi
Femericsaan iniemal
& ERstsmal’ Tarpanu
hinya Dokumen PE
APIF
[ Meninghatnya Persentase FWasEn 0 L] ] a0 463.300.000,00 B36.000.000,00
Padang Praan
g Pariaman sesusi
dengan Program
n Tahunan
8.01.02.2.01.000% Pengawasan Desa
dumiaf Laporan Hasi 4 Laparar 33.430.000.00 | Kab. Padang DANA ALOKAS] | Memparioua | Mewuudka | Terlaksananya 51.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Desa Pariaman, UKL (DALY treformasi | nTata Fengendalian Teknis
Semua pali, Kzioia Pem | Pangawasan Blaang
Kecamatan, hukum dan | evintahan Infrastnscur dan
Semua KelDasa birciorasl, Dan Lingkungan
sevta memp | Felayanan | Hidup:Tesiakesananya
erkuat penc | Pubilk Yang | Pengendaian Teknis
egahan dan | Barsih, Pangawasan Bidang
pamberant | Akuniabel PFenskonomian Terlak
aman Seria sananya
Korupsi, EBerkualitas | Pengendalian Teknis
narkoba. | 5. Mewujud | Pengawasan Bidang
judi, danpe | kan Eidang Redormasi
nyeludupan | Kenidupan | Birokras dan Keseja
s Sasial yang | heraan:Taraksanany
Aeligus, | a Pengandallan
Harmonis Teknis Pengawasan
dan Magari Terlaksanany
Esrbudaya | a Monitaring dan
Evaluasi Tindak
Lanqut Hasi
Femericsaan iniemal
& ERstsmal’ Tarpanu
hinya Dokumen PE
APIF
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URUSAN  BIDANG TARGET REALISAS| PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
INDIKATOR PROGRAM ! AKHIR CAPAIAN
KODE URUSAN | PROGRAM / KEGIATAN |/ SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OFD TAHUN 2024 2025 W PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGL INDIKATIF [Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 3 -] T B -] i 1 iz 13 i4 13 g i
Meningl Persentase pengawasen di | 80 L] 1] 90 462.300.000,00 B30.000.000.00 | -
|[mhrmnlmrlum Illdmg Inhmhl dan
Pawonianbong | dongan bognm K
Infrastruktur dan ngm.rl Tahunan
Lingkungan Hidup ]
0.01.02.2.01.0008 Kerja Sama Pengawasan Inlemmal
Jumlah Kesepakatar 3 5.000.000,00 | Kab. Padang DANA ALOKAS! | Mempsariua | Mewujudka | Terlaksananya 210.000.000.00 | INSPEKTCRAT DAERAH
Pengawasan infernal yang Kesapakatan Parlaman, LML (DAL treloemas| | n Tata Pangendalian Teknis
Tanbentuk Semua paink, Heinla Pem | Pengawasan Bidang
Hecamalan, hukum dan | esimahan Inirastructur dan
‘Semua KelDesa birckrasl, | Dan Lingkungarn
serta memp | Pelayanan | Hidup Terlaksananya
evkuat penc | Publik Yang | Pengendalian Teknis
egahan dan | Barsih, Pangawasan Bidang
pamberant | Akuniabsl | Panskonomian Terlak
asan Sera sananya
korupsi, Eeruaiitas | Pengendaian Teknis
markoba, 5. Mewujud | Pangawasan Bidang
Judl, dan pe | kan Eidang Aeformasi
riysludupan | Kshidupan | Birokrasi dan Kese|a
: Saslal yang | Meraan-Tedaksanary
Aeligiss, | a Fengandalian
Harmonis Tednis Pengawasan
dan Magari; Terlaksanany
Earbudaya | a Manitaring dan
Evalusi Tindak
Lanjut Hasil
Pemerisaan iniemal
& Ekstemal Tarpenu
Fimya Dokumnen PE
APIP
[ Menurunnya fingkat Persentase Ketuntasan LX) &0 &0 70 463.300.000,00 930.000.000,00 | -
penyelewengan 4 Tindak lanjut rekomendasi
:nﬂjlrmmgm baik yang | BPK Tahun Anggaran N4 | 83 m ] L)
r!llu'“nn ataupun
Persentase Ketuntasan
Tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan Internal
Persentase Ketuntasan
Tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan Internal
Ekstemal
8.01 02.2.01.0007 Manitaring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasl Pemesiksaan BPE Rl dan Tindak Lanjut Hasil Pemesiksaan APIP
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A D KRR A PeAAR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN /BOANG | oaron procau/ | ki | PEALSAS! | PRARTALY i R ol
. URUSAN  PROGRAM | INOWATOREROGRAM/ | RKISR. | ‘Crpuan | CAPMAR KELOWPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN i e e oy | S B s PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN NOTRA. | TauN 04|  OPDTA MSET | PAGUINDIKATIF(Rp) |  LOKASI | SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 3 ] 7 8 9 10 " 12 12 1 13 10 17

Jumiah Dokumen Hast 14 Dakumen 40.000.000,00 | Kab. Padang | DANA ALOKASI P g y 75.000,000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Monttaning can Evakast Parfaman, UMUM (DAU) | treformasi | nTata Pengendaian Teknis
Tindak Lanjut Hasll Semua poltti, Kelola Pem | Pengawasan
Pemerksaan BPK R dan Kecamatan, hukum dan | erintahan Infrastruitur dan
Tindak Lanjut Hasit Semua KelDasa brokrag, | Dan Lingkungan
Pemenksaan APIP serta memp | Pelayanan | Hidup Terlaksananya

egahan dan | Barsi, Pengawasan Bidang

asan Serta sananya
Korupal, Berkuaitas | Pengendafian Teknis
narkoba, Pengawasan Bidang
Jud, dan pe Bidang Reformas!
nyeludupan Birokras! dan Keseja
I heraan:Teraksanany
a Pengandalian
Teknis Pengawasan
Nagan Terlaksanany
@ Monitaring dan
Evaluasi Tindak
Lanjut Hast
Pemarksaan inlemal
& Ekstermal Terpenu
hinya Dokumen PK
APIP
[ Meningkatnya Nilai Penanganan Kejadian | 85 n n 14 463.300.000,00 | - : - . - . 030.000.000,00 | -
Penanganan Kejadian Korupsi
Korupsi]

60102202 Penyslenggaraan Jumiah Laporan . 2 Laporan 138.680.000,00 P I Yy S 205.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan dengan Tuuan | Penyelesatan Kenuda 15 treformasi | n Tata Probity Audt Bidang
Tertentu Kabupaten Padang Parlaman Pengaduan poltti, Kelola Pem | Infrastruitur dan

yang turtas 20 hukum dan | erintahan | Lingkungan Hidup;
Jumiah Pengaduan yang Pengaduan bwokrasi, | Dan Terlaksananya
Ditindiakdanjut/ serta memp | Pelayanan | Penanganan
Jumiah Pengaduan yang erkuat penc | Publik Yang | Pengaduan dari
D¥ndtaklanutl dengian kntas egahan dan | Bersih, Masyarakat
pemberant | Akuntabel
asan Serta

narkoba, | 5. Mewupd
Juct, dan pe | kan
nyeludupan | Kehidupan

601022020001 | Penanganan Penyelesatan Keruglan

NegaraDasrah
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URUSAN/BIDANG | piaronprocau/ | akwR | REAUSASI | PEAETAN CAPAANKMERIA DA KERANGIEA PExD TAM T
KODE URLISAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET REMJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGHTAH RENSTRA REMNJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 025 X PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA 0 T TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
2 a 4 3 ] T B -] il 11 12 13 14 i3 14 7
Jumiat Laporan 2 Laparan 5.320.000,00 | Kab. Padang DANA ALOKAS! | Memperua | Mewuudka | Teraksananya 20.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Penyeiesaian Kerugian Pariaman, WIRALSA (DALY trefoemasi | nTata Probity Audit Bidang
NegaraDasrah yang Semua ik, Heipia Pem | inirastrustur dan
Ditangani Kecamatan, hukum dan | esintahan Lingkungan Hidup;
Semua KelDesa Do, Dan Terlaksananya
sarta memp | Pelayanan | Penanganan
erkuat penc | Publik Yang | Pangaduan dari
egahan dan | Bensih, Masyarakat
pamberant | Akuniabel
asan Seria
Korupsl, Berualtas
narkoba. | 5. Mewujud
judl, dan pe | kan
nyeludupan | Kehidupan
s Soslal yang
Religius.
Harmonis
dani
Berbudaya
Persentass pengawasan di | 90 o] o o 453.300.000,00 130.000.000,00
|d ramk
I'! an Program
58N
Tiumm &u-
©.01 02 2 02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Terbeniu
Jurmiah Laporan Hasi 11 Laporan 133.170.000,00 | Kab. Padang DANA ALOKAS! | Memperoua | Mewuuoka | Teraksananya 182.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Dengan Tujuan Pariaman, LKA (DALY treformasi | nTata Probity Audit Bidang
Tarieniy Semua palii, Helola Pem | infrastruiiur dan
Hecamatan, hukum dan | evintahan Lingkungan Hidup;
Semua KelDesa D, Dan Terlassananya
sevta memp | Felayanan | FPenanganan
erkuat penc | Publik Yang | Fengaduan dari
sgahan dan | Barsh, Masyarakat
pemberant | Akuniabel
azan Sarta
konupsi, Berwalltas
markoba. B, Mewujud
judl, dan pe | kan
nyeludupan | Kehidupan
s Soslal yang
Aeigius,
Harmoris
dan
Bsrbudaya
[ Meningkatnya Pemntluhgergm ] (] o 0 453.300.000,00 030.000.000.00
implementasi sistem m di n
pengendalian Intern g Pariaman sesuai
di dengan Program Kerj
Klllupﬂan ;:]Hl enga ng Tdﬂf:'m'
(PK
Meningkain Nilai Penanganan Kejadian | 85 7 T 15 463.300,000,00 §30.000,000,00
an fc'aj-m Korupsi
Korupsi |
Meninghain ewasan di | 90 L] 1] F 463.300.000,00 930.000.000,00
!whr:"ugnl.nm,:lmm |ng|r|frlmh|rdl1
gendalian Intern m;mﬁw
B::Imrlﬂi: dengan raim Kerj:
Infrastrukiur dan Fﬂ!‘%ﬁll‘l Tahunan
Lingkungan Hidup | (PK
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSANBIDANG | woatomprocrau) | okl | ReaLsasi | PRAKRAMN CAPHIANKIERIA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
KODE URUSAN | FROGRAM / KEGIATAN, SUB i PERICIDE CAPAIAN TARGET REMJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
COUTCOME | KEGIATAN KEGIATAN RensTRA | FEMAOPD | VopresiN | TARGET PRIOAITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
5UB KEGIATAN oFp | VAHUN 2024 005 0% PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI | SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
MASIONAL | DAERAH
H 3 4 3 ] 7 ] :} 10 1 12 13 14 13 18 17
[ Meningkatnya Persentase pengewasan di | 00 L w0 0 463.300.000,00 | - §30.000.000,00 | -
Implementas| sistem Bidang Reformasi
gendalian Intern Birakresi dan
intah Bidang Fesejahteraan sesuai
Reformasi Birokrasi dan | dengan sesuai dengan
Kesejahteraan ram Kerj
= | P gan Tahunan
[Pﬁai;
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN | Perseniase fasilifasi 100 % 14.165.000,00 173.000.000,00
KEBIJAKAN, penpanasan manajemen 5%
PENDAMPINGAN DAN risiko 5%
ASISTENSI Milgi Kapabilitas
Stk
Korpsi
Persentase pelaksanaan
dampingan dan
asistensi Peranghat Daerah
Bidang Infrastrukiur dan
o
pendampingan
asistensi Peranghat Daerah
Bidang Parekonomian;
Persentase pelaksanaan
ingan dan
asistensi Perangkat Daerah
1 Reformasi
i dan
Kesejahterasn; Persentase
pendampingan dan
Persentzse pelaksanaan
pendampingan dan
asistensi Penagakan
:m?m;mm
fasilitasi
manajemen faiko,
[ Meningketkan fasilitasi | Persentase fasilitasi 100 100 100 100 14.185.000,00 | - 173.000.000,00 | -
pengewasan Mangjsmen | PENgaWAsan manajemen
risika | risiko
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSA PROGRAW | 'NOIKATORPROGRAW | KR | FEEIEL | CAPAAN KELOMPOK i PERANGKAT DAERAK
ROk OUTCOME/KEGIATAN/ | KEGISTANSUB | FERIODE | pewjaopp | TARGETREMAT o PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAR
5UB KEGIATAN TAHUN 2024 PAGL INDIKATIF (Rp) LOKAS! SUMEER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF [Rp)
e b - NASIONAL | DAERAH
2 a 4 3 g 7 ] ] 10 il 12 13 14 13 g 7
8.01.03.202 Pendampingan dan Asistens! | Jumlah ASN yang LA 121.145.000,00 Mempsariua | Mewujudka | Terlaksananya 172.000.000.00 | INSFEKTORAT DAERAH
melaporkan LHKASNSPT Pegawal treformasl | nTata Monificring dan
Iepat wakiy 4 Kiagialan palik, Kelola Pem | Koordnasi
Jumiah Kpordinas! 4 Kegiatan hukum dan | eviniahan Pencegahan Korupsi;
Pencegahan Komwps! yang 4 Kiagaian wroarast, | Dan Teslakzananya
dilaksanakan 430PD sevta memp | Pelayanan | Koordnasi
Jumiah Moniforing 230PD evkuat penc | Publk Yang | Pencegahan Korupsi;
Pencegahan Kompsi yang 1 Laparan egahan dan | Barsi, Meringkatrya
Diiaksanakan pemberant | Akuniabel | Inlegritas Aparatur;
umiah Manftoring asan Sarta Terlaksananya
Pencegahan Komps! yang hoeupsl, Eeriualitas | Pendampingan dan
Ditafs-anakan ; Jumiah rarkoba, 5. Mewujud | Monfioring Relormasi
Koardinas! Pencegaha Juell, dan pe | kan Birckras! Perangkal
Korups! yang dilaksanakan ryeludupan | Kehidupan | Daerah
Jumiah OPD yang diskukan Saslal yang
Evaiuasi Kinerja Aeligius.
Jumiah OFD yang Harmonis
melaporkan LHKFN tpat dan
wakiu Barbudaya
Jumiah pelaksanaan evaluas!
Reformasi Birokras!
0.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asisiensi Urusan Pemevintahan Daerah
Jumiah Perangial Daarah 43 perangiat 15.403.000,00 | Kab. Padang DaNA ALOKAS! | Mempariua | Mewujudka | Terlaksananya 16.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
yang Diakukan daerah Pariaman, UMUM (DAL} | treformast | nTata Konforing dan
Pendampingan dan Asisiansi Semua palitk, Kaiola Pem | Koordnasi
Liusan Pemenintafan Kecamatan, Fukum dan | evirtahan Pancagahan Kaorupsi;
Dagrah Semua KalDasa birirasi, | Dan Terlaksananya
sevta memp | Palayanan | Koordnasi
evkuat peng | Fublk Yang | Pencagahan Korupsi;
egahan dan | Barsi, Meringkairya
pemberant | Akuniabel | infegritas Aparatur;
asan Serta Terlaksananya
Korupsl, Bermuaiias | Pendampngan dan
narkoba, | 3. Mewujud | Monfioring Relormasi
Judl, danpe | kan Birohrasi Perangkat
mysludupan | Kshidupan | Dasrah
. Saslal yang
Religius,
Harmonis
dan
Barbudaya
Meningkatnya Kapabilitas | Nilai Kepabilitas 85 T3 n 7 121.165.000,00 173.000.000,00 | -
2an Risiho Risiko
Korupsi | Korupsi

8,01 032 02 0002

Pendampingan, Asistans], Verifikas!, dan Penilalan Refarmasi Binakrasi
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN/ BIDANG 108 FROGRAR REALISAS! A TAHUN 2027
KODE urusan procra | NOVERESINCENY | Aoiohe | CRPRIAN | A RELEOR FERANAN DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN ! ]l RESANN | piminoen | TARSRIREAL PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAR
SUB KEGIATAN NSTRA | TAHUN 2024 | OPDTA ARGET | PAGUINDIKATIF(Rp) |  LOKASI | SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF Rg]

2 a 4 a -] T B : ] i 11 12 13 14 i3 ia 17

Jumiah Peranghal Dasran 10 perangsat 23.580.000,00 | Kab. Padang DANA ALOKAS! | Mempariua | Mewuudka | Terlaksananya 42.000.000.00 | INSPEKTORAT DAERAH
yang Dfakukan dazrah Pariaman, LML DALY, trefoemasi | nTata Monforing dan

FPendampingan, Asisfensi, Semua palitk, Ealola Pem | Koordinasi

Werifikasi, dan Pemiaxian Hecamatan, Fukwm dan | evirdahan Pancagahan Horupsi;

Reformasi Birokras! Semua KslDasa birckorasl, Dan Tevlaksananyx

serta memp | Felayanan | Kooedinasi
erkuat penc | Fubllk Yang | Fencsgahan Korups;

egahan dan | Eersih, Keningkatrya
pemberant | Aluniabel Integritas Aparatur;
aman Serta Tevlaksananya
konups, Earkualitas | Pendampingan dan
rarkoba, 5. Mewujud | Monforing Relormasd
Juscil, dan pe | kan Birokrasi Peranghat
myaiudupan | Eshidupan | Dasrah
: Sasial yang
Religius,
Harmaris
dan
Esbudaya
[ Meningketnya Sirategi | Milai Penerapan Strateqi | 85 7 n 75 121.165.000,00 | - - - - - . 173.000.000,00
Pencegahan Korupsi | Pencegahan Korupsi
0.01.02.2.02.0003 Koardinasl, Monforing dan Evaluzsl saria Venfikas! Peanosgahan dan Pemberanizsan Konps!
Jumiafh Kegiatan Hoordinasi, 4 Kegiatan 18.3200000,00 | Kab. Fadang DANA ALOKAS! | Memperiua | Mewujudka | Terlaksananya 30.000.000.00 | INSFEKTORAT DAERAH
Moniforing dan Evaluas? Pariaman, LIKALIA jDUALTY treloemasl | n Tata Monfioring dan
saria Vevilkasi Pencagahan Semua palitk, Kelola Pem | Koosdinasi
dan Pembevaniasan Komupsi Hecamatan, fukwm dan | esinfahan Penoagahan Korupsi;
Semua KelDasa Dirokoras, Dan Tevlaksananya

sevta memp | Pelayanan | Koominasi
evkuat penc | Pudk Yang | Penceganan Kaorupsi;

egahan dan | Earsih, Keningkatrya
pamberant | Akuniabal | Infegritas Aparatur;
asan Serta Terlaksananya
konapsi, Eeriualitas | Fendampingan dan
rarkoba, 5. Mewujud | Monfioring Relomasi
Jucil, dan pe | kan Birokoasi Perangkat
myeiudupan | Kehidupan | Daerah
: Saosial yang
Religius,
Harmaris
dan
Barbudaya
[ Meninghainya ;:nu Jumlzh mnmht i 1 1 1 124.165.000,00 | - . . - - - 173.000.000,00
pendampingan me
asistensi| ﬁm a L] 0 a0
Persentase pelaksanaan
pendampingan dan
asistensi Nagari
WI. &
um"u?%u Daerah
Bidang Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup
Persentase pelaksanaan
mwm; Daerah
&5 Bl
Bidang Perekonomian

8.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistansi dan Vesifikasi Penegakan Inlegritas
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KODE

URLISAN | BIDANG
URUSAN | PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN | SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE

REALISASI

RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGIA PENDANAAN

TARGET
A%

FRICRITAS
LOKASI

PAGU INDIKATIF (Rg) SUMBER DANA

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 227

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

] 10 1 12 12

14

17

Jumlah Perangkat Dasran
yang Dilakukan
Pendampingan, Asistensi
dan Vnifias! Panegatan
Iniagritas

44 perangiat
dazrah

0¢.550.000,00 DA ALOKAS

LIMUM (DALY

Kab. Padang
Pariaman,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

Memparioa
t relormas
poalfiie,
Fukum dan
birpéorasl,
sarta mamp
evkuat peng
egahan dan
pamberant
asan

MewLjudka

Eeiola Pem
evirtanan

Pelayanan
Fublk Yang
Bearsih,
Bsuniabsl
Serta
horupsl, | Banwaitas
nrarkoba, 5. Mewujud
Judl, dan pe | kan
nyeludupan | Kshidupan
: Saslal yang
Religius,

Harmonis

Barudaya

Terlaksananya
Meniioring dan
Kaoordinas

Pancagahan Karupsi;

Terlaksananya
Kaordinas

Pancagahan Karupsi;

Meningiainya
Integritas Aparatur;
Terlaksananya
Fandampirgan dan
Menifioring Refemasi
Eiroirasi Perangkal
Daarah

T8.000.000.00

INSFEKTORAT DAERAH

JUMLAH

B.234.935.460,00
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BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2026 ini, beberapa catatan
penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta
pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan
yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai
serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang
baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus
terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan
optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini
mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam
penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran
yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau
komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar
sesuai dengan rencana Kkerja, sehingga potensi penyimpangan atau
ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang
telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta
keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan
mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat
tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas ini
diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi
perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan
menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-
tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan
strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan
sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan
berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara
berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa

pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk
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mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang
telah dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang
bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu menyusun strategi untuk
mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi
kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas
program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas menjadi lebih siap dalam
menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang
bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas yang lebih maju,

sejahtera, dan berkelanjutan.

Parit Malintang, 5 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE

Pembina Tk. I NIP. 19820926 199912 1 001
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HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NAMA DOKUMEN HASIL PRAEVALUASI
RPJMD Priode 2025 - 2029
Renstra Priode 2025 - 2029
Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Perjanjian Kinerja Tahun 2026
LKJiP Tahun 2025
Rencana Aksi Tahun 2025
Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025
Rencana Aksi Tahun 2026
IKU Priode 2025-2029
Renja Tahun 2025
Renja Perubahan Tahun 2025
Renja Tahun 2026 4
Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai
Triwulan 2 Tahun 2026

S SN N RS P I I R P

16. Pedoman Teknis Perencanaan 2026

17. Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan
Data Kinerja 2026

18. Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal

2026

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026
20. | Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025
21. | SOTK

Catatan :
Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluafigr,

I

(VELIA’YOTANDA, SE )

REVIS!| BERJENJANG |
Ketua Tim Dainis Wanjab :!
Tanggal | Paraf Tanggal Paraf | Tanggal | Paraf

V626 ’F zzc-zc 4 'z%c.zk /‘/
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